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ABSTRAK

Nama : Yosua Roald Sihotang (0606005750)

Program studi : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Penerbangan
Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dikaitkan Dengan
Pertanggungjawaban Korporasi (Perspektif

Perlindungan Konsumen)

Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan
apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap terjadinya suatu kecelakaan
pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan
yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana
korporasi. Keterbatasan hukum yang terjadi di Undang-undang Penerbangan
bﬁrkaltan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hukum
pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal
k?_l'PQrasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat
dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi
(maskal_)ai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan
penyedia jasa penerbangan atas terjadinya kecelakaan pesawat udara.

Kata kunci:
Pesawat udara, pertanggungjawaban korporasi, kecelakaan pesawat udara.
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ABSTRACT
Name : Yosua Roald Sihotang
Study Program : Criminal Law

Title : Airplane-Company Criminal Resposibility for Aircraft Accident
be Related with Corporate Criminal Rensponsibility
(Consumer Protection Prespective)

The focus of this study is the criminal responsibility of Airplane-Company if
there is indication of Airplane-Company engaged in aircraft accident. This
research is qualitative descriptive interpretive. Law on Aviation as the rule which
regulate carrier problems does not recognize a corporation as a criminal legal
subject. Therefore, the law limitedness which happens in the Law on Aviation
which not recognizes a corporation as a criminal legal subject could be taken
over by implementing the UUPK which recognizes corporation as a criminal
p,erformer. Thus, UUPK could be an entry for asking corporation’s (carrier firm)
liability when indication of carrier service supplier company involvement over
the occurrence of airplane accident is found.

Key Words:

Airplane, Corporate responsibility, Airplane accident.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat telah banyak mempengaruhi kehidupan
manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dirasakan. Akan tetapi
pengaruh yang timbul tidak hanya yang bersifat positif semata melainkan ada yang
bersifat negatif pula. Indonesia adalah negata yang besar dari segi budaya karena
terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, juga besar dalam segi wilayah yang
terditi dari beribu-ribu pulau yang tetpisah oleh lautan. Untuk mengatasi
kemajemukan wilayah yang terpisah oleh lautan maka disinilah teknologi
mengambil peran yang sangat penting, dalam hal ini adalah teknologi dalam moda
transportasi. Salah sat moda transportasi yang mampn mengadaptasi kemajuan
pada masa depan dan mempunyai katakteristik yang mampu mencapai mjuan dalam
waktu cepat adalah moda transportasi penerbangan.

Masalah penetbangan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor
15 tahun 1992 tentang penerbangan (UU Penerbangan). Secara materi UU
penerbangan mengatur masalah penerbangan, tidak hanya terkait dengan masalah
fisik ataupun teknisnya saja tetapi termasuk juga masalah keamanan dan
keselamatan serta  keseluruhan proses yang terkait dengan penetbangan.
Dibandingkan dengan moda transportasi yang lainnya memang transportasi udara
mempunyai resiko yang paling tinggi atas tetjadinya kecelakaan. Ini dikarenakan
media yang diguhakan adalah udara. Penetbangan adalah bagian dari transportasi
umum yang ada di Indonesia dan karena transportasi umum menyangkut kehidupan
banyak orang maka masalah keamanan dan keselamatan adalah hal yang mendapat
pethatian yang utama. Hal ini juga tercetmin di dalam salah saty tujuan dari
penetbangan tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 3 UU Penerbangan yaitu:

“Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan
yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna,
dengan biaya yang tetjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan

1
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dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan
stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional

Maka dari itu permasalahan keamanan dan keselamatan penerbangan diatur
di dalam peraturan tersendiri, Peraturan Pemerintah Nomot 3 tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan merupakan hukum positif yang mengatur
masalah tersebut. Melalui pengaturan tersebut dapat terasa bahwa disini hukum
berperan sebagai salah satu alat untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan
selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang
membahayakan (unsafe acts and unsafe conditions).

Keamanan dan Keselamatan merapakan hak dari pengguna jasa
penerbangan, hal ini diatar di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penerbangan sipil merupakan
bagian dari pelayananan jasa seperti yang dimaksud di dalam UUPK, di dalam pasal
I butir ke-5 disebutkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk peketjaan ataun
prestasi yang disediakan bagi masyatakat untuk dimanfhatkan oleh konsumen.
Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa walaupun hukum telah mengatur
masalah keamanan dan kesclamatan penerbangan dan menjadikannya sebagai
priotitas, dalam kenyataannya tetjadinya suatn kecelakaan pesawat udara tidak
dapat dihindari. Ini dikarenakan ruang getak yang digunakan pesawat udara yaitu
udara, relatf rawan.

Pada awal tahun 2007 dunia transportasi kita dikejutkan oleh petistiwa
hilanghya (loss contacr) salah sam pesawat maskapai penerbangan Adam Air.
Pesawat tersebut hilang bersama dengan 102 penumpang dan awaknya. Kemudian
di bulan maret pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-200 mengalami
kecelakaan setelah mendarat di bandata Adi Sucipto Yogyakarta, akibat kejadian
tersebut 49 orang meniggal dunia. Dua kejadian tersebut menambah panjang daftar
kecelakaan pesawat yang bertambah setelah mataknya perusahaan penerbangan
baru di negeti ini. Menurut data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT), tercatat sejak tahun 2001 terdapat 73 kecelakaan pesawat penerbangan

*Indonesia. Undang-undang Penerbangan. UU No.15 Tahun 1992. LN No.53 Tahun 1992, TLN No.3481.
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nasional dalam negeri dengan jumlah korban 479 orang orang meliputi 201 orang
tewas dan 278 cedera.

Munculnya beberapa maskapai penerbangan baru di negeri ini, tidak bisa
dilepaskan dati kebijakan pemerintah melalni Keputusan Menteri Pethubungan
Nomor KM 1/2001, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Nomor KM
81/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Melalii keputusan tersebut
dimungkinkan berditi maskapai baru tanpa batasan modal minimal. Munculnya
beberapa maskapai penerbangan tersebut menyebabkan makin terasanya kompetisi
dalam merebut hati para konsumen di Indonesia. Hal inilah yang membuka era “low
cost carrier (penerbangan murah)” di Indonesia, sebagai sistem yang menawatrkan
harga tiket yang kompetitif dengan melakukan efisiensi operasional . Dalam sejarah
penetbangan Kita jumlah penumpang pesawat udara mengalami peningkatan
sebesat 130 persen dari petiode lima tahun sebelumnya.
| Dalam mengantisipasi masalah Kkecelakaan transportasi yang tetjadi
khususnya kecelakaan penetbangan maka pemetrintah telah melakukan petbaikan
regulasi menyangkut keselamatan penerbangan. Namun sayangnya petbaikan
regulasi itn pun berlangsung dengan sistem “tawar-menawar” dengan pihak
maskapai (perusahaan) penerbangan, karena dengan diubahnya regulasi mengenai
keselamatan penerbangan maka dikhawatirkan akan menaikkan biaya operasional
penetbangan. Seperti diungkapkan oleh Ruth Simatupang dalam makalahnya,
sebagai berikut: Sektor privat atau swasta mempunyai peran cukup penting dalam
pengembangan peraturan keselamatan transportasi nasional, mengingat perusahaan-
perusahaan tersebutlah yang betmain lebih besar dalam penerapan peraturan
datipada pemetintah. Contohnya, penetapan standar kelaikan peralatan, perawatan,
lisensi, perijinan, dan sertifikat bagi para awak, sekolah-sekolah kekhususan,
bengkel, tanggungjawab atas kerugian, dan lain-lain semuanya berlaku bagi
operator. Sedangkan pémerintah hanya melakukan tindakan supervisi dan
pengawasan terhadap penerapan peraturan-petaturan tersebut.?

? Simatupang, Ruth. Keselamatan Transportasi Nasional: Pengalaman Indonesia. Makalah disampaikan
pada Seminar Kriminalisasi Kecelakaan Pesawat Udara. Jakarta,28 Februari 2008. (beliau adalah
mantan anggota KNKT)

3 Universitas Indonesia
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Selama ini perusahaan penerbangan melakukan pemotongan biaya
operasional yang timbul sebagai konsekuensi penerapan “low cost carrier”. Namun
berdasarkan aturan penerbangan dunia, yaitu International Civil Aviation
Organization (ICAO) dan Federal Aviation Administration (FAA) masalah
kemananan dan keselamatan tetap menjadi prioritas. Kedua komponen tersebut
sifatnya adalah mutlak (defaulr), tidak boleh diutak atik dengan alasan apa pun.

Dengan adanya “tawar menawar” tersebut tidak menutup kemungkinan
bahwa maskapai penerbangan membetikan “andil” terhadap kecelakaan pesawat
udara yang tetjadi. Tentn saja hal ini bertentangan dengan mandat yang
diamanatkan undang-undang oleh trakyat kepada para penyelenggara Negara
(pemetintah) adalah melindungi hak-hak warganya: hak untuk memperoleh
kemudahan mengakses transportasi serta hak untuk dijamin keselamatannya (hak
hidup dan tetap sehat) selama menggunakan jasa transportasi.

Dalam kecelakaan pesawat udata ada tiga faktor yang punya kemungkinan
besar menjadi benyebab kecelakaan pesawat udara, yaitu faktor manusia, faktor
material (pesawat), dan faktor media. Faktor manusia adalah setiap orang atau
tenaga yang tetlibat langsung dalam proses keselamatan penerbangan, seperti
kapten penerbangan (pilof), tenaga méng peneranpan (briefing office), tenaga
operasi maupun tenaga bantuan operasi. Berkaitan dengan permasalahan yang
penulis ingin bahas adalah bahwa adanya Keterkaitan maskapai (perusahaan)
penerbangan dalam tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara yang terjadi, maka
bila kita kaitkan dengan 3 faktor penyebab tetjadinya kecelakaan pesawat udara
tetjadi maka keterlibatan maskapai penerbangan dapat dikategorikan ke dalam
faktor manusia dan faktor material (pesawat).

Dalam perkembangannya, subjek hukum pidana saat ini tidak hanya
manusia tetapi korporasi juga. Hal ini berkaitan dengan masalah efektifitas hukum,
dimana menurut Satjipto Rahardjo “membicarakan masalah efektifitas hukum
hanya dapat dilakukan pendekatan sosiologis™. Melalui perkembangan ekonomi
dunia saat ini korporasi dalam banyak hal telsh mempengaruhi kehidupan

? satjipto, Rahardjo. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah. Surakarta:
Muhammadiyah University Press. 2002. Him. 83.
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masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dikaitkan dengan pendapat
Satjipto Rahardjo di atas maka untuk mengurangi dampak negatif bagi publik
(masyarakat) dari kegiatan Kkorporasi maka perlulah dimungkinkan korporasi
sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini berarti Kkorporasi dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia,
akhir-akhir ini mulai diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sebenarnya
korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal pada tahun 1951 melalhi UU
No. 17 Dit Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang yang mengadopsi
pemikiran atau penditian bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan oleh atan nama
suatu badan usaha. Dengan diakuinya hal tersebut maka secara tegas juga bahwa
Undang-undang tersebut menyimpang dari asas umum pasal 29 KUHP dimana
suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (natuutlijke persoon).
Beberapa undang-undang lain yang mengatur bahwa korporasi selaku subjek tindak
pidana adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-
undang No. 5 Tahun 1997 tentang Natkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan Undang-
undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25
Tahun 2003.

RUU KUHP versi 2004* juga mengakui bahwa kotporasi sebagai salah satu
subyek hukum pidana. Hal it dapat dilihat dari bunyi pasal Pasal 44: « Kotporasi
merupakan subjek tindak pidana” dan Pasal 161 yang mendefinisikan apa yang
dimaksud dengan “setiap orang™ yaitu adalah orang perseorangan termasuk
korporasi”.

Pengatiran masalah pertanggungjawaban pidana kotporasi ini tidak terlepas
dari perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat, disertai dengan
pertumbuhan perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi
kehidupan manusia. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang

% Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, 2004.
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mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi juga merupakan suatu reaksi untuk
melindungi masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
Beberapa kecelakaan kereta api yang terjadi di Inggris yaitu peristiwa Southall
yang telah mengaKibatkan sebanyak tujuh orang meninggal dunia, peristiwa
Paddington 31 orang meninggal, dan peristiwa Hatfield empat orang meninggal
adalah akibat lemahnya pengelolaan keamanan oleh perusahaan-perusahaan
penyedia jasa kereta api’.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengkaji
permasalahan ini kedalam sebuah tesis yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Penefbangan Atas
Kecelakaan Pesawat Udara Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi (Perspektif Perlindungan Konsumen).

* $yahdeini, $.R. Pertanggungjwaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers. 2006. Him. 10.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan menjadikan permasalahan
kecelakaan pesawat udara dilihat dari aspek hukum pidana menjadi sangat menarik
untuk dikaji apalagi bila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana saat ini
dimana, bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek namun
dikenalnya korporasi sebagai subyek hukum. Perluasan badan hukum sebagai salah
satu subjek hukum pidana, tidak terlepas karena adanya sesuatu kebutnhan,
terutama dalam soal perpajakan, perckonomian dan Kkeamanan negara, yang
disesuaikan dengan perkembanpan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia®.
Menurut Priyatna Abdurrasyid, pakar hukom udata yang menyatakan bahwa
dalam suatu kecelakaan pesawat ndara ada tiga hukum yang berlaku, pertama
hukum publik, kedua hukum perdata, dan ketiga hukum pidana. Kalau terbukti
adanya unsur kesalahan bisa dituntut secara pidana 7 Sebelumnya di atas telah di
jabarkan beberapa faktor penyebab tetjadinya kecelakaan pesawat udara, dan dari
beberapa kasus kecelakaan yang tetjadi di Indonesia hampit sebagian besar masalah
pertanggungjawabannya dilimpahkan oleh manusia dalam hal ini adalah pilot dan
co-pilot pesawat yang bersangkutan. Dalam kenyataannya dimungkinkan maskapai
penerbangan ikut memberikan “andil” atas kecelakaan pesawat udara yang terjadi
karena tidak diprioritaskannya masalah keselamatan dan Kkeamanan akibat
penerapan “low cost carrier™.

Berthubungan dengan hal itu maka akan dikemukakan pertanyaan penelitian
yang memfokuskan tesis ini, adalah sebagai berikut:

a) Bagaimanakah hukum Kkhususnya Undang-undang perlindungan konsumen
mengatr tindak pidana yang mengindikasikan adanya keterlibatan Penyedia
jasa Penerbangan dalam suatu kecelakaan pesawat udara?

® Kanter dan Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-
PTHM. 1982. HIm. 222.

7 privatna Abdurrasyid. “Setiap Kecelakaan Pesawat Harus Diselidiki”. (Jakarta; Majalah Angkasa No.8
Mei 1997), Him. 19.
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b) Hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam perundang-undangan berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana Kkorporasi dalam rangka upaya pendayagunaan

hukum pidana dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk memberikan gambaran bagaimana pengaturan tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi atas kecelakaan pesawat udara khususnya undang-
undang perlindungan konsumen.

b) Mencoba memberikan masukan dalam rangka pendayagunaan hukum pidana

dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara.
1.4 Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa
penerbangan atas kecelakaan pesawat udara dibarapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran, sebagai berikut:

a) Kegunaan teoritis, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang
pendidikan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

b) Kegunaan praktis, sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum
dan semua pihak yang tertarik untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam
permasalahan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa transportasi udara
dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
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1.5 Kerangka Teoritis

Perkembangan dunia saat ini yang sedang menuju ke arah modernisasi dan
pembangunan ekonomi, dalam kenyataannya menunjukkan bahwa korporasi
memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak
jarang Korporasi dalam mencapai tujuannya, melakukan aktivitas-aktivitas yang
menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi yang dilakukan. Hal
inilah yang menjadi alasan di dalam perkembangan hukum pidana saat ini mengenal
bahwa korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, tentunya selain manusia
alamiah (natuurlijk persoon)saja. Sebenamya masalah korporasi sebagai pelaku
tindak pidana sudah menjadi persoalan lama. Sekitar tahun 1900-an beberapa pakar
hukum telah membahas mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana hingga
E.H. Sutherland (1883-1950) menyampaikan pidato bersejarahnya, yang
menggambarkan “White Collar Criminal’ sebagai “.... Any person of higher
socioeconomic status who commils a legal violation in the course of his or her
occupation”,

Dengan diterimanya Korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini
berarti telah terjadi perluasan dari pengertian'siapa yang merupakan pelaku tindak
pidana (dader). Permasalahan yang timbul sekarang apakah hukum pidana positif
kita sudah mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana seperti itu atau tidak.

Dalam kenyataanya memang penempatan Korporasi sebagai subjek hukum
pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga menibulkan pro dan
kontra. Dari tinjauvan sejarah memang terungkap kenyataan bahwa gagasan
menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk, antara
lain, pada ungkapan universitas delinquere non potest (korporasi tidak mungkin
melakukan tindak ‘pida‘na).9 Ungkapan ini disampaikan oleh Vom Savigny yang
menyatakan bahwa korporasi sebagai fiksi hukum (persona ficta). Namun menurut

® Sahetapy. Kejahatan Korporasi. Surabaya: Eresco. 1994. Him. 11.

® Remmelink Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003. Him. 99.
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Jan Remmelink, jika ihwal menghukum atau menjatuhkan sanksi (pidana) kita
pandang semata-mata sebagai sistem pengaturan masyarakat, baru semuanya bisa
berubah. Karena itu, disamping manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai
tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di dalam masyarakat dan perlu ada
perangkat sanksi khusus bagi korporasi'®.

Kebijaksanaan dalam penegakan hukum pidana (criminal policy) untuk
menuntut peitanggungjawaban korporasi, memerlukan perkembangan dalam ilmu
hukum pidana yang lebih maju dari keadaan sekarang. Menurut Mardjono
Reksodiputro ada dua hal yang harus dipethatikan dalam menentukan tindak
pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang
harus dikonstruksikan sebagai perbuatan kotporasi dan kedua tentang kesalahan
pada Korporasi!' Menurut pendapat beliau, hal yang pertama untuk dapat
dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga petbuatan korporasi maka
digunakanlah “asas identifikasi”’?. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus
atan pegawai sunatu korporasi, diidentifikasikan (dipersamakan) dengan perbuatan
kotpotasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum
pidana Indonesia gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan
dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun
hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader)3.

Pendapat ini juga menjawab permasalahan yang mempersoalkan masalah dolus dan

0 1bid. Hal. 99

u Mardjono, Reksodiputro. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah

Pelaku Kejahatan di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Ke-47 Perguruan Tinggi
llmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 17 Juni 1993. Him. 9.

12 pjaran yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak
melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum
bersangkutan,

13
Perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan

pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan
apabila perbuatan tersebut.
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culpa hanya terdapat pada persona alamiah', dimana menurut Moeljatno untuk
dapat menjatuhkan pidana mensyaratkan adanya suatu kesalahan (geen straf zonder
schuld)’. Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atan pegawai
korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi
yang bersangkutan. Kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai
keasalahan korporasi.

Saat ini perekonomian Indonesia sedang menuju masa era industrilisasi dan
yang sedang dalam situasi persiapan memasuki tahap tinggal landas ini tentu berada
dalam situasi majunya dunia usaha, yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat
besar. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan tersebut adalah bidang
transportasi khususnya transportasi udara. Dengan dikelnarkannya Keputsan
Menteri Perhubungan Nomor KM 1/2001, yang kemudian direvisi dengan
Keputusan Menteri Nomor KM 81/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
maka membuka kesempatan untuk setiap pengusaha dapat mendirikan maskapai
baru tanpa batasan modal minimal. Melalui kedua peraturan tersebut juga
dimulailah swatu era penerbangan murah (low cost carrier), dimana dengan
mengurangi biaya operasional yang timbul maka harga tiketpun dapat ditekan.

Berawalnya era “low cost carrier” tetnyata juga mengawali burnknya dunia
penerbangan di Indonesia, dimana banyak sekali kecelakaan pesawat udara yang
tetjadi di tanah air. Hingga pada puncaknya Uni Eropa mengeluarkan larangan
terbang bagi maskapai Indonesia untuk terbang di wilayahnya bahkan ada negara
yang mengeluarkan peringatan warga negaranya untuk berhati-hati (Travel
Warning). Ini disebabkan karena teijadinya begitu banyak kecelakaan pesawat
udara di Indonesia dalam 3-5 tahun terakhir. Banyaknya kecelakaan yang terjadi
diduga akibat maskapai penetbangan yang tidak memprioritaskan faktor Keamanan
dan keselamatan penetbangan akibat pengurangan biaya operasional. Tent saja hal

* Setiyono. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam
Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. 2005. Him. 10.

 Suatu adagium dalam yang dianut dalam hukum bidana yang artinya : “ Tidak ada pemidanaan, tanpa
adanya kesalahan”.
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ini bertentangan dengan tujuan penerbangan yang diatur di pasal 3 UU
penerbangan, yaitu:

“Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan
penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan
berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan
mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan,
pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang
pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.” 16

Dalam hal ini konsumenlah yang sangat dirugikan, akibat dari perbuatan
dari maskapai yang semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan yang
sebanyak-banyaknya.

1.6 Kerangka Konseptual

Eksistensi kerangka konsepsional dalam suam penelitian dipetfukan untk
membatasi pengertian yang akan ditemukan dalam penulisan, karena mungkin saja
satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang jamak. Dengan demikian, antara
penulis dan pembaca akan tercipta suatu kerangka pemikiran dan pemahaman yang
sama terhadap rerminology suatu pengertian istilah, agar tidak tetjadi verbal
dispute.”’

Untuk dapat lebih memahami penulisan ini, terlebih dahutu akan dijelaskan
mengenai pengertian atau definisi-difinisi yang berkaitan dengan topik penelitian
ini. Pembatasan definisi bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya
tidak terlalu luas dan tetap pada mjuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun
beberapa definisi yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

% Indonesia. Undang-undang Penerbangan. UU No.15 Tahun 1992. IN No.53 Tahun 1992, TIN No.3481

d Soerjono Soekanto. Ringkasan Metade Penelitian Hukum Empiris. Cet. |, Jakarta : Ind Hill.Co, 1990.

Him. 83.
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b)

¢)

d)

e)

g)

h)

D

i)

Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah
udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan
penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait.

Pesawat Udara adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia termasuk
pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh
perusahaan penerbangan Indonesia.

Subjek Hukum adalah manusia dan segala sesnatu yang berdasarkan tuntutan
kebutuhan msayarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan
kewajiban.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorgonisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atan jasa yang tersedia
dalam masyatakat, baik bagi kepentingan diti sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Jasa adalah setiap layanan yang betbentuk pekerjaan atan prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atan tidak melakukan sesuatun yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana.

Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suam kondisi untk

mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan
rencana penerbangan.

Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan
penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan
hukum.

Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan
penerbangan yang lancet sesuai dengan prosedur operasi dan persyatatan
kelaikan teknis tethadap sarana dan prasarana penerbangan beserta
penunjangnya.
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1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, bersifat
deskriptif'®, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atan gejala-gejala lainnya sehingga memperoleh gambaran yang
jelas mengenai permasalahan yang diangkat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan dimana studi dokumen akan menjadi alat pengumpulan data utama
dalarn penelitian ini. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukuim
normatif dengan menggunakan data primer sebagai pelengkap. Data primer atau
data dasar merupakan data yang dipetoleh langsung dari masyarakat.'”

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan kKhusus untuk
meneliti hukum sebagai norma positif (as it is written in the books)?® Dalam
penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data ptimer yang dalam ilmu
pengetahnan digolongkan sebagai data sekunder. '

Analisis kualitatif merupakan alat analisis utama dalam penelitian ini,
mengingat data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam proses
Petjalanan penelitian ini, dimungkinkan pula melakukan penelitian lapangan untuk
menunjang pengumpulan data. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan
Wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti nara sumber atau informan yang ahli
dalam bidang penerbangan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi kedalam S bab, Bab I berisi pendahuluan yang
tersusun kedalam § sub-bab, sub-bab tersebut adalah latar belakang penelitian,

e ———————

1B
Su ioni
sthndvo Wignjosoebroto. Hukum Paradigma: Metede dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Lembaga

y udi dan Advokas; Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Masyarakat
an Ekologj {(HUMA),2002, hal.147

19
Soerjo : N
10n0, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Him. 11.

» Sutand Wigni
Y0 Wignjosoebroto. Op. Cit Him. 146.
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rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka
konsepsional, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika penulisan untuk

membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Dalam Bab II dari penulisan hukum ini, akan dijabarkan tinjavan pustaka
mengenai aspek hukum penerbangan khususnya yang mengatur mengenai
keselamatan dan Keamanan penerbangan, sebab-sebab terjadinya Kkecelakaan
pesawat udara.

Dalam Bab III dari penulisan hukam ini, akan dijabarkan mengenai aspek
hukum dari masalah tindak pidana Kkorporasi, mulai dari sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi hingga masalah kesalahan dan pemidanaan
dalam tindak pidana koiporasi serta kaitan Kkorporasi dengan perlindungan
konsumen, dimana akan dibahas asas-asas hukum dan tujuan petrlindungan
konsumen dan eta baru perlindungan konsumen di Indonesia setelah munculnya
undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam Bab IV dari penulisan hukum ini, akan dijabarkan mengenai
pertanggungjawaban pidana kotporasi dalam hal ini adalah maskapai penerbangan
atas Kecelakaan pesawat udara yang tetjadi dalam perspektif Petlindungan
Konsumen terhadap ka_sus kecelakaan penerbangan di Indonesia.

Bab V yang merapakan bab terakhit berisikan kesimpulan dan saran. Bab
ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan
analisa yang akan dilakukan. Pada akhir bab ini disertakan juga saran-saran yang
akan disampaikan oleh penulis.
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BAB IT

ASPEK HUKUM PENERBANGAN

2.1 Sejarah dan Aspek Pidana Hukum Penerbangan

2.1.1 Sumber Hukum Penerbangan Internasional

Dalam dunia pengangkutan, transportasi yang paling pertama berkembang
sesuai dengan kemampuan manusia adalah pengangkutan darat. Kemudian diikuti
dengan berkembangnya pengangkutan laut dimana para penjelajah terdahulu yakin
bahwa ada daratan diseberang laut yang luas. Sementara itu, pengangkutan udara
merupakan moda yang paling akhir berkembang di antara hukum pengangkutan
lainnya yaitu laut, darat dan kereta api. Pada awalnya, pesawat udara diciptakan
hanya untuk kepentingan mengangkut penumpang sehingga tidak mengherankan
apabila pertumbuhan hukum tentang tanggung jawab pengangkut udara terhadap
penumpang lebih pesat dari pada pertanggungjawaban pengangkut terhadap kargo.

Hukum yang mengatur hal tersebut dikenal dengan hukum penerbangan.
Istilah hukum penerbangan sendiri diambil dari terjemahan literature internasional
yaitu Aviation Law. Aviation Law sendiri menurut Dideriks Verschoor dianggap
kurang mewakili subyek yang diaturnya karena aviation atau penerbangan masih
berada dalam proses perkembangan yang terus menerus dan melibatkan
kepentingan berbagai pihak yang terus bertambah jumlahnya. Menurut beliau,
istilah yang lebih tepat adalah air law, dimana definisi dari air law adalah “a body of
rules governing the use of airspace and its benefits for aviation, the general public
and the nations of the world™' Definisi ini dianggap lebih mewakili karena
menunjukkan keterikatan yang erat antara penerbangan dengan kapasitas
(kemampuan teknologi) pemanfaatan ruang udara serta berbagai wilayah hukum

“Diederik, Verschoor s. An Introduction to Air Law. Netherland: Kluwer Law and Taxation Publishers,
1998. Him. 1.

-
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yang lain sehingga tidak lekas ketinggalan zaman dan menimbulkan interpretasi

yang terlalu sempit.

Sebenarnya belum ada kesepakatan yang baku secara internasional
mengenai pengertian air law. Mereka kadang-kadang menggunakan istilah hukum
udara (air law) atau hukum penerbangan (aviation law) atau hukum navigasi udara
(air navigation law) atau hukum transportasi udara (air transportation law) atau
hukum penerbangan (aerial law) atau hukum aeronautika (aeronautical law) saling

bergantian tanpa dibedakan satu terhadap yang lain.22

Dalam pembahasan selanjutnya, istilah air law tetap akan diterjemahkan
sebagai hukum penerbangan sebagaimana lazim digunakan dalam berbagai literatur
dan juga aturan yang mengatur masalah penerbangan juga menggunakan Undang-

undang Penerbangan.

Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa perkembangan hukum penerbangan di
Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum penerbangan
internasional. Secara formil, hukum penerbangan internasional lahir sejak Konvensi
Paris tahun 1919. Konvensi Paris ini dikenal dengan nama Convention Relating to
Internasional Aerial Navigation yang ditandatangani pada tanggal 13 oktober 1919
di Paris.”? Akan tetapi konvensi ini tidak dapat diterima oleh banyak negara
menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah peserta yang disyaratkan untuk berlakunya
konvensi. Oleh karena itu konvensi ini tidak pernah berlaku.

Konvensi ini kemudian disempurnakan dengan konvensi Havana 1928 yang
dikenal pula dengan nama Convention on Commercial Aviation yang ditandatangani
di Havana tanggal 20 februari 1928.2* Setelah konvensi tersebut pada tahun 1929

2 Kamis, Martono. Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional bagian pertama. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007. Him. 1.

B Kamis, Martono. Introduction to The International and National Air Law. Jakarta: Joint Law
Socialisation between Department of Law nad Human Right and Indonesian Aviation Study
Institute, 2005. Him. 22,

% Ibid. HIm.22
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dibentuk suatu konvensi yang bertujuan mengakhiri dari suatu conflict of law yang
timbul dari dalam pengangkutan internasional. Konvensi tersebut dikenal dengan
Konvensi Warsawa hasil penting konvensi ini adalah keseragaman dalam aturan
hak-hak penumpang dan pengirim atau penerima kargo dalam pengangkutan udara,
keseragaman tanggung jawab dalam pengangkutan udara internasional serta istilah-
istilah dalam kontrak. Pada akhimya, semua aturan tersebut disempurnakan melalui
Konvensi Chicago tahun 1944. Konvensi ini terdiri dari 96 pasal, dimana hanya 5
pasal yang mengatur bisnis transportasi udara dan selebihnya mengatur mengenai
Keselamatan Penerbangan dan Organisasi Penerbangan Sipil (International Civil

Aviation Organization).®

Konvensi Chicago 1944 merupakan konstitusi bagi penerbangan sipil.
Konvensi ini lahir atas prakarsa Presiden Amerika Serikat Roosevelt yang
mengundang sekutu-sekutunya dalam Perang Dunia Kedua (PD II) untuk
mengadakan konferensi penerbangan sipil internasional di Chicago. Hadir dalam
konferensi terscbut 54 delegasi; dua delegasi dalam kapasitasnya sebagai

pribadi,sedangkan 52 delegasi mewakili negara masing-masing.

Tujuan konferensi tersebut adalah dalam pertumbuhan penerbangan sipil
yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan persahabatan,
memeliliam perdamaian dan saling mengerti antar bangsa, saling mengunjungi
masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat
mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat digunakan untuk kerjasama
antarbangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya untuk
menindaklanjuti keberadaan konvensi Chicago, telah diterbitkan 18 Annexes yang
merupakan rekomendasi bagi seluruh anggota ICAO termasuk Indonesia yang telah
diterima menjadi anggota ICAO sejak tanggal 27 April 1950. Sebagian besar
Annexes tersebut mengatur mengenai keselamatan penerbangan, hanya terdapat

Satu Annexes yaitu Annexes 9 yang mengatur mengenai facilitation sebagai

% Ibid. Him. 23
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implementasi ketentuan bisnis transportasi udara. Annexes yang berjumlah delapan

belas tersebut antara lain mengatur:?®

a. Personnel Licensing

b. Rules of the Air

¢. Meteorological Service for International Air Navigation
d. Aeronautical Charts

e. Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations
S Operations Of Aircraft

g. Aircraft Nationality and Registration Marks

h. Airworthiness Of Aircraft

i. [Facilitation

J. Aeronautical Telecommunications

k. Air Traffic Services

l. Search and Rescue

m. Aircraft Accident Investigation

n. Aerodromes

Aeronautical Information Services

o

Environment Protection

S

Aviation Security

N

The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Dari beberapa Annexes yang telah disebutkan di atas, pengaturan mengenai
keselamatan penerbangan antara lain mengatur tentang sertifikasi kecakapan
personil penerbangan, rules of the air, meteorologi penerbangan, peta penerbangan

nasional dan internasional, registrasi dan kebangsaan pesawat udara,

% <http:// www.icao.int> 13 Mei 2008
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telekomunikasi penerbangan, air traffic services, search and rescue, aircraft
accident investifigation, aerodrome®’, aviation security, pencemaran lingkungan

serta dangerous good™.

Bila kita melihat peraturan-peraturan di atas sangatlah jelas bahwa fokus
dari aturan-aturan tersebut mengarah kepada keselamatan penerbangan. Apabila
terjadi kecelakaan maka diwajibkan untuk mencari sebab dari kecelakaan tersebut.
Di Annex 13 Chapter 3.1 diatur mengenai Aircraft Accident Investigation yang
menentukan bahwa setiap negara peserta ICAO harus melaksanakan penelitian
sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara dan melaporkan tentang
kecelakaan pesawat udara di wilayah negara anggota kepada ICAQ. Aturan inilah
yang menjadi cikal bakal dibentuknya Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi
(KNKT),sebagai instansi yang berwenang melakukan investigasi atas terjadinya
kecelakaan transportasi di Indonesia.

Dari kesemua konvensi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan
bahwa konvensi-konvensi tersebut hanya mengatur masalah pertanggungjawaban di
bidang perdata saja. Ini dikarenakan masalah pertanggungjawaban pidana
diserahkan kepada aturan hukum negara masing-masing yang biasanya diatur di
masalah delik yang berkaitan dengan perlindungan nyawa dan tubuh manusia.

Dalam Peljalanmﬁya disadari bahwa penyebab kecelakaan pesawat udara
tidak hanya disebabkan adanya unsur kesalahan manusia dalam arti pihak yang
terkait dengan proses penerbangan saja. Seperti ungkapan dari Dalam hal ini
kecelakaan juga dapat disebabkan oleh adanya unsur kesalahan dari orang yang
tidak terkait dengan proses penerbangan, seperti penumpang, pelaku sabotase dan

teroris (dalam kasus kejahatan penerbangan). Sehubungan hal ini masyarakat

27
w
“aYah atau ruang udara untuk kepentingan navigasi yang ditentukan berdasarkan ketinggian dan
radius dari suaty Bandar udara.

28
B
:rdasarkan Pasal 64-66 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/Xi/1985
entang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara yang dimaksud dengan dangerous goods adalah

:af:nf-barang berbahaya misalnya senjata api, senjata tajam, bahan peledak dan bahan mudah
erbakar.
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internasional merasa perlu adanya aturan internasional yang mengatur masalah
tersebut untuk upaya penanggulangan, atas pertimbangan tersebutlah lahir beberapa

konvensi internasional, yaitu 'sebagai berikut:

1. Konvensi Tokyo 1963

Konvensi Tokyo 1963, Convention on offences and certain other acts
commited on board aircraft, yaitu konvensi yang mengatur tindak pidana dan
perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara. Di dalam
konvensi ini memberikan pembatasan tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan
penerbangan, kesemuanya itu diatur di dalam pasal 1 ayat (1) antara lain:

1. Perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana (offences
against penal law).

2. Perbuatan-perbuatan tertentu lainnya yang baik mengenai tindak pidana atau
bukan tetapi mungkin menggangu keselamatan dari pesawat udara, orang atau
barang di dalamnya, atau melanggar baik tata tertib maupun disiplin yang
dilakukan di dalam pesawat udara (acts which wheter of not they are offences,
may or do jeopardize the safety of the aircraft or of persons of property there
in or which jeopardize good order and discipline on board).

Untuk dapat dikatakan tindak pidana dalam Pasal 1 Konvensi Tokyo 1963,
berdasarkan Pasal 1 ayat (2) disyaratkan terpenuhinya empat unsur, yaitu: dilakukan
di dalam pesawat udara, pesawat udara tersebut didaftarkan di negara peserta
konvensi, pesawat udara sedang berada dalam penerbangan di atas laut lepas/bebas

dan pesawat udara sedang berada diatas daerah lain diluar wilayah dari suatu
negara.

2. Konvensi The Hague 1970
Konvensi The Hague 1970 (Convention Jor the suppression of unlawfull

seizure of aircraft 1970) adalah konvensi yang mengatur pemberantasan

penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Sama dengan konvensi
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sebelumnya dimana konvensi ini juga membatasi ruang lingkup dari tindak pidana.
Berdasarkan pasal 1 Konvensi The Hague dimana pasal ini memberikan batasan
mengenai kapan seseorang telah melakukan perampasan pengendalian pesawat
udara secara melawan hukum, yaitu apabila seseorang tersebut telah melakukan
tindak pidana di dalam pesawat udara dalam penerbangan (4dny person who on

board an aircraft in flight) sebagai berikut:

1. Tindakan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
atau setiap bentuk ancaman lain dengan tujuan untuk menguasai pengendalian
pesawat udara (Unlawfully, by force or threat of, or by any other form of
intimidation, seizes, or exercises controle of that aircraft, of attempats to

perform any such act).
2. Termasuk juga setiap orang yang membantu atau mencoba melakukan

tindakan tersebut (is an accomplice of a person who performs of attempts to
perform any such act).
Dari semua tindakan yang diatur diatas konvensi ini terkenal karena telah
mengatur tentang pembajakan pesawat udara (Hijacking).

3. Konvensi Montreal 1971

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil
4viation 1970 adalah konvensi yang mengatur pemberantasan tindakan melawan
hukum yang mengancam penerbangan sipil. Dalam konvensi ini ruang lingkup dan
Pembatasan tindak pidana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Konvensi Montreal 1971

1. Dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seseorang di
dalam pesawat udara yang sedang berada dalam penerbangan dan tindakannya
itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut (Performs an
act violence against a person on board an aircraft in Sflight if that act is likely
lo endanger the safety of that aircraft).
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2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam
dinas atau menyebabkan pesawat udara tersebut tidak mampu untuk
melakukan penerbangan dengan sempurna sehingga mebahayakan
keselamatannya dalam penerbangan (Destroys an aircraft in service or causes
damage to such an aircraft which renders it incapable of flight or which is
likely to endanger its safety in flight).

3. Menempatkan atau memungkinkan penempatan suatu bahan peledak atau
suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara
bagaimanapun,sehingga dapat memusnahkan atau menyebabkan pesawat
udara tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang
dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan (Places of causes to be
places on an aircraft in service, by any means whatsoever, a device or
substance which is likely to destroy that aircraft, or to cause damage to it
which is likely to endanger its safety in flight).

4. Memusnahkan atau merusak fasilitas penerbangan atau turut campur secara
melawan hukum dalam pengoperasiannya,sehingga dapat membahayakan
keselamatan pesawat udara dalam penerbangan (Destroys or damages air
navigation facilities or interferes with their operation, if any such act is likely
10 endanger the safety of aircraft in flight).

5. Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat membahayakan
keselamatan penerbangan pesawat udara dalam penerbangan (communication
information which he knows to be false, thereby endangering the safety of an
aircraft in flight).

Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa semua bentuk pembaﬁtuan dan
percobaan terhadap tindak pidana yang diatur ayat (1) diatas adalah tindak pidana.

2.1.2 Sejarah Hukum Penerbangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauandimana sebagian besar daratan
Indonesia terpisah oleh lautan. Atas kondisi inilah transportasi udara merupakan
suatu hal yang dapat menjadi solusi untuk mencapai suatu daerah dalam waktu
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singkat dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Saat ini perkembangan
penerbangan di Indonesia sangatlah pesat sejalan dengan berkembangnya
masyarakat dan kemajuan teknologi. Sejalan dengan perkembangan tersebut hukum
juga selalu mengambil peran dalam mengatur perkembangan tersebut agar tercipta
kondisi yang relatif aman. Begitu juga dengan munculnya hukum pencrbangan
khususnya di Indonesia, adalah suatu usaha untuk menciptakan dan mendukung
keingingan manusia untuk hidup dengan selamat, terhindar dari kecelakaan pesawat
udara. Ini sejalan dengan hakikat manusia yang mémpunyai hak untuk bebas dari

hal-hal yang bersifat unsafe conditions yang merupakan salah satu dari hak untuk

hidup.

Dalam hukum penerbangan Indonesia lebih banyak menggunakan sumber
hukum tertulis dari pada sumber hukum tidak tertulis. Disebut demikian, karena
pada kenyataannya menunjukkan bahwa sumber hukum tidak tertulis seperti
kepatutan sering juga digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam

pengangkutan.
Sumber hukum penerbangan di Indonesia, antara lain:

1. Ordonansi Pengangkutan Udara (stb 100:1939)”

Materi yang diatur tidak jauh berbeda dengan Konvensi Warsawa 1929
karena pada dasarnya ordonansi ini merupakan jiplakan dari konvensi Warsawa
1929, malahan apabila Konvensi ini tidak mengatur maka ia akan merujuk pada
Konvensi Warsawa 1929 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1:

“K etentuan-ketentuan dari Ordonansi ini berlaku apabila tidak berlaku ketentuan-
ketentuan lain menurut perjanjian yang diadakan di Warsawa pada tanggal 12
Oktober 1929 dan yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 29 September
1933, yaitu perjanjian untuk menyamakan beberapa ketentuan dalam hal
pengangkutan udara internasional (Staatsblad Indonesia 1933 No.347) selanjutnya

disebut “Perjanjian”.

* Toto Tohir, Suriatmadja. Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional. Bandung:
Mandar Maju, 2006. Him. 21-23.
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Namun, ada beberapa masalah yang harus mendapat perhatian antara lain
perisitilahan angkutan dan pengangkutan. Pada hakekatnya pengertian angkutan dan
pengankutan adalah sama yaitu memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat
lain (tujuan). Sesuatu disini dapat berupa apa saja baik benda berwujud maupun
tidak berwujud, baik benda yang dapat diperdagangkan maupun benda yang tidak
dapat diperdagangkan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 memberikan
definisi angkutan udara adalah:

“Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara

ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara”.*°

Sementara itu, angkutan udara niaga diberikan pengertian dalam Pasal 1

angka 14 yaitu, angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1995 Pasal 1 angka 1
memberikan definisi angkutan udara, adalah setiap kegiatan dengan menggunakan
pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan
atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar
udara. Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian angkutan udara niaga sebagai
angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan Pasal 1 angka 3
memberikan pengertian angkutan udara perintis yaitu, angkutan udara niaga yang
melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil
dan pedalaman atau daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain dan

secara komersial belum menguntungkan.

Dalam ordonansi tidak diuraikan tentang pengertian angkutan udara.
Ordonansi hanya menyebut istilah pengangkutan udara tetapi tidak memberikan

* Indonesia. Undang-undang Penerbangan. UU No.15 Tahun 1992. LN No.53 Tahun 1992, TLN No.3481.
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angkutan udara. Jadi persoalannya berada pada penggunaan kata angkutan dan
pengangkutan.

Dengan demikian yang satu sudah ada penjelasan sedangkan yang satu
belum ada penjelasan. Apabila dilihat dari kata yang digunakan hanya berbeda pada

penggunaan awalan per-pe, karena keduanya menggunakan akhiran-an.

Jadi kedua kata tersebut secara tata bahasa mempunyai arti yang sama hanya
beda jenis yaitu kata benda dan kata sifat. Angkutan menunjukkan kata benda
sedangkan pengangkutan menunjukkan kata sifat yaitu kegiatan angkutan. Dengan
demikian yang dari segi bahasa, kata yang lebih khusus untuk kegiatan
pengangkutan udara adalah kata yang digunakan dalam ordonansi. Hal ini
membawa pengaruh pada hukum mana yang dapat digunakan dalam suatu
hubungan hukum di bidang pengangkutan udara. '

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah kenyataan
bahwa ordonansi ditujukan untuk kegiatan pengangkutan udara dengan
pembayarzm31 yang terletak di bidang perdata, sementara undang-undang lebih di
bidang hukum publik yang mengatur segala sesuatu tentang angkutan udara.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang
berkaitan dengan tindak pidana penerbangan. Secara umum suatu perbuatan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dikarenakan kealpaan seseorang dapat
dikenakan Pasal 359 KUHP, adalah sebagai berikut:

Pasal 359
“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun.”

31| ihat Pasal 2 dan 3 Ordonansi 160 Tahun 1939
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Sedangkan barangsiapa karena kealpaannya juga mengakibatkan orang lain
luka-luka dikenakan Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP. Unsur barangsiapa di dalam
kedua pasal tersebut bersifat umum tidak mengacu pada profesi tertentu artinya
apabila seorang pilot melakukan kelalaian dalam melakukan tugasnya dan
mengakibatkan yang disyaratkan oleh kedua pasal tersebut maka pilot dapat

dikenakan pidana.
Secara khusus KUHP mengatur mengenai kejahatan penerbangan dan

kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan yang diatur di dalam bab XXIX A
melalui Pasal 479a hingga Pasal 479r. Bab yang secara khusus mengatur masalah
kejahatan penerbangan tersebut adalah hasil dari penambahan yang dilakukan
terhadap KUHP (Undang-undang Nomor 4 tahun 1976).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan berdasarkan aturan peralihan yang diatur di dalam Pasal 74 dan Pasal
103 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 74

“Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

a. Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordonnantie Staatsblad Tahun,
1939 Nomor 100) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan Undang-undang yang
baru;

b. semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 93 Tahun 1958 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1687) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 74 Undaﬁg-undang Penerbangan maka dapat ditafsirkan
aturan-aturan yang mengatur masalah penerbangan yang ada di KUHP tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Penerbangan.

3. Undang-undang No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
Undang-undang ini sesuai dengan judulnya, berada pada bidang hukum
publik bukan pada hukum privat. Berdasarkan permasalahan yang kami akan angkat
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yaitu berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara maka penulis akan mengupas
aturan-aturan yang ada di Undang-undang ini hanya yang berkaitan dengan masalah

keamanan dan keselamatan penerbangan saja dan aspek pidananya.

Masalah keamanan dan keselamatan penerbangan diatur di dalam Bab VII,
terdiri dari pasal 18 hingga pasal 24. Di bab tersebut diatur mengenai kecakapan
pilot, standar kelaikan udara, fasilitas dan peralatan penunjang keselamatan dan
masalah pencegahan dan penanggulangan yang dapat menggangu kemanan dan
keselamatan penerbangan diatur selanjutnya di peraturan pemerintah. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
merupakan hukum positif yang mengatur masalah tersebut.

Sedangkan aturan yang berkaitan dengan aspek pidana diatur di dalam Bab
X1, terdiri dari pasal 54 hingga pasal 73. Di dalam Undang-undang 15 tahun 1992
bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenal hanya sebatas manusia saja.
Dengan kata lain Undang-undang tersebut hanya mengenal subjek hukum pidana
manusia. Dalam rancangan Undang-undang Penerbangan memang tidak secara
eksplisit bahwa korporasi bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Namun dapat
disimpulkan melalui pasal 15 yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan hukum Dilarang menerbangkan pesawat udara yang dapat
membahayakan keselamatan penerbangan, pihak ketiga atau ketertiban umum ”.

Sedangkan di ketentuan pidananya diatur mengenai sanksi dari pelanggaran

pasal 15 tersebut. Sanksi tersebut diatur di dalam pasal 71 yang berbunyi, sebagai
berikut:

“Barang siapa menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang, barang dan pos, dan atau penduduk, atau
mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik

orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.
240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Namun sangat disayangkan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk
pertanggungjawaban seperti apa yang dianut dalam hal pertanggungjawaban
korporasi. Terlepas dari itu, dengan diakuinya subjek hukum pidana korporasi di
dalam rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi suatu langkah maju dalam
pencegahan terjadinya kecelakaan pesawat udara yang selama ini hanya dibebankan

kepada manusia saja.

2.2 Sebab-sebab Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara

Dibandingkan dengan moda transportasi yang lain, transportasi udara
mendapatkan perhatian yang lebih. Ini dikarenakan dari segi efektifitas moda
transportasi udara lebih unggul, sehingga tidak heran banyak orang lebih memilih
menggunakan jasa transportasi ini. Hal inipun tidak dipungkiri oleh dunia,
semenjak transportasi ini digunakan untuk kepentingan komersil (penerbangan
sipil) maka negara-negara yang sudah “menikmati” teknologi ini lebih awal
berkumpul bersama untuk menyusun aturan dalam bidang ini. Terciptalah apa yang
dinamakan hukum penerbangan. Dari semua hal yang diatur, yang menjadi fokus
utama dalam hukum penerbangan adalah masalah keamanan dan keselamatan
penerbangan. Aspek keamanan dan keselamatan penerbangan sangatlah terkait
dengan terjadinya kecelakaan pesawat udara.

Sepanjang perjalannya dunia penerbangan telah banyak terjadi kecelakaan.
Kecelakaan pesawat udara pertama terjadi pada pesawat udara militer Amerika
Serikat tanggal 17 September 1908 di Fort Myer Virginia. Kecelakaan ini
mengakibatkan meninggalnya salah satu pilotnya yaitu Lt. Thomas E. Selfridg

2 ndonesia. Op. Cit,
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sedangkan Mr. Orville Wright hanya menderita luka dan sehat kembali setelah

dirawat beberapa saat di rumah sakit.

Di Indonesia sendiri menurut data dari Komite Nasional Kecelakaan
Transportasi (KNKT) tahun 2006 hingga tahun 2007 telah terjadi 100 kecelakaan

pesawat udara dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 132 jiwa. Dibawah

ini kami sajikan tabel daftar kecelakaan pesawat udara yang terjadi antara tahun
2006 hingga 2007, sebagai berikut:

TABEL 1

TAHUN 2006-2007

DATA KECELAKAAN PESAWAT UDARA

Tahun
Kecelakaan Pesawat Udara 2006 " 2007
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Accident 13 23.63% 19 42.22%
fincident | 20 36.36% 15 33.33%
Serious Incident 22 40% 11 24.45%
[TOTAL I 55 100%]] 45 100%
Denis Kecelakaan Terbanyak T Serious Incident H Accident
|Korban Jiwa
[Meninggal / Hilang 7 53.85% 125 92.60%
[Cidera . 6 45.15%“ 10 7.40%
OTAL 13 100.00%}| 135] 100.00%
Status Laporan “
Laporan yang telah dibuat 34 61.82%H 25 55.56%
Tidak di Investigasi 21 38.18%|l 20 44.44%
TOTAL 55 100%}{ 45 100%

Sumber Data: Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi-Departemen Perhubungan.

30

Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotahg, FH Ul, 2008




Apabila kita melihat tabel di atas bahwa korban jiwa yang paling banyak
terjadi yaitu pada tahun 2007. Pada tahun 2007 terjadi dua kecelakaan pesawat
udara yang menelan korban paling banyak dalam sejarah penerbangan di Indonesia
sejak dimulainya era “low cost carrier”, yaitu peristiwa hilang pesawat Adam Air

dan kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta.

Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian kecelakaan pesawat udara
yaitu kecelakaan (accident) dan kejadian (incident). Kecelakaan adalah peristiwa
yang telah terjadi di luar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian
pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara (boarding)
dengan maksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang turun
(debarkasi) dari pesawat udara. Peristiwa ini dapat mengakibatkan”:

1. Penumpang meninggal dunia atau luka parah akibat:
a. Benturan dengan pesawat udara atau;
b. Terkena hempasan langsung mesin pesawat jet.
2. Pesawat udara mengalami: A
Kerusakan struktural yang berat atau;
Pesawat udara memerlukan perbaikan besar atau;

Penggantian komponen atau;

I S

Pesawat udara hilang sama sekali.

Sedangkan kejadian adalah peristiwa yang terjadi selama penerbangan
berlangsung yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang dapat
membahayakan terhadap keselamatan penerbangan.“

Menurut Frans Wenas>” sebagai mantan pilot, dalam kecelakaan pesawat
udara ada beberapa faktor penyebab, namun dari beberapa faktor tersebut, beliau
menggolongkan menjadi dua faktor yang dominan yaitu:

3 K, Martono. Op.Cit., Him. 145.
3 Ibid. Him. 45

% Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi tahun 2007.
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1. Faktor teknis
2. Faktor non teknis
Menurut Oentarjo Diran®, kecelakaan pesawat terjadi akibat apa yang

beliau sebut dengan failure. Ada dua macam failure yang berkataitan dengan
kecelakaan pesawat udara, yaitu: pertama, Active failures adaiah “is a result of an
action or decision which has an immdediate adverse effect’ dan yang kedua, Latent
failures adalah “is a result of an action or decision made well before an accident’.
Keterlibatan korporasi sangat terkait dengan jenis failure yang kedua yaitu /atent

Jailures.

TABEL 2

SKEMA KECELAKAAN PESAWAT UDARA

Organizational Factors

. Defences

Local Working 7 y
Ve barriers and
Conditions safeguards

52

o.diran

3‘iOentaurio, Diran. (beliau adalah mantan Ketua Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi). Data
diperoleh dari makalah beliau yang disampaikan di Seminar Kriminalisasi Kecelakaan Pesawat
Udara. Jakarta,28 Februari 2008.
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Sumber data: Oentarjo Diran

Sedangkan Menurut Kamis Martono terdapat berbagai faktor penyebab
kecelakaan seperti faktor manusia (man), pesawat terbang itu sendiri (machine),
lingkungan (environment), penggunaan pesawat udara (mission) dan pengelolaan

(management). Sehubungan dengan hal tersebut diuraikan sebagai berikut:*’

1. Faktor Manusia. Faktor manusia biasanya yang dituding adalah kapten
penerbang, padahal sebenamya tidak selalu demikian karena manusia dalam
hubungan ini adalah setiap orang atau tenaga yang terlibat langsung dalam
proses keselamatan penerbangan. Mereka antara lain teknisi pesawat udara,
awak pesawat terbang, tenaga ruang penerangan (briefing office), tenaga operasi
baik pengawas lalu lintas (ATC) maupun tenaga bantuan operasi.semuanya
termasuk faktor manusia yang dapat berperan sebagai penyebab kecelakaan
pesawat terbang. Kapten penerbang selama menjalankan tugasnya dapat terjadi
“sudden incapacity” yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit seperti serangan
batu ginjal, epilepsi, serangan jantung dan lain-lain. Sudden incapacity ini dapat
menyebabkan kecelakaan. Disamping itu, mereka juga dapat mengalami
keletihan (fatigue).

Demikian pula waktu istirahat dan kehidupan keluarga awak pesawat terbang
sehari-hari juga harus diperhatikan seperti soal ekonomi dan sosial yang dapat

berpengaruh kepada stabilitas emosi selama penerbangan.

2. Pesawat terbang. Disamping manusia, pesawat terbang juga dapat keletihan
(fatigue), oleh karena itu setiap pesawat terbang (machine) sejak dari awal
desain sampai dengan pelaksanaan perawatan, penyimpanan dan
pengoperasiaanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komponen pesawat terbang yang meliputi design philosophe asuransi yang
digunakan, structural stress amalysis, kekuatan material dan sitem yang
digunakan semuanya harus sesuai dengan peraturan.

% Ibid. Hal. 146-147.
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3. Masalah Lingkungan. Masalah lingkungan juga merupakan salah satu faktor
kecelakaan baik yang bersifat alamiah maupun perbuatan manusia. Faktor
lingkungan yang bersifat alamiah seperti angin yang datang dengan tiba-tiba
(wind shear), awan berputar-putar yang biasa disebut cumulonimbus (CB),
topan,salju, gempa bumi dan letusan gunung berapi.

4. Pengelolaan. Setiap penerbangan selalu diawasi oleh petugas pengawas lalu
lintas udara (ATC) sejak lepas landas (fake off) sampai saat pesawat terbang
berhenti di apron Bandar udara tujuan. Pengawasan tersebut dilakukan secara
beruntun oleh aerodrome control service (ADC), approach control service
(APP), Area Control Services (ACC). Masing-masing unit pengawas telah
ditetapkan batas tanggung jawabnya. Di samping pengawasan yang dilakukan
oleh unit-unit di atas, kadang-kadang dibentuk flight assistance services baik
berupa flight service centre maupun Aerodrome Flight Information Service
(AFIS).

Berkaitan dengan masalah yang kami bahas yaitu pertanggungjawaban

pidana korporasi maka keterlibatan korporasi dapat mengambil peran dalam 4

faktor yaitu di dalam faktor faktor manusia (man), pesawat terbang itu sendiri

(machine), pPenggunaan pesawat udara (mission) dan pengelolaan (management).

2.3 Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Arnnex 13 To The
Convention on International Civil Aviation, yaitu mengenai Aircraft Accident
Investigation diamanatkan bahwa setiap pemerintah negara peserta ICAO harus
melaksanakan penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara dan
melaporkan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara dan
melaporkan tentang kecelakaan pesawat udara di wilayah negara anggota tersebut
kepada ICAO.

Berdasarkan Annex 13 juga mensyaratkan bahwa setiap negara anggota

wajib mendirikan lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi atas
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terjadinya kecelakaan pesawat udara. Dibawah ini kami sajikan tabel Legal

Framework dari lembaga investigasi kecelakaan pesawat udara, sebagai berikut:

TABEL 3

LEGAL FRAME WORK

| Alreraft Accldent |

i Investigation
Commisséon

International
Civil Aviation

QOrganization
ICAD

B " Standardsand
“| Recommended Practices
for Air Transport

1944 Chicago Convention leading to
formation of

AAt-c work cirleﬂ out under
STATUTORY NSTRUMENT

Sumber data: Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi.

Di Indonesia sendiri Lembaga yang bertugas melakukan investigasi

kecelakaan pesawat udara adalah Komite Nasional Kecelakaan Transportasi-

National Transportation Safety Committee (KNKT). Berdasarkan dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 105 Tahun 1999 tentang Komite

Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi dan evaluasi sebab-sebab
terjadinya kecelakaan transportasi;
Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan

keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
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c. Melakukan penelitan penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerja sama
dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab

kecelakaan transportasi.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya KNKT hanya sebagai lembaga yang
mencari sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Berdasarkan butir 3.1
Annex 13 tersebut penelitan sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara tidak
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan seseorang, namun untuk
mencegah janéan sampai terjadi kecelakaan pesawat udara dengan penyebab yang
sama (The fundamental objective of the investigation of an accident of incident shal
be the prevention of accident and incedents. 1t is nol the purpose of this activity to
apportion of liability). Kata prevention menjadi fokus utama, yang berarti bahwa
tujuan utama investigasi kecelakaan penerbangan lebih bersifat pencegahan, untuk
menghindari terulangnya peristiwa yang sama di kemudian hari, dan bukan untuk
menentukan siapa yang bersalah atau bertanggung jawab dalam peristiwa
kecelakaan (incident/accident). Aturan ini juga yang menegaskan bahwa hasil
investigasi dari KNKT tidak bisa dijadikan sebagai bukti atau bukti awal dalam

menuntut pertanggungjawaban pidana.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara

Secara hukum khususnya hukum pidana apabila terjadi suatu kecelakaan
pesawat udara maka akan muncul dua bentuk pertanggungjawaban baik secara
pertanggungjawaban individu (manusia) maupun pertanggungjawaban korporasi.
Khusus untuk pertanggungjawaban individu atas kecelakaan pesawat udara apabila
terdapat indikasi keterlibatan Flight Crew, maka aturan yang dapat digunakan
adalah Pasal 60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan,
sebagai berikut:

Pasal 60
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“Barangsiapa menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk, atau
mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik
orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah).” '

Dalam sejarah penerbangan di Indonesia untuk pertama kalinya atas
terjadinya kecelakaan pesawat udara dilakukan proses penuntutan terjadi pada kasus

pesawat Garuda GA-200 yang mengalami kecelakaan di Bandara Adisucipto, 7

Maret 2007. Tersangka atas kejadian tersebut adalah pilot dari pesawat tersebut

yaitu Capt. Marwoto Komar. Berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh

Pihak Kepolisian, penyidik yakin ada tindak pidana yang dilakukan oleh pilot

Marwoto.

Selama ini belum pernahnya suatu kecelakaan pesawat udara diproses secara
hukum pidana berkaitan dengan hukum internasional yang melarang hasil
investivigasi yang dilakukan oleh lembaga terkait (KNKT) dijadikan sebagai alat
bukti untuk meminta pertanggungjawaban seseorang. Berdasarkan butir 3.1 Annex
13 tersebut penelitan sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara tidak
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan seseorang, namun untuk
mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan pesawat udara dengan penyebab yang
sama (The fundamental objective of the investigation of an accident of incident shal
be the prevention of accident and incedents. It is not the purpose of this activity to

apportion of liability).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini adalah
maskapai penerbangan akan kami bahas selanjutnya dalam penelitian ini. Undang-
undang Penerbangan yang dalam hal ini adalah aturan yang mengatur masalah
penerbangan sendiri tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi. Melalui pasal
60 UU Penerbangan, bentuk sanksi yang dikenal adalah pidana penjara dan pidana
denda. Sanksi pidana penjara tidak dikenal dalam pertanggungjawaban korporasi,
hal ini berkaitan dengan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana yang
berwujud (fisik). Keberadaan korporasi sendiri adalah tuntutan kebutuhan
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masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Selanjutnya masalah pertanggungjawaban korporasi atas kecelaakaan pesawat udara

yang dalam hal ini merupakan objek dari penelitan ini, akan penulis bahas di dalam

penulisan ini.
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BAB III

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1 Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah
mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak
terbatas schingga kejadian di salah satn tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam
Waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya.
Globalisasi di segala bidang betjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin sam
negara mengisolisasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi dan hukum dalam
keterkaitan antar nepara.

Kehidupan ekonomi antara sat negara dengan negara lain semakin saling
betpantung  sehingpa ketenman-ketentuan hukum di  bidang perdagangan
internasional dan bisnis internasional 'semakin diperlukan. Dahulu ada semacam
adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat
kejahatan yang tetjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan
konvensional sepetti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain.
Soerdjono Dirjosisworo menyatakan bahwa:

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan
kejahatan bentuk bar yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang
diakibatkannya Indonesia dewasa ini sudah dilanda Kriminalitas kRontemporer
Yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan
di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan Romputer, penipuan
tethadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas
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indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola
» 38

kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran™.
Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar
Hukum (the Prevention o fictime and Treatment of Offender) dalam tahun 1975
kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan
bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi
yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat
negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.”

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunanakan oleh para ahli hukum
lain, khusunya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa
Belanda disebut Rechipersoon atan dalam bahasa Inggris dengan istilah legal
person atan legal body.

Arti badan hukum atau Korporasi bisa diketahui dari jawaban atas
pertanyaan, “apakah subjek hukum itu?” Pengertian subjek hukum pada pokoknya
adalah manusia dan segala sesbatn yang berdasarkan tuntutan kebutuhan
masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.

Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan
corporatie atan Korporasi adalah snat perseroan yang merupakan badan hukum.
Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan:

“kata Korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana
untok menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang
hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut

*®So0edjono, Dirdjosisworo. Hukum Pldana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca
Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH UNPAR, Bandung, 1991. Him. 10.

» Andi, Hamzah. Kejahatan di Bidang Ekanami dan Cara Penanggulangannya, Makalah. Jakarta: 1994.
Him. 1.
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sebagai rechtpersoon, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau
2 40

corporation’.
Pengertian korporasi dalam hukum perdata teryata dibatasi, sebagai badan
hukum. Sedangkan apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum
pidana*! ternyata lebih luas. Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek
tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), dalam
perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut
subjek tindak pidana berupa “orang” (Pasal 59 KUHP).

Betlainan dengan pemikitan di atas dalam makalahnya Mardjono
Reksodiputro*? berpendapat bahwa pandangan KUHP kita hanya mengenal
manusia sebagai subyek hukum pidana haruslah diubah. Pada awal penerapan
KUHP khususnya berkaitan dengan pasal 59, memang selalu dikatakan bahwa
beban “tgas mengurus™ suatu korporasi harus berada pada pengurusnya. Dengan
kata lain apabila pengurus tidak melakukan kewajiban yang merupakan beban
korporasi maka pengurusiah yang bertangpungjawab. Ini merupakan ajaran yang
berkembang saat itu. Namun dalam prakteknya ajaran tersebut menimbulkan
pertanyaan. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana kalan ketentuan pidana yang
bersangkutan memang telah memberikan kewajiban kepada seseorang pemilik
perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah suatu
kotporasi, akan tetapi ketenthan pidana tersebut tidak menyatakan bahwa
penguruslah yang harus bertanggungjawab. Untak mengatasi hal tersebut maka
timbul ajaran kedua yang menyatakan bahwa “Rorporasi dapat diakui sebagai

“* Rudi, Prasetyo. Perkembangan Korporasi Dalom Proses Modemisasi Dan Penyimpangan-
penyimpangannya. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP.
Semarang, 22-24 November, 1398. Him. 2.

“ Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan.
Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan KUHP Baru 1987/1988, Buku |. 1987, Hal.80.

*? Mardjono, Reksodiputro. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah
Pelaku Kejahatan di Indonesia. Makalah disampaikan pada Pidato Dies Natalis ke-47 Perguruan
Tinggi llmu Kepolisian. Jakarta: 17 Juni 1993. Him. 4.
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pelaku (dader), tetapi pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan pemidanaan)
berada pada pengurus™.

Pada Rancangan KUHP (RKUHP) tahun 1987/1998, baru secara tegas
diatur bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, dalam Buku I Pasal 120 diberi
pengertian sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik
metupakan badan hukum atau pun bukan™.

Dengan demikian, korporasi telah menjadi pemikitan para ahli hukum
pidana di Indonesia sejak tahun 1987, dan berdasarkan definisi di atas korporasi
diartikan secara luas sebapai badan hukum dan bukan badan hukum.

RUU KUHP 2004 memberikan pengertian korporasi di dalam Pasal 166
sebagai berikut:

“Kotporasi adalah kumpulan terotganisasi dari orang dan/atau kekayaan,
baik merpakan badan hukum maupun bukan badan hukam™.

Pengertian yang diberikan di dalam RUU KUHP 2004 tidak mengalami
perubahan sepeiti apa yang didefinisikan di dalam RUU sebelumnya. Korporasi
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsekuensi logis tentang kedudukan Korporasi sebagai badan hukum,
membawa pengaruh tethadap tindak pidana yang dapat dilakukan terdapat beberapa
pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Arief Barda Nawawi menyatakan,
walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang
pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dalam petkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh
kotporasi, misalnya bigamy, petkosaan, sumpah palsu.

2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin
dikenakan kepada kotporasi misal pidana penjara atau pidana mati.*’

“3 Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 1390. Him 37.
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Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas yaitu
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang
dianut di Belanda dan di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus di luar
KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun
dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktek.

Penempatan Korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih
menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. J.C. Coffe Jr. dalam
bukunya yang ditulis tahun 1981, sebagaimana dikutip oleh Frank dan Lynch
mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana Korporasi (corporate criminal
responsibility) telah menjadi sat issue yang makin menarik perhatian akademisi
selama bertahun-tahun®. Selanjutaya penulis akan menjabarkan beberapa alasan
dari pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap penempatan Koiporasi sebagai
subjek tindak pidana. Pihak yang tidak setju mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenamya Kesengajaan dan kesalahan hanya
terdapat pada persona alamiah (naturlijk persoon).

2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat
dipidananya beberapa macam. tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh
peirsona alamiah (méncnri batang, menganiaya orang, perkosaan dan
sebagainya).

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa metampas kebebasan orang, tidak
dapat dikenakan pada korporasi.

4. Bahwa mntutan dah pemidanaan terhadap kotporasi dengan sendirinya mungkin
menimpa pada orang yang tidak bersalah.

5. Bahwa di dalam praktek tidak mudah untk menentukan norma-norma atas
dasar apa yang dapat dipumskan, apakah pnegurus saja atau kotporasi itu
senditi atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

“* Frank dan lynch. Corporate Crime, Corporate Violance. A Primer. New York: Harrow and Heston,
1992. {Sjahdeni, 2006)
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Pada dasamya yang menjadi keberatan dari pihak yang tidak setuju adalah
berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya
kesalahan (mens rea) dari pelaku. Berkaitan dengan adagium “actus non facit reum,
nisi mens sit rea” maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggunjawaban
pidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan Korporasi sebagai subjek hukum
pidana menyatakan hal-hal sebagai betikut:

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup unwk mengadakan represi
tethadap delik-delik yang dilakukan oleh atan dengan suatu  Korporasi.
Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan
pengurus,atau penguius saja.

2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang
penting pula.

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi
masyarakat dan menegakkan notma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada
dalam masyarakat. Kalaun hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan,
yang hanya berlaku pada manusia, maka tajuan it tidak efektif, oleh karena itu
tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya
kotporasi.

4. Pemidanaan kotrporasi merupakan salah sam upaya untuk menghindarkan
tindakan pemidanaan tethadap pata pegawai korporasi it sendiri.

Terlepas dari prokontra terhadap pertanggungjawaban kotporasi sebagai
subjek hukum pidana, Oemayr Seno Adji‘s berpendapat, ... Kemungkinan adanya
pemidanaan tethadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja  atas
pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teotitis dapat
dibenarkan”.

5 Setiyono. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam
Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2005. Him.11.
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3.2 Teori-teori Pertanggunjawaban Pidana Korporasi

3.2.1 Doktrin Strict Liability

Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa Kesalahan (liability
without faulf), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diramuskan dalam
undang-undang, tanpa melihat lebih janh sikap batin si pembuat.*® Tindak pidana
yang demikian disebut dengan offences of strict liability.

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban tanpa kesalahansering
dipetsoalkan apakah swrict liability sama dengan absolute liability. Ungkapan
absolute liability dipergunakan untuk pertama Kalinya oleh John Salmond dalam
bukunya betjudul The Law of Torts pada tahun 1907, sedangkan ungkapan strict
liability dikemukakan oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel
yang berjudul The Myth of Absolute Liability*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa seting dipersoalkan apakah serict
liability itn sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama, menyatakan, bahwa strict liability merapakan absolute
liability. Alasan atan dasar pemikirannya ialah bahwa dalam petkata strict liability
seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan
apalagi si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atan tidak. Jadi seseorang yang

sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak
dapat dipidana.

46 Arief, Barda Nawawi. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi.
Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi.
Semarang: FH UNDIP, 7 Desember 1930. Him. 28.

* Fleming, J.6. The Law of Tort. 5™ edition, 1997. {Priyatno, 2004).
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Pendapat kedua menyatakan, bahwa strict liability bukan absolute liability,
artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang
tidak harus atau belum tentu dipidana.®

Pendapat kedua ini antara lain dikemukakan oleh J.C. Smith dan Brian
Hogan. Ada dua alasan yang dikemukakan mereka, yaitu:

a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability apabila
tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan secara satu-satunya unsur untuk actus
reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya
metrupakan salah satu ciii utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa mens
rea i tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak
pidana it. Misal A ditnduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang
tidak layak untuk dimakan™ (misal membahayakan kesehatan/jiwa orang lain).
Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat
dipertangpungjawabkan secara strict liability. Dalam hal ini tidak perln
dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi
hars dibuktikan, bahwa A sekurang-kurangnya memang mengkehendaki
(sengaja) untuk menjual daging ito. Jadi jelas dalam hal ini strict liability tidak

| bersifat absolute.

b. Dalam Kkasus-kasus striet liability memang tidak dapat diajukan alasan
pembelaan untok “kenyataan khusus™ (particular part) yang dinyatakan
terlatang menurut undang-undang, misal dengan mengajukan adanya
“reasonable mistake”, tetapi tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk
keadaan-keadaan lainnya. Misal dalam Kkasus “merigedarai kendaraan yang
membahayakan “ (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan
pembelaan bahwa dalam “mengendarai” kendaraan itn berada dalam kReadaan
automatism. Misal lain, A mabuk-mabukan di romahnya senditi. Tetapi dalam
keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan
di jalan raya. Dalam hal ini memang ada strict liability (yaitu berada di jalan

“3 Arief, Barda Nawawi, Op. Cit.. Him. 31-32.
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raya dalam keadaan mabuk), tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan
compulsion. Jadi dalam hal ini pun strict liability bukanlah absolute liability.*’
Di Inggris, strict liability offences, sebagian besar merupakan tindak pidana
yang ditentukan oleh peraturan perudang-undangan (statue), tetapi dalam common
law dapat pula dijumpai tindak pidana yang demikian im. Dalam common law,
tindak pidana yang berupa criminal contempt of court, public nuisance,
blasphemous libel, dan criminal defamatory libel adalah contoh dari common law
offences™. Sementara itu, contoh dati statutory offences of strict liability adalah sale
of food, the conduct of licensed premises, dan the use of false or misleading trade
descriptions.

Dalam praktik di Indonesia, ajaran sirict liability sudah diterapkan, antara
lain untuk pelanggaran latl lintas. Pata pengemudi kendataan bermotor yang
melanggat lampu lalu lintas, misalnya tidak bethenti pada wakt lampu lah lintas
menunjukkan lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan
selanjutnya akan disidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman
atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan
pada pengemudi yang melanggar peraturan lal lintas itu’.

Muladi dan Priyatno berpendapat sebagai berikut:™

“Menurut hemat penulis penerapan doktrin strict liability maupun vicarious liability
hendaknya hanya diberlakukan tethadap jenis perbuatan pelanggaran yang
bersifat ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian menurut
hemat  penulis, doktrin  tersebut dapat pula dimjukan  tethadap
pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan
terhadap Kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang
makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini

® bid. Him. 32-33.
 ibid. Him. 28

%! Loebby, Logman. Pertanggungjawaban Pldana bagi Korporasi dalem Tindak Pidana Lingkungan
Hidup. Jakarta: Kantor Meneg KIH, 1989. Him. 93.

* Muladi dan Priyatno. Pertanggungjowaban Korporasi dalam Hukum Pidana, cetakan pertama.
Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981. Him. 94.
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maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut
pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “res ipsa
loquirur”. Fakta sudah berbicara sendiri.”
Di dalam RUU KUHP 2004 di dalam pasal 35 ayat (2) telah menerima
ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut. Disebutkan disana, sebagai berikut:

“Bagi tindak pidana tertentu,undang-undang dapat menentukan bahwa
seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak
pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Dengan demikian, RUU tersebut berpenditian bahwa apabila terhadap suatu
tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan
pembuktian terhadap adanya kesalahan pada pihak pelaku ketika petilaku, baik
perilaku yang berupa “melakukan tindak pidana tertentu yang dilarang oleh undang-
undang” maupun “tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-
undang”, dilakukan oleh pelakunya, haruslah hal itu dengan tegas ditentkan dalam
undang-undang ita sendiri. |

Menurut Sutan Remy Sjahdeni sekalipun ajaran pertanggungjawaban
mutlak diterima dalam hukum pidana Indonesia secata resmi, artinya dalam KUHP
baro dan berbagai undang-undang pidana khusus, namun penerimaannya harus
dengan pembatasan tertentu. Pembatasan tertentn yang dimaksud adalah
diberlakukan hanya terhadap tindak-tindak pidana tertentu.*

3.2.2 Doktrin Vicarious Liability
Selain konsepsi strict liability, di negara-negara Aglo Saxon dan Anglo
American dikenal pula Ronsep pertanggungjawaban pidana yang disebut vicarious

liability, yakni the legal responbility of one person for wrongful acts of another, as

8 Sutan Remy, Sjahdeni. Pertanégungiawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers, 2006. Him. 82.
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Jor example, when the acts are done within scope of ,emplc;yments"'. Vicarious
liability diterjemahkan oleh Sutan Remy Sjahdeni sebagai pertanggungjawaban
vikarius, adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang
dilakukan, misalnya oleh A kepada B

Teori ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana.
Vicarious liability biasanya berlaka dalam hukum perdata tentang perbuatan
melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior.>®
Menurut doktrin tersebut, di mana ada hubungan antara masrer dan servant atau
secara principal dan agent, betlaku maxim yang berbunyi quit facit per alium facit
per se. menurut maxim tersebut, seorang yang berbuat melalni orang lain dianggap
dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Betkenaan dengan konsep vicarious liability dikatakan oleh Roeslan Saleh
bahwa pada umumnya seseorang bertangpung jawab atas petbuatannya sendiri.
Tetapi ada yang disebut vicarious liability, maka orang yang bertanggung jawab
atas perbuatan otang lain, dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan
siapa-siapakah yang dipandang bertangpungjawab sebagai pembuat.

Undang-undang dapat menentikan viearious liability, jika tetjadi hal-hal
sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dipertangpungjawabkan atas peibuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan
kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini
diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan
(the delegation principle).

** Arief, Barda Nawawi. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen. Makalah ini disampaikan
pada Penataran Kriminologi Tentang Perkembangan Kausa Kejahatan. Semarang: Di FH UNDIP, 25-
26 Oktober 1988. Him. 33.

%5 Sutan Remy Sjahdeni. Op:Cit. Him. 84.

% peter W. Low, Criminal Law. Revised First Edition, West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1990.
(Sjahdeni, 2006).
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Contoh prinsip pendelegasian, adalah kasus A4llen versus Whitehead (1930):

X adalah pemilik umah makan, yang pengelolaannya diserahkan kepada Y
(sebagai manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan
dan melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di rumah makan itu, yang teryata

dilanggar oleh Y.

Dalam kasus itu, X dipertanggungjawabkan berdasarkan Metropolitan Police
Act 1839, Pasal 44. Konstruksi hukumnya adalah bahwa X telah
mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manajer rumah makan). Dengan telah
dilimpahkannya kebijaksanaan usaha rumah makan itu kepada manajer, maka

pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan dati si pemilik rumah makan.

2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau
jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjaannya, jika menurut hukum
perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (the servant act is
the maters act in law)>’.
Prinsip tersebut, diterapkan pada kasus-kasus di mana undang-undang
menggunakan kata kerja selling (menjual) atau using (menggunakan) sebagai
unsur utama perbuatan terlarang (actus reus). Misalnya undang-undang
mengenai perdagangan (Trade Description Act), undang-undang mengenai
makanan dan obat-obatan (Food and Drugs Act), dan undang-undang mengenai
pupuk dan bahan makanan (Fertilizer and Feeding Stuffs Act).
Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa
memang terdapat hubungan subordinansi antara pemeberi ketja (employer) dan
orang yang dapat melakukan tindak pidana térsebut.

Di Amerika Serikat, doktrin ini hanya diterapkan apabila secara tegas

ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Penerapan vicarious liability

57 Arief Barda Nawawi. Op. Cit. Him. 35.
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di Amerika Serikat bukan tanpa pemﬁatasan. Menurut Low terdapat dua
pembatasan 5® Pembatasan pertama adalah yang ditetapkan oleh pengadilan.
Pengadilan Amerika Serikat telah mengizinkan pemberi ketrja (employer), yaitu
korporasi, untuk membela diri bahwa ia telah melakukan semua tindakan yang
seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.
Pembatasan yang kedua menurut Low adalah pembatasan yang diberikan oleh
konstitusi  Amerika Setikat. Terdapat pandangan yang mencuat tentang
proposionalitas  dalam hukum  tata negara "Amerika Serikat. Prinsip ini
mengkehendaki bahwa pemidanaan (punishment) harus propotrsional dengan
kesalahan dan harus melatang pembebanan sanksi-sanksi pidana yang berat
berdasarkan vicatrious liability.

Tujuan dari pemberlakuan dari ajaran vicarious liability adalah dengan
singkat dikatakan oleh Low dalam satu kata: deferrence atan peﬁcegahan. Menurut
Low, apabila seorang employer (pemberi ketja, yaitu korporasi), harus bertanggung
jawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya tanpa partisipasi
lansung oleh pemberi ketja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut,
tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung dan
secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut (diharapkan) akan berkurang
(makin tercegah)®.

Di indonesia senditi ajaran ini di dalam KUHP belum dianut. Namun di

dalam Rancangan KUHP versi 2004, disebutkan di dalam pasal 35 ayat (3) yaitu,
sebagai berikut:

“Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertangpungjawabkan atas tindak
pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditenmkan dalam suat undang-
undang”.

Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (3) tersebut sebagai berikut:

%8 Sutan Remy, Sjahdeni. Op.Cit. Him. 91.

5 Ibid. Him. 91.
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“Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Lahimya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman atas regulatif
dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang
dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan
pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Gleh
karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak
pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang
mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan
sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka
ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara
sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini
dikenal dengan asas tanggung jawab yang dilimpahkan atau vicarious liability>.

Dijelaskan di atas bahwa penerapan asas vicarious liability hanya dapat
dilakukan apabila secara tegas suam undang-undang menerapkan demikian. Dengan
kata lain, penuntot umum dan hakim tidak boleh mempertanggungjawabkan
perbuatan seseorang kepada pihak lain, baik pihak lain itu adalah orang lain
(misalnya pegawainya) maupun Korporasi (misalnya yang dikelolanya) apabila
undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang

bersangkutan boleh dipertanggungjawabkan kepada pihak lain secara vicarious.

3.2.3 Doktrin Identifikasi
Identification theory adalah salah satu teori atau doktrin yang juga
digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban

yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea.®’ Dalam rangka

% 1bid. Him. 100.
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mempertanggungjawabkan Korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti
di Inggris dikenal konsep direct corporate criminal liability atau Doktrin
pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat
melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat
berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.
Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu
pertanggungjawaban tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi® . Dengan kata lain
perbuatan pengurus atau pegawai snatu korporasi, diidentifikasikan (dipersamakan)
dengan petbuatan kotporasi itu senditi. Doktrin ini juga dikenal dengan nama The
identification theory atan doktrin identifikasi. '

Secara hatfiah suatn tindak pidana menurut common law tidak dapat
diterapkan terhadap suatu perusahaan. Misalnya, tindak pidana tersebut
memerlukan mens rea. Maka hakim telah mengembangkan suatn sarana untuk
mengkaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa
perusahaan i secara pidana bertanggungjawab dalam petkara semacam itu.
Mereka telah berbuat demikian berdasarkan doktrin identifikasi. Karena perusahaan
itu merupakan kesatwan buatan, maka ia hanya dapat berindak melaloi agennya.
Menurut doktrin identifikasi, agen tertenta dalam sebuah perusahaan dianggap
sebagai directing mind atan alter ego .5 Perbuatan dan mens rea para individu itu
kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk
bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perasahaan jtn, maka mens rea
pata individu merapakan mens rea perusahaan im®.

Dalam menentukan apakah seseorang bertindak sebagai perusahaan atau
hanya sebagai karyawan atan agennya, harus dibedakan antara mereka yang

1 Arief, Barda Nawawi. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2002. Him. 154.

> Dwidja Priyatno. Kebjakan legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Indonesia. Bandung: CV. Utomo, 2804. Him. 89.

% Ryan Cristopher. Criminal Law, 5™ Edition. London: Blackstone Press Limited, 1998. Him. 122.
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mewakili pikiran perusahaan dan mereka yang mewakili tanggannya. Berdasarkan

hal ini Hakim Denning menyatakan:

“A company may in many ways be linkened to a human body. It has a brain and a
nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools
and act ini accordance with directions from the centre. Some of the people in the
company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the
work and cannot be said represent the mind or will. Others are directors and
managers who represent the directing mind and will of the company, and control
what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the
company and is treated by the law as such.”%

Dari pendapat Denning tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah
perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan
memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang scharusnya
dilakukannya. Ia juga memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai
dengan arahan dari pusat syaraf itn. Beberapa orang di lingkungan perusahaan itu
ada hanyalah karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan
pekerjaannya dan tidak dapat dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan.
Pihak lain merpakan ditektur dan manajer yang mewakili sikap batin yang
mengarahkan dan mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang
dilakukan. Sikap batin/keadaan jiwa perusahaan dan diperlakukan demikian
menurut undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka muncul pertanyaan apakah perbuatan
pidana yang dilakukan oleh personel perusahaan dapat dipertanggungjawabkan
kepada kotporasi? Temyata jawabannya tidak. Menurut Remy Sjahdeni suatu
petbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatn
kotporasi hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi
yang memiliki kewenangan unmk dapat bertindak sebagai directing mind dari
kotporasi tesebut®®. Cara menentukan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah
directing mind dari korporasi, harus dilihat bukan saja secara formal yuridis, tetapi

s Allen, Michael ). Textbook on Criminal Law. Great Britain: Blackstone Press Limited, 1977. (Prijatno,
2004).

% Sutan Remy, Sjahdeini. Op. Cit. Him. 104.
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juga menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara
kasus demi kasus. Dilihat secara formal yuridis, directing mind dari Rorporasi dapat
diketahui dari anggaran dasar Korporasi tersebut. Selain itu, dapat pula diketahui
dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau
para managers untk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi
kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan
pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan
jabatan tertentu.

Menurut Little dan Saveline®, untuk dapat menerapkan the identification
theory harus dapat ditunjukkan bahwa:

1. Perbuatan dati personel yang menjadi directing mind kotporasi it termasuk
dalam bidang kegiatan (operarion) yang ditugaskan kepadanya,
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan tethadap korporasi yang
bersangkutan, dan
3. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atan menghasilkan manfaat
bagi korporasi.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh personel dari Korporasi dapat
dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

3.3 Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tentang  kedudukan  kotporasi  sebagai pembuat dan  sifat
pertanggungjawaban pidana kotporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat
tiga sistem sebagai berikut:

% Little dan Savoline. Corporation Criminal Liability in Canada: the Criminalization of Occupational

Health & Safety Offences. Fillion Wakely Tharup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers. 2002.
Him.6
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1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
Sedangkan menurut Remy Sjahdeni, terdapat empat kemungkinan sistem

pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan

sistem yang dapat diberlakukan im adalah:*®

1. Pengurus Koperasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya
penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

2. Kotpotasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul
pertanggunjawaban pidana.

3. Kotporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus
memikul pertanggungjawaban pidana.

4. Pengurus dan koiporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya
pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan adanya beberapa. sistem yang dianut dalam bentuk
pertangpungjawaban korporasi, KUHP sebagai hukum pidana positif saat ini
menganut sistem yang pettama. Dimana KUHP menganut bahwa suatu tindak
pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (natuurlijk Persoon) saja.

Ketentuan yang menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh
manusia adalah pasal 59 KUHP, yang berbunyi, sebagai berikut:

“Dalam hal-hal ini di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap
pengurus, anggota-angpota badan pengurus atau Komisaris-komisaris, maka
‘pengurus, anggota badan pengurus atan komisaris yang ternyata tidak campur
melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Ketentuan tersebut dipengaruhi asas yang berkembang pada saat itu yaitu

asas societas delinquere non potest atau universitas delinquere non potest. Asas ini

& Mardjono, Reksodiputro. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi.
Semarang: FH UNDIP, 1939,

® Sutan Remy, Sjahdeini. Op. Cit. Him. 59.
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merupakan contoh khas dari pemikiran khas dogmatis dari abad ke-19, di mana
kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari
nanusia,sehingga erat kaitannya dengan sifat individualitas KUHP.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai Korporasi
sebagai subjek hukum pidana telah diatar oleh undang-undang yang memuat
ketentuan pidana di lnar KUHP, atau undang-undang yang mengatur tindak pidana
khusus. Contoh undang-undang yang menganut sistem pertanggungjawaban yang
kedua (sistem Mardjono Reksodiputro) ini adalah undang-undang sebagai
berikut:

a. UU No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan khususnya yang diator
di dalam pasal 27.
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
khususnya yang diatr di dalam pasal 35.
Sedangkan . contoh  undang-undang  yang  menganut  sistem

pertangpungjawaban yang ketiga dapat ditemukan dalam undang-undang sebagai
berikut:

a. Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi,

b. Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup,

¢. Pasal 20 U'ndang-tmdang Nomot 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001.

Di dalam Rancangan KUHP 2004, di penjelasan Pasal 47 menganut
pendapat yang serupa dengan sistem Mardjono Reksodiputro. Menurut penjelasan
pasal 47 RUU disebutkan, sebagai berikut:

“Mengenai  kedudukan  sebagai  pembuat tindak  pidana  dan  sifat
pertangpungjawaban pidana dari kotporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

a. Penpurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh Kkatena itu
penguruslah yang bettanggung jawab:
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b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung
jawab; atau
c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang
Seiring peranan korporasi yang semakin besar dalam bidang perekonomian,
pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita
mengalami banyak perkembangan sejak tahun 1990an. Perkembangan pengaknan
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku, seperti yang diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan
fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (social
defence) dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat,
adalah karena kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam
mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini
telah menjadi realitas di dalam masyacakat. Oleh sebab W, pRagakuan
pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana,
sudah sewajarnya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang.

3.4 Masalah Kesalahan dan Pemidanaan Korporasi

3.4.1 Masalah Kesalahan Korporasi

Pemikiran tentang kesalahan (schuld) sangat erat hubungannya dengan
kejahatan yang dilakukan manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya
seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya
memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat
dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.
Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilr).
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Sikap inilah yang dianut oleh KUHP, dimana hanya manusia yang dapat
dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium, yang
sudah lama sekali dianut secara universal dalam hukum pidana, yang beibunyi
actus reus nan facit reum, misi mens sit rea yang dalam bahasa Belandanya disebut
geen straf zonder shuld. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut dikenal sebagai
tiada pidana tanpa Kesalahan.

Adagium tersebut mengandung aiti bahwa seseorang tidak dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dengan dijatuhi sanksi pidana
karena telah melakukan suat tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan,
yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan
perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (dolus) atan bukan karena Kelalaiannya
(culpa).

Penpakuan terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan dipertegas dalam
pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,
sebagai berikut:

“Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat

pembuktian yang sah menurat undang-undang mendapat Keyakinan bahwa
seseorang yang dianggap dapat dipertangpungjawabkan telah bersalah atas
perbuatan yang ditaduhkan atas ditinya”.

Sehubungan dengan adagium acrus non facit reum, nisi mens sit rea atau
tiada pidana tanpa kesalahan, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya “sesuatu™
yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana®. Hal
inilah yang menjadikan alasan beberapa ahli hukum pidana menolak dijadikannya
kotporasi sebagai subjek hukum pidana.

% Ibid. Him. 39.
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Namun hal tersebut menurut Mardjono Reksodiputro dapat diatasi’,
dengan meminjam cara berpikir yang digunakan oleh hukum perdata. Suatu
pendapat yang rupanya merujuk ke bahan pustaka hukom pidana Inggris
mempergunakan “asas identifikasi’. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran
bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas
hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum
bersangkutan. Kesengajaan (dofus) atau kelalaian (culpa) dari pengurus harus
diangpap sebagai kesenganjaan dan Kelalaian dari badan hukum sendiri.
Permasalahan yang lebih lanjut timbul adalah, di dalam hukum pidana Indonesia
gambatan tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan
yang secata fisik dilakukan oleh pembuat (fysicke dader). Dalam kenyataannya
sekarang di beberapa bidang ditemukan seorang pelaku kejahatan tidak pethu
melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik. Bisa saja perbuatan tersebut
dilaknkan oleh pegawainya. Karena perbuatan Korporasi selatu diwnjudkan melatui
petbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia
ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam
lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.
Ini yang dikenal dalam bahan pustaka hukum pidana sebagai “pelaku fongsionat
(functionale dadevr).

Dengan konstruksi yang dipinjam dati hukom perdata (asas identifikasi),
ditambah dengan ajaran mengenai pelaku funsional maka menurut Mardjono
Reksodiputro tidak ada permasalahan hukum lagi bagi penegak hukum di
Indonesia untuk mengajukan suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam
sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itn dibenarkan oleh undang-undang.
Cukuplah kalau dapat dibuktikkan bahwa petbuatan pengurus atan pegawai
kotporasi itn dalam lalu lintas bermasyarakat betlaku sebagai perbuatan kotporasi

7 Mardjono, Reksodiputro. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah
Pelaku Kejahatan di Indonesia. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Ke-47 Perguruan Tinggi limu
Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 17 Juni 1993. Him. 9.
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yang bersangkutan. Kesalahan (dolus atan culpa) mereka harus dianggap sebagai
keasalahan kormporasi.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana kita juga tidak lepas
dengan keberadaan alasan penghapus pidana. Dalam hukuom pidana, alasan
penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenat (rechivaardigings grond)
dan alasan pemaaf (schuld uitsluitings grond). Alasan pembenar merupakan alasan
yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf
merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya. Eedua alasan
penghapus pidana tersebut diatur di dalam KUHP di dalam pasal 44, 48, 49 ayat (1)
dan ayat (2), pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Bethubungan dengan kotporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat
dipertangpungjawabkan dalam hukum pidana, apakah alasan penghapus pidana
khususnya alasan-alasan pemaaf sebagaimana disebut di atas berlaku juga tethadap
kotporasi? Sebapai konsenkuensi diterimanya asas kesalahan korporasi, maka
seperti halnya manusia alamiah (ratuwrlijk person), Rorporasi juga harus dapat
menunjuk dasar adanya alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf).
Hanya saja, alasan pemaaf yang mensyaratkan adanya suam Kejiwaan tertent
sepetti diatur di dalam pasal 4 KUHP dan pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat
diberlakukan kepada korporasi karena kejiwaan tertentu tersebut mutlak hanya
dapat tetjadi pada diti manusia. Oleh katena it alasan penghapus pidana (alasan
pemaaf) korporasi harus dicati pada korpotasi itu sendiri.

Persoalan alasan pemaaf korporasi ini masih diwarnai perbedaan pendapat.
Tentang hal ini, Pohan menpatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian
(persoonlijk) alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada kotporasi it
sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan
peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, meskipun perbuatan
otang tersebut diangpap sebagai petbuatan korporasi.
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Muladi’!, dalam hal ini menegaskan bahwa alasan-alasan penghapus pidana
tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana korporasi. Hal ini tidak hanya terbatas
pada AVAS (afwezigheid van alle schuld) saja melainkan dapat mencakup yang
lain misalnya daya paksa (overmachr). Dengan nada agak lain, Schaffmeister
berpendapat bahwa sebagaimana halnya natuurlijk person, badan hukum juga dapat
menunjuk kepada dasar peniadaan hukuman. Namun, tidak selalu ada tempat untuk
menunjuk dasar pemidanaan hukuman badan hukum. Jika semakin subyektif
kriteria kepelakuan pidana, maka makin sedikit ruang untuk menerima ketiadaan

semua kesalahan.
Dengan mengutip tulisan Toringa, Schaffimeister menegaskan:

“berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (sghulc.luitsluitingsgtoden),
seI;enamya hanya “AVAS” yanhg dapat ditetima sebag?l akibat kesesatan_ yang
dapat dimaafkan (veronschulddigbare). Dasar-dasar pemadaz«}n hukuman lainnya,
adalah sangat bersifat pribadi (manusiawi) kalau digunakan tindakan untuk badan

hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan har_’?'a seorang direktur,
beberapa pemepang saham yang juga metangkap pelaksana”.

Di Belanda, Hoge raad melalui putusan-putusannya dalam menunjuk alasan
penghapus pidana, termasuk alasan pemaaf selalu menyandarkan pada‘ AVAS,
misalnya V & D arrest (HR 24 Januari 1984, NJ 1984/197). Dengan bertindak
sendiri, pegawai dan badan hukumnya tetap bertanggungjawab penuh untok
melaksanakan secara tetap peraturan tentang harga kecuali dalam hal tidak
terdapatnya kesalahan sama sekali (AVAS).

3.4.2 Masalah Pemidanaan Korporasi
Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-

masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, Penggunaan

7 Muladi. Korban Kejahatan Korporasi. Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pldana
dan Kriminologi, disampaikan di Fakultas Hukum Unieversitas Diponegoro, Semarang. 3-15
Desember 1995. Him. 6.

" Hatrik Hamzah. Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability
dan Vicarious Liability), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1936. Him. 103.
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sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang
bersifat ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Disini patut
dipertimbangkan peringatan Sudarso. Dikatakan bahwa sanksi pidana akan
menemui Kkegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak
menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang
pidana.”

Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan
bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila tidak mendasar (groundiess),
tidak dibuthkan (needless), tidak menguntungkan (unprofitable), dan tidak efektif
(ineffective). Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama
(prime guarantor) apabila digunakan secara cermat, hati-hati (providently) dan
secata manusiawi (humanly). Akan tetapi sebaliknya pidana bisa menjadi
pengancam yang membahayakan (prime threalener) apabila digunakan secara
indiseriminately dan coercively.™ Lebih lanjut Packer menegaskan bahwa syarat-
syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai
berikut:”

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota
masyarakat secata menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak
dibenatkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-
tujuan pemidanaan. ‘ _

3. Pemberantasan terhadap perbuatan tetsebut tidak akan menghalangi atau
merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.

4. Petilakn tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak
bersifat diskriminatif.

7 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986. Him. 84.

 Muladi. Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Makalah disampaikan
di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 15 September 1980. Him. 7.

*Muladi. Lembaga Pldana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985. Him. 137-138.
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5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan
memperberat baik secara Kualitatif maupun secara kuantitaif.

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna
menghadapi perilaku tersebut.

Dari pendapat-pendapat tersebut jelas bahwa pidana hendaknya digunakan
apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Dan pidana itu akan
bermanfaat bila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana
tersebut tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang
utama. Sebaliknya akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara

cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.

Sehubungan dengan masalah pidana dan pemidanaan, apa dan
bagaimanakah pidana dan pemidanaan yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap
korporasi, Sudarto menyatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai
subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat
korporasi. Muladi, menyatakan pula bahwa, pemidanaan terhadap Kkorporasi
hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan,
melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (corporate execuling officers) yang
memiliki kekuasaan untuk memutus (power of decision) dan Keputusan tersebut
telah diterima (accepted) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap
korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.’

Kalau dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan korporasi
menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencangkup:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan ada
pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat
dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah
mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan

baginya. Disini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan

’® Muladi, Prinsip-prisnsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/NOmor 1/1998.
Bandung: ASPEHUPIKI dan Citra Aditnya Bakti, 1998. Him. 9.
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memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang
mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan
dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi bahwa dengan dipidananya
Korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan
korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan
tujuan demi pengayoman masyatrakat.

. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyatakat
sebagai tjuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena
secata fundamental ia merupakan wjuan semua pemidanaan. Secara sempit hal
ini di gambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencati jalan
melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangann tindak
pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang
pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan
dengan pemidanaan korpotasi sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan
suatu tindak pidana.

. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat pemeliharaan
solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untk
penegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan,
atau balas dendam tidak resmi ('privbte revenge or unofficial retaliation).
Dihubungkan dengan pemidanaan kotporasi kompensasi terhadap korban untuk
memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh kotporasi it sendiri yang diambil
dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan Yyaitu adanya
kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari
pelaku tindak piadana dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan
yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit
dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana
pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping ita beratnya pidana tidak

boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi
general apapun.
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Dengan demikian pemidanaan terhadap Kkorporasi harus sesuai dengan
pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai

solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

3.5. Korporasi dan Perlindungan Konsumen.

3.5.1 Esensi Perlindungan Konsumen di Indonesia

Keberadaan perusahaan saat ini dalam perekonomian dunia sangatlah terasa.
Banyak hal dari kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan. Ini
adalah langkah setiap negara untuk dapat masuk ke dalam phase “welfare state”.
Petkembangan aktivitas ekonomi tanpa kendali hukum yang memadai, mendorong
tampilnya berbagai bentuk tindak pidana atan kejahatan Korporasi, seperti
penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer, penyalahgunaan ijin
perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga kenangan, prakiek insider trading
di pasar modal, penjualan obat-obat yang berbahaya atau tidak betfaedah bagi
konsumen, pencemaran lingkungan, dan lain-lain.

Sementara itu, kelambanan, ketertingpalan, bahkan ketakberdayaan hukum
dalam mengimbangi kemajuan pembangunan di bidang ekonomi menempatkan
para korban kejahatan kotporasi pada Kketidakadilan. Konsumen (akhit) sebagai
subjek hukum pelaku ekonomi mata rantai akhir aktivitas ekonomi, berada pada
posisi tak berdaya atas segala bentuk kejahatan Korporasi. Selanjuthya disebut
konsumen (akhit) yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebuthan diri
senditi, keluatga atau ramah tangpa, dan tidak untuk memproduksi batang/jasa lain
atau memperdagangkannya kembali.”” Situasi dan kondisi pada pihak korban pun
juga dapat merangsang pihak pelaku untk melakukan kejahatan. Ketidaktahuan

7 Az, Nasution. Konsumen dan Hukum. )akarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Him. 37.
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korban terhadap apa yang menimpanya makin menambah daftar panjang angka
gelap kejahatan (dark numbers).

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan
terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi
pihak yang lemah sangatlah kuat.” Pada periode ini negara mulai memperhatikan
antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup.
Perlindungan terhadap konsumen merupakan Kkonsekuensi dan bagian dari
kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangannya produk-produk industri
di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Hal
tersebutiah yang menjadi esensi perlunya suat bentuk perlindungan terhadap
konsumen melalui instrumen hukum. Dalam hal ini hukum menjalankan salah sata
fungsinya yaitu untuk mengatur agar kehidupan bermasyarakat itu berjalan secara
damai dan adil dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.”

Selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut asas dan mjuan kenapa

perlu diatumya masalah perlindungan konsumen dan perkembangannya dalam
sistem hukum di Indonesia

3.5.2 Asas-asas Hukum dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang
biasanya dikenal sejumiah asas atan prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-
undang it. Asas-asas hukum merupakan fondasi swatu undang-undang dan
peraturan-peraturan  pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka
runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Mertukusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

™ Erman, Rajagukguk. Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan
Memperluas Kesejahteraan Sosial. Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan
Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus Ul Depok, 5 Februari 2000.

™ Algra N.E. Poly-juridisch Zakboekje. Kon, PBNA Arhem, 1987. Him. 2. (AZ Nasution:1995)

67 Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008



A

«  pbahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan
kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum
positif dan dapat diketemukan denﬁan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum

1]

dalam peraturan konkrit tersebut”.
Menurut Mertukusumo, asas hukum itu membentuk sistem tentang Check

and balances: bahwa asas hukum itu sering menunjuk pada kaedah yang
berlawanan, sebenainya hal itu menunjukkan adanya saling pengendalian atau

pembatasan yang akan menciptakan keseimbangan.

Bila perlindungan konsumen dikatakan sebagai suatu sistem, maka kita
perlu mengkaji lebih mendalam adakah asas-asas hukum yang melatarbelakanginya
sehingga ia perfu disebut sebagai suatu sistem. Semula sebelum diundangkannya
Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Petlindungan Konsumen (UUPK),
perlindungan konsumen di Indonesia bukanlah suatu sistem. Artinya, dari segi
kerangka landasan hukum/tata hukum nasional Kita (legal frame work), sebenarnya
tanpa UUPK pun, noima-norma petlindungan konsumen im sudah ada, hanya
tersebar dalam berbagai kaidah-kaidah hukum peraturan perandang-undangan
umum, tetapi tidak pada hukum sektoral. Nasution menyebutkan bahwa hukum
perlindungan konsumen tersebar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan
berbagai cabang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum
administrasi negara, yang kadang-kadang tampak melindungi konsumen, atau yang
tercampur aduk sehingpa memetrfukan penafsiran, atau yang hanya sekedar
sampitan dati suam peraturan®' Sejalan dengan hal tersebut Nasution juga
menjelaskan bahwa Hukum Konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perandang-
undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka.® Orang-orang tersebut terutama terdiri dari

8 Sudikno, Mertokusumo. Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996. Him. 5-6.

Az, Nasution, Sekilas Hukum Perlindungan Kensumen, Hukum dan Pembangunan. Desember 1986.
Him. 568-581.

®2 Az, Nasution. Op. Cit. Him. 64.
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{pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan
hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Betapa pun
lemahnya instrumen-instrumen hukum pokok itu, bukan tak berarti konsumen tak
dilindungi hukum. Jadi, sebelum berlakunya UUPK, perlindungan konsumen di
Indonesia tidak dapat dipandang sebagai suatu sistem perlindungan konsumen.

Dalam Kkerangka hukum-hukum sektoral, UUPK dapat dipandang sebagai
suatu sistem perlindungan (hukum) terhadap konsuimen. Sebagai suatu bidang
hukum baru, ia setidaknya merupakan hukum-hukum yang dibutuhkan di bidang
ekuin (ekonomi, kevangan dan industii) dan kesta (kesejahteraan rakyat). Oughton
dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen (consumer protection law)
sebagai sebuah fenomena modetn yang khas abad ke-20, namun sebagaimana
ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen it sendiri dimulai
seabad lebih awal.*® Dalam hubungan ini, Purba betpendapat sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang
perkembangannnya dimulai dari negara-negara maju. Namun demikian, saat
sekarangn konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain. Di Republik Rakyat
Cina (RRC) saja, sam negara yang tidak memiliki ekonomi pasar, konsep
petlindungan konsumen sudah mulai dijabatkan dalam seperangkat peraturan
perundang-undangan

Di Inggris sudah lama ada ketenthan yang berkaitan dengan hal-hal penting,
sepefti: roti (bread), daging (mear), bir (ale) dan bahan bakar (fuel); juga ketentuan
yang berkaitan dengan harga (prices) serta ketentuan-ketentuan takaran yang
kurang (the provision of short measures). Perundangan-undangan yang seharusnya
layak dianggap sebagai perangkat perlindugan konsumen (consumer prolection
measures) ternyata diragukan, karena motivasi pemberlakuannya lebih didasari
keinginan untuk melindungi pelaku usaha yang jujur (honest rraders) dari pesaing

% Oughton dan Lowry. Textbook on Consumer Law. London: Blackstone Press Ltd, 1997. Hml. 10-11.

8 Umar, Zen Purba. Perlindungan Kansumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan. Majalah Hukum dan
Pembangunan, 1992:4, Tahun XXil, Augustus 1992. Him. 393-408.
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yang tidak jujur (dishonest competitors). Ketentuan-ketentuan seperti the Trade
Descriptions Act 1968, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan the Merchandise
ketentuan modern yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, sebenamya lebih
ditujukan pada perdagangan yang jujur (fair trading) daripada perlindungan
konsumen (consumer protection).®®

Di Indonesia, sebagai suatu gagasan yang diperkenalkan secara luas kepada
masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen (pendidikan,
penelitian/pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen), perlindungan
konsumen di tahun 1970-an, yang ditandai dengan berkiprahnya Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), semula masih berada di bawah bayang-bayang
kampanye penggunaan produksi dalam negeri. Lambat laun orientasi dinamika
organisasi lebih menekankan pada perlindungan konsumen, setelah sejumlah
tragedi terbukti mengakibatkan Kkerugian fisik dan material pata konsumen.
Meskipun secara yurudis-formal getak dan langkah YLKI masih dalam rangka:*

1. Melindungi konsumen;

2. Menjaga martabat produsen;

3. Membantu pemerintah mensukseskan pembangunan nasional.

Gagasan dan gerakan konsumerisme ini dilakukan dalam Koridor hukum,
misalnya memberikan bantuan hukum kepada konsumen, meskipun masih sangat
terbatas,

Semula UUPK hanyalah sebuah penantian yang tidak kunjung datang. Dari
sudut politik hukum, sikap pemerintah Orde Baru (Orba) di bawah Presiden
Soeharto dan DPR menunda-nunda Rancangan UUPK tidak dapat dibenarkan,
padahal petrlindungan konsumen menyangkut hajat hidup orang banyak yang
dijamin konstitusi.

® Oughton dan Lowry. Op. Cit. Him. 10-11.

8 Penyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di
Jakarta, 20 Oktober 1988, yang dituangkan dengan Akta Notaris R.Soekarsono, SH {Akta No.14).
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Diundangkannya Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK), menempatkan perlindungan Konsumen ke dalam koridor suatu
sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum
nasional. Perlindungan konsumen sebagai suatu sistem hukum tercermin dari
rumusan-rfumusan yang terdapat dalam UUPK, antara lain sebagai berikut:

“... Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan yang
kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan
pendidikan konsumen. Di Kkemudian hari masih terbuka kemungkinan-
kemungkinan ' terbentuknya undang-undang baru yang pada dasamya memuat
ketentuan-ketentian yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan paying yang

mengintegrasikan dan mempetkuat penegakan hukum di bidang perlindungan
konsumen”.*’

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, salah satu ketentan UUPK
dalam hal ini Pasal 64, dapat dipahami sebapai penegasan secara implisit bahwa
UUPK merupakan ketentan khusus (lex specialis) terhadap ketentian peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas lex specialis
derogate legi generali. Artinya, kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan
dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau
telah diatar khusus oleh undang-undang

Di dalam pasal 2 UUPK, disebutkan sejumiah asas hukum perlindungan
konsumen antata lain adalah asas-asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan pasal ini,

penyelenggaraan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
dalam konteks pembangunan nasional.

Dati kelima asas perlindungan konsumen pada Pasal 2 UUPK tersebut, dan
dikatakan bahwa tampaknya Pembentuk Undang-undang menyadari bahwa
perlindungan konsumen ibarat sekeping vang logam yang memiliki dua sisi yang

%" penjelasan Umum Undang-undang No.8 tahun 1399 tentang Perlindungan Konsumen.

* Az, Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen: Op.Cit. Him. 29.
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berbeda. Satu sisi merupakan sisi konsumen, sedangkan sisi yang lainnya sisi

pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan

kedua sisinya sekaligus. Sementara itu Purba dalam memulai uraiannya tentang
konsep perlindungan konsumen mengemukakan sebagai berikut:*

“Kunci pokok perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha
(produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya
kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara
aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi
pengusaha.”

Kecuali asas keempat, dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan kepentingan
konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada Keempat asas lainnya disebutnya
kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat (asas keamanan dan keselamatan
konsumen), menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-
mata dimanipulasi motif prinsip ekonomi pelaku usaha (mendapatkan keuntangan
yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin). Artinya, tidak dibenarkan motif
semata-mata untuk memupuk keuntingan (laba) dengan mengabaikan keamanan
dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa.

Lebih lanjut melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen UUPK untuk
mewujudkan tujuan perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK), yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri,

2. Mengangkat hatkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dati ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

4. Menciptakan sistem petlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukuam dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

8 Umar, Zen Purba. Perlindungan Konsumen: S3endi-sendi Pokok Pengaturan. Hukum dan
Pembangunan, 1992:4, Tahun XXII, Agustus 1892. Him. 393-408.
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5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya petlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha,

6. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan

keselamatan konsumen.

3.6 Era Baru Perlindungan Konsumen di Indonesia

Di Indonesia polemik tentang perlu tidaknya intervensi pemerintah di
bidang perlindungan konsumen juga sanpat ditasakan. Savigny dan Bentham
menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum yaita
sistem politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan
sosial yang menjadi obyek dari pengaruran (faktor inte'rnal).90

Dari aspek sistem politik, pembentukan Undang-undang Petlindungan
Konsumen di Indonesia tidak terlepas dari iklim politik yang semakin demokuatis.
Memasuki era reformasi, yang juga ditandai dengan pergantian pimpinan negara
dari Soeharto ke B.J. Habibie, tuntutan terhadap kehidupan yang lebih demokratis
mulai diperjuangkan, dan bersamaan dengan itu upaya untuk mewujudkan Undang-
undang Perlindungan Konsumen semakin menguat.

Selanjutnya, termasuk dalam faktor kualitas kehidupan politik yang
demokratis adalah kehadiran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
dukungan dunia akademis, dan duduknya aktivis perlindungan konsumen sebagai
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. salah satu faktor penting
dalam perjuangan Lembapa Swadaya Masyarakat termasuk Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia adalah strategi dan kualitas petjuangannya. Dalam konteks
ini, maka petjuangan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

% Friedman. Law in a Changing society. London: Stevens & Sons Limited, 1959.
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sejak awal adalah tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen apalagi dengan
pemerintah.

Disamping faktor perkembangan sitem perkembangan politik, faktor kedua
juga bempengaruh terhadap pembentukan UUPK adalah faktor intemnal (mikro)
kepentingan konsumen Indonesia itu sendiri. Banyaknya Kasus yang merugikan
konsumen tidak diakhiri dengan penyelesaian yang memuaskan konsumen. Dalam
kasus Janizal dkk v. Pt. Kentamik super International, yang terkenal dengan kasus
“Perumahan Narogong Indah” pihak pengembang dimenangkan, bahkan
pengembang kemudian menggugat balik konsumen Karena dinilai melakukan
pencemaran nama baik. Beberapa kasus yang muncul menjadi pemicu bagi tekanan
terhadap produsen.

Faktor lain yang mrut mendorong pembentukan UUPK di Indonesia adalah
perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World
Trade Organization (WTO), maupun Program International Monetary Fund (IMF)
dan Program Bank Dunia (World Trade Organization (WTO)) diikuti dengan
dorongan tethadap Pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum
nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan. Beberapa ketentuan
dalam WTO yang terkait dengan petlindungan konsumen, misalnya kesepakatan di
bidang Hak Atas Kekayaan Intelektal (HAKI).

Terlepas dati berbapai kenyataan yang mengemukakan dalam berbagai
kebijakan penegakan hukum yang ditempuh pemerintah, dati sisi kepentingan
konsumen atas perlindungan konsumen, diundangkannya UUPK merupakan
langkah awal untuk melakukan reformasi atas tatanan hukum yang tidak adil, yang
dialami konsumen. UUPK sebagai suatu sistem perlindungan konsumen masih
memeriukan kemauvan politik (politic will) dan penjabaran lebih lanjut dalam
pelaksanaannya, tanpa melakukan reduksi dan/atau penambahan dalam perumusan-
perumusan norma-normanya seperti yang sering terjadi dalam berbagai peraturan

perundang-undang. Sebagai suat sistem UUPK tetap mengacn pada sistem hukum
nasional.
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Di dalam UUPK, norma-norma (hukum materiel) perlindungan konsumen
dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK)
2. Ketentuan pencantuman Klausula baku (Bab V UUPK).

Pendapat yang betbeda dari Yusuf Sofie menurutnya pengelompokan ini
belum menggambarkan mata rantai hubungan antara pelaku usaha dengan
konsumen, dari mulai kegiatan proses produksi barang dan jasa sampai ke tangan
konsumen, baik melalui transaksi atau petalihan lainnya yang dibenatkan hukum.”!
Deskripsi mata rantai it dapat dijumpai, bila pasal-pasal UUPK itu ditelusuri sat
demi sat. Oleh karena norma-notma itn mencerminkan kegiatan-kegiatan pelaku
usaha, maka sebaiknya secara keseluruhan dikelompokkan sebagai berikut:"2

1. Kegiatan produksi dan/atan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat (1),
(2), dan (3) UUPK).

2. Kegiatan penawaran, promosi, dan petiklanan barang dan/atan jasa (Pasal 9 ayat
(1), 2), dan (3), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 16,5 erta
Pasal 17 ayat (1) UUPK).

3. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atan jasa (Pasal 17 ayat (2), Pasal 11,
Pasal 14, serta Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4) UUPK). Pada kedelapanbelas
notma UUPK tersebut tak dicantumkan unsur kesalahan (unsur opzet atau
unsure culpa) sehingga masih betum jelas apakah UUPK menganut doktrin
strict liability atan tidak. Apalagi pasal 22 UUPK yang mengetahkan sistem
pembuktian terbalik menegaskan bahwa ada tidaknya unsur kesalahan dalam
kasus-kasus pidana pada Pasal 19 ayat (4) UUPK (kewajiban pelaku usaha
untk memberikan ganti rugi tidak menghapuskan mntutan pidana), Pasal 20
UUPK (tanggung jawab pelaku usaha periklanan), dan Pasal 21 UUPK
(tanggung jawab pelaku usaha importir).

*!Yusuf, Shofie. Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Him.33.

2 Yusuf, Shofie. Op. Cit. Him. 33.
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Menurut doktrin strict liability, suatu tindakan dapat dihukum atas dasar
perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct), tanpa mempersoalkan ada
tidaknya kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa). Tentu saja penerapan doktrin
ini tidak mudah pada pelanggaran-pelanggaran UUPK, Kkarena ketentuan pasal 22
UUPK tersebut. Kriminalisasi kedelapanbelas norma UUPK sebagaimana
ditegaskan pasal 62 ayat (1) dan (2) UUPK akan menjumpai Kesulitan dalam
penerapannya terhadap korporasi, karena masih diisyaratkan unsur kesalahan.

Ditinjau dari sudut kebijakan pidana, UUPK telah melakukan kriminalisasi.
Sejumlah norma-norma hukum pidana telah diperkenalkan undang-undang ini. Di
dalam hukum pidana dikenal asas tidak teitulis bahwa sanksi pidana hanya
digunakan sehemat mungkin oleh masyarakat (penggunaan sanksi pidana hanya
sebagai wuitimum remedium). Sementara itu tampaknya norma-norma hukum pidana
dalam UUPK sendiii dapat dipandang sebagai upaya-upaya rasional menanggulangi
kejahatan, berjalan bersama-sama dengan norma-norma hukum administrasi negara,
hukum perdata, dan hukum acata yang terdapat dalam UUPK. Norma-norma
hukum pidana UUPK tidak lagi hanya sebagai ultimum remedium. Tampaknya telah
mulai tetjadi pergeseran terhadap penerapan asas tidak tertulis hukum pidana itu
sehingpa priotitas untuk mengedepankan suatn instrumen hukum dibandingkan
instrumen hukum lainnya menjadi tidak relevan dalam penegakan hukum
perlindungan konsumen.

Sebagai perbandingan, regim perlindugan Kkonsumen di Inggris telah
memandang bahwa hukum pidana (the criminal Law) memiliki peran pencegahan
Yang penting (an imporiant preventive role). Atas dasar pencegahan (prevention)
lebih baik daripada penindakan (cure), sejumlah undang-undang di negata itu telah
mengedepankan standar-standar keamanan (standard of safety) berkenaan barang-
barang konsumen pada umumnya sefta barang-batang tertentu, seperti: makanan,
obat-obatan dan racun. Kontrol hukum pidana sangat lnas melalui sejumlah undang-
undang, seperti: The Food Safety Act 1990, The Weights and Measures Act 1985,
The Trade Description Act 1968, The Fair Trading Act 1973, The Consumer Credit
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Act 1974, dan Consumer Protection Act 1987 Parlemen di Inggris telah beralih
pada penggunaan sanksi-sanksi pidana (the sanctions of criminal law) untuk
mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dikemukakan Lowe dan
Woodrofife berikut ini:>*

“in pursuing its twofold aim_ to protect consumers and to ensure that honest
traders are able to make a living on equal terms the need to resort 1o the
malpractices of their dishonest competitors_Parliament has increasingly turned
to the sanctions of criminal law in its search for control. This approach has the
significant advantage for the consumer that expensive and time consuming

. process of regulationing the rogue its entrusted to public officials who in recent
legislation usually have a duty to enforce its provisions™.

Dengan demikian, penegakan hukum norma-norma petlindungan konsumen
dipercayakan pada pejabat-pejabat publik (public officials). Sementara itu harus
dipertimbangkan bahwa perangkat keamanan yang berlebihan akan dengan mudah
membuat baranz dan jasa yang diperlukan konsumen menjadi begitu mahal.
Konsumen yang tak beruntung akan kesulitan untuk mendapatkannya. Dalam
hubungan ini biaya-biaya penegakannya (emforcement costs) juga harus wrut
dipertimbangkan, misalkan: pemetintah harus menyiapkan penggajian bagi pejabat-
pejabat publik instrumen hukum pidana dan instrumen hukum administrasi negara.

Kendati biaya-biaya sosial (social costs) yang ditangpung negara menjadi
meningkat, keseimbangan keuntungan yang diperoleh berupa petlindungan
keamanan dan keselamatan bagi konsumen dipandang lebih penting. Sejumlah
resiko kerugian, dalam hal ini kematian atan cacat fisik yang serius akibat
mengkonsumsi produk barang atan jasa, dipandang lebih penting ketimbang biaya-
biaya sosial im. Nyawa atau cacat fisik yang setius lebih berharga dibandingkan
dengan yang lain-lainnya.

* Robert Lowe dan Geoffrey Woodroffe. Consumer Law and Practice. London:Sweet & Maxwell, 1999,
Him. 221-222.

% ibid. Him. 221.
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BAB IV

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNJAWABAN PIDANA KORPORASI
(PENYEDIA JASA PENERBANGAN) ATAS KECELAKAAN PESAWAT
UDARA DILIHAT DARI PERPEKSTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

4.1 Fungsionalisasi Hukum Pidana Berkaitan dengan Perilaku Korporasi
(Pelaku Usaha).

Berbagai perubahan senantiasa tetjadi, baik secara petlahan sehingga
hampit luput dari peninjauan yang biasa, atau yang tetjadi begitm cepat sehingga
sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang
menetap.”®

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami
masyarakat dalam betbagai bidang, bertambah juga peraturan-petatiran hukum.
Penambahan peraturan hukum it tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap
dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik
walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peratran-peraturan  itu
bertambah.’®

Pertumbuhan dan perkembangan negara suat) masyarakat yang berbentuk
negara merupakan suatu pertumbuhan dan perkembanpan yang sengaja
direncanakan untuk mencapai snata tjuan tertentn. Tujuan tersebut pada umumnya
ingin dicapai dengan melakukan pembangunan berencana secara nasional untk
mencapai suat kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna, dalam arti
suatu keselarasan kehidupan manusia dan masyarakat. Pembangunan nasional tidak
hanya untuk mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sandang,

*R. Firth. Ciri-Ciri dan Alam Hidup Manusia. Bandung: van Hoeve. Him. 214.

* Hasssan Shadily. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Pembangunan,1958. Him.273.
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perumahan, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan dan
kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.

Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat
yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib. Meningkatnya
kriminalitas dapat menggangu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat
yang ingin dicapai, atan dengan istilah ekologi dapat dikatakan “meningkatnya
kriminalitas dapat mencemarkan lingkungan hidup yang sehat dan bermakna” yang
justtu menjadi wjuan pembangunan nasional’’ Oleh karena im kebijakan
perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan
kebijakan perencanaan petlindungan sosial. Salah satu bentuk dari perencanaan
perlindungan sosial ialah usaha-usaha nasional untuk menanggulangi kejahatan
yang biasa disebut dengan “politik kriminal®®”. Tujuan akhir dari kebijakan
kriminil jalah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai mjuan utama yang scring
disebut dengan betbagai istilah, misalnya “kebahagian warga masyarakat”
(happiness of citizens), “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) atau untk
mencapai “keseimbangan” (equality).”

Mendukung pernyataan di atas, dalam bukunya yang betjudul Hukuom dan
Hukum Pidana, Sudarto mengemukakan adanya tiga pandangan tentang hukum,
yaitu: pandangan legalistis (ajaran legalisme), pandangan fangsional (ajatan hukum

%7 Lihat salah satu bunyi pertimbangan Deklarasi Caracas dari Kongres keenam PBB tahun 1980, catatan kaki No.10:

“Menimbang bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, menggangu seluruh
pembangunan bangsa-bangsa, merusak, kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan
martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongsong kualitas hidup.”

% politik kriminil ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian
kejahatan oleh masyarakat... Lihat Muladi dan Barda Nawawi. Teori-teori dan kebijakan pidana.
Bandung: Penerbit Alumni, 1984. Him. 157.

99,
summary report” dari 34 th. intemational Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFE! di Tokyo tahun
1973 mengemukakan:

“Most of the group members agread after some discussion that ‘protection of the society’ could ba accepted
as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, shich might perhaps the described
by term like “happiness of the citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”.
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yang fangsional), dan pandangan kritis (ajaran hukum yang kritis).'? Ketiga
pandangan tentang hukum di atas membantu menjelaskan tempat dan fungsi hukum
pidana di masyarakat.

Pandangan legalistis tercermin dalam adagium “setiap orang dianggap
mengetahui undang-undang”. Dalam pandangan ini, hukum diidentikkan dengan
undang-undang. Cara pandang yang legalistis ini dipengaruhi gerakan positivism
dalam ilmu hukum pada abad ke-19 sehingga cara pandang yang legalistis ini
kadang-kadang disebut pula cara pandang yang positivistis.'"'

Cara pandang kedua menekankan pandangan fungsional yang mengkaji
fungsi dari asas kemasyarakatan, faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik, motif-
motif psikologi, serta faktor-faktor keputsan yang non-yuridis, lain, memberikan
gambaran yang jelas tentang sistem hukum yang dinamis. Sudarto menempatkan
pandangan Pound ke dalam pandangan fangsional.'” Pandangan Pound bahwa
hukom sebagai instrumen untuk pengamran masyarakat (law as a tool of social
engineering) dan kontrol sosial untuk pengaturan masyarakat politik, yakni
negara'®, mengkehendaki pengukuran seberapa jauh norma-norma, doktrin-doktrin,
dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan yang dikehendaki
(kemanfaatan sosial). Jadi norma-notma hukum senantiasa diukur berdasarkan

efektifvitasnya serta bekerja dalam kenyataannya.

® sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981. Him. 32.

1% pengan mengutip Gordon, Wignyosoebroto mengemukakan bahwa positivism adalah suatu pandangan vang

menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan
realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu abjektifitas yang harus dilepaskan dari sembarang macam
prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya ke dalam pemikiran huku, positivisme mengkehendaki
dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum yang ditkuti oleh para eksponen aliran hukum kodrat.
Setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, yang
ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang kongkrit antara warga masyarakat (atau wakil-
wakilnya). Wignyosoebroto Sutandyo. Permasalahan Pradigma dalam limu Hukum dalam Wacana (Jurnal llmu
Sasial Transfarmatif), 2006:6 Tahun il {Gerakan Studi Hukum Kritis), diterbitkan di Yogyakarta aleh Institute far
Social Transformation (INSIST). Him, 11-20.

*2 Sudarto. Op. Cit. Him. 14-15.

*® Roscoe, Pound. Interpretations of Legal History. Florida, USA: WM. W. Gaunt & sons, Inc, 1986. Him 77-165.
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Senada dengan hal di atas, perlunya kemanfaatan hukum (pidana) bagi
masyarakat tercermin pada pandangan-pandangan Bentham tentang tujuan-tujuan
dari pidana, yaitu:'®

1. Mencegah semua pelanggaran (to prevent all offenses),

2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (fo prevent the worst offenses),

3. Menekan kejahatan (to keep down unischief),

4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (to act the least expense).

Mempethatikan tojuan-tujuan dari pidana tersebut, terlihat bahwa betapa
besar peranan hukum pidana merapakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi
suatu sistem hukum. Pengpgunaan hukum pidana menurut pandangan fungsional
dititikberatkan pada penilaian apakah sanksi pidana it dapat menciptakan kondisi
yang lebih baik. sejalan dengan pandangan ulititarian'®, pandangan ini melihat
bahwa Ketettiban umum (public order) sebagai satana perlindungan masyarakat.
Dengan demikian pembenaran penggunaan hukum pidana bukanlah karena orang
melakukan kejahatan, mielainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

Pandangan tetakhir yang dikemukakan Sudarto adalah ajatan hukum kritis.
Ajaran tersebut memandang pula hukum sebagai bagian dari masyarakat yang
disebut oleh Sudarto sebagai hukum dalam masyarakat. Hukum dikaji dengan

menggunakan ukvran yang digunakan oleh hukum itu senditi, yaitu: sejanh mana isi

1% Muladi dan Arif Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bamdung: Alumni, 1992.. Him. 30.

1% Muladi dan Arief mengemukakan butir-butir pandangan ulititarian (teori relative atau teori tujuan)
sebagal berikut: a. tujuan pidana adalah pencegahan {prevention); b. pencegahan bukan tujuan
akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu: kesejahteraan
rakyat; c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja
{misal karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. pidana harus
ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e. pidana melihat ke
muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur
pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op. Cit.
Him. 17.
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yang khas yang tersembunyi di balik bentuk yuridis'® yang universal itu ditentukan

oleh perbandingan kekuatan dan struktur kepentingan yang ada di masyarakat.

Watak hukum yang sebenarnya dapat dipahami melalui aspirasi-aspirasi
menuju ke hukum yang optimal, yang melekat pada asas-asas hukum, yang
ditujukan mengurangi kesewenang-weanangan penguasa dan melindungi hak asasi

manusia.'”’

Ketiga pandangan tentang hukum di atas dapat membantu menjelaskan
tempat dan fungsi hukum pidana di masyarakat. Dua pandangan yang terakhir
tampaknya dapat dijadikan dasar dalam mengantisipasi proses modemisasi dan
peningkatan pembangunan ekonomi sehingga perlunya dilakukan fungsionilasasi
hukum pidana di dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

(corporate crime).

Selanjutnya untuk memperkuat pendapat di atas, Muladi mengusulkan agar
kecenderungan pengpgunaan hukum pidana selama ini dengan asas subsidiaritas,
yaita hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, dipertimbangkan
kembali, sebaliknya mendudukkan hukum pidana sebagai primum remedium,
dimana penerapannya tetap mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu:'®

1. Kondisi-kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatan.

2. Hal-hal subjektif yang berkaitan dengan si pelaku.

3. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan.

4. Kesan masyatakat terhadap tindak pidana.

5. Perangkat tujuan pemidanaan yang lain.

Masih dengan pemikitan yang sama Muladi juga berpendapat, dalam
kerangka langkah-langkah yuridis, sekalipun pada umumnya pendayagunaan

% Menurut Subekti dan Tiitrosoedibio, makna yuridis, yaitu: “ menurut hukum”, makna-makna
dilawankan dengan “menurut kebijaksanaan”. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum. Jakarta:
Pradnya Paramita, 1983. Him. 67.

*7 Sudarto. Op. Cit. Him. 17-18.

% Muladi. Op. Cit. Him. 4.
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hukum perdata dan hukum administrasi merupakan primum remedium dan hukum
pidana sebagai wultimum remedium, namun diharapkan dalam hal-hal tertentu
penggunaan hukum pidana dapat diutamakan dengan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:!%

The degree of loss to the public;

The level of complicity by high corporate;

The duration of the violation;

The frequency of the violation by the corporation;
Evidence on intent to violate;

Evidence of extortion, as in bribery cases;

The degree of notoriety engendered by the media;

NS AW N~

Precedent in law;
The history of serious violation by the corporation.

10. Dererrence potential;

11. The degree of cooperation evinced by the corporation.

Dalam hal hukum pidana dipilih, maka sanksi-sanksi yang dapat
dimanfaatkan adalah sebagai berikut (sepanjang hukum positif memungkinkan):
1.Denda; 2.Pidana bersyarat/pidana pengawasan; 3.Pidana Kketja sosial;
4.Pengumuman kepumsan hakim; 5.Ganti rugi dan 6.Pelbagai sistem tindakan tata
tertib.

Fungsionalisasi hukum pidana sebagaimana diusulkan Muladi di atas .
memang relevan dengan situasi dan kondisi aktivitas ekonomi pada era
perdagangan bebas sekarang ini. Teori pelaku fungsional yang dikemukan B.V.A
Roling scjalan dengan ide fangsionilasasi hukum pidana. Menurut teori ini,
sebagian besar delik tidak hanya dapat dilakukan pribadi kodrati, tetapi juga oleh
korporasi schubungan dengan fungsinya dalam masyarakat.'

® Muladi. Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbitan
Universitas Diponegoro, 2002. Him. 172-173.

10 yvan Bemmelen, J.M. Hukum Pidana 1:Hukum Pidana Material Bagian Umum (Diterjemahkan oleh
Hasnan). Bandung: Binacipta, 1987. Him. 235
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Namun penggunaan sanksi pidana berkaitan dengan hal-hal tertentu di atas
bukannya tanpa pembatasan. Menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan
hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai

(not only pragmatic but also value-based and value-oriented)'"'

. Ini berarti pidana
hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu
pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi
masyarakat. Selanjutnya bahwa penggunanaan sanksi pidana harus disepadankan
dengan kebutnhan unmk melindungi dan mempertahankan Kkepentingan-
kepentingan sosial''’> dan batas-batas penetapan sanksi pidana ditetapkan

berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Sanksi pidana yang diatr di dalam UUPK, dalam batas-batas tertentu
dipandang sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan
kepentingan-kepentingan lebih 200 juta lebih konsumen Indonesia yang secara
khusus telah dirumnskan sebagai hak-hak konsumen dalam UUPK (pasal 4 UUPK).
Dari sinilah penulis dapat mengetahui bahwa hukum pidana sebagai sarana
petlindungan masyarakat (social defence) digunakan untuk  mewujudkan

kepentingan-kepentingan masyarakat' .

11 M. Cherif Bassiouni. Substantive Criminal Law. 1978. Hlm. 78.

n2 Kepentingan;kepentingan sosial tersebut menurut Basiouni ialah:

i. Pemeliharaan tertib masyarakat;

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat
dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

3. Memasyarakatkan kembali {resosialisasi) para pelanggar hukum;

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai
keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

e Kepentingan-kepentingan masyarakat itu, yaitu: 1. Pemeliharaan tertib masyarakat, 2. Perlindungan
masyarakata dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang
dilakukan orang lain, 3. Pemasyarakatan kembali (resosialisasi) apra pelanggar hukum, 4.
Pemeliharaan/pemantapan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial,
martabat kemanusiaan dan keadialan sosial. Muladi dan Arief, Barda Nawawi. Op. Cit. Him. 166.
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Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa diundangkannya
UUPK merupakan langkah awal untuk melakukan reformasi atas tatanan hukum
yang tidak adil, yang dialami konsumen selama ini. Sejalan dengan hal tersebut,
disebutkan di bagian menimbang Undang-undang Perlindungan Konsumen
keberadaan undangan-undang ini adalah unmk mewujudkan keseimbangan
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta
perekonomian yang sehat.

42 Unsur-unsur Perlindungan Konsumen berkaitan dengan Jasa
Penerbangan

42.1 Keselamatan Penerbangan
Keselamatan penerbangan menempati urutan utama dalam unsur-unsur dari
sistem perlindungan bapi konsumen, kartena langsung mengenai kepentingan
konsumen (penumpang) yang paling utama, yaitu jiwanya.

Unsur keselamatan penerbangan mempunyai beberapa aspek yang amat
relevan dengan petlindungan terhadap konsumen, yang satu dengan yang lainnya
mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

A. Desain dan Konstruksi pesawat udata

Satu-satunya sarana angkutan udara dan penerbangan adalah pesawat ndara,
yaitu “setiap alat yang memperoleh paya angkat dan reaksi udata™.''* Tahap
pertama dari keselamatan penerbangan adalah desain dan konstruksi pesawat udara
yang dapat terbang dengan selamat.

1* Definisi dalam UU No. 83 tahun 1958 tentang penerbangan. Definisi ICAO adalah "setiap alat yang
memperoleh gaya angkat aerodinamis dari reaksi udara”. (ICAO-Lexicon of Terms Used in
Internasional civil Aviatioan).
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Suatu aspek yang patut diperhatikan pada desain dan konstruksi pesawat
udara adalah aspek “crashworthiness” suat pesawat udara, yaitu sifat-sifat atau
karakteristik pesawat udara yang sedemikian rupa, sehingga pada suatu kecelakaan

yang seharusnya “survivable” tidak ada penumpang yang cedera atau luka par ah.'"®

Dalam sistem perlindungan hukum bagi Konsumen suatu pengawasan

terhadap industri pembuatan pesawat udara mutlak diperlukan.

B. Kelaikan udara

Selain dari desain dan konstruksi yang secara maksimal dapat menjamin
keselamatan penerbangan, setelah selesai pembuatannya, untuk pengoperasiannya
pesawat udara harus selaly berada dalam kelaikan laik ndara. Svam sertifikat
kelaikan udara merupakan suat bukti bahwa pesawat udara telah dinyatakan
memenuhi syarat-syarat untuk dapat terbang dengan selamat, dalam batas-batas
kemampuan yang ditetapkan oleh desain dati konstruksinya. Settifikat kelaikan
udara sendiri dikelnatkan oleh Departemen Perhubungan, yang artinya adanya
peran pemerintah dalam hal terciptanya suatu kondisi dunia penerbangan yang
selaln aman dan nyaman.

C. Perawatan Pesawat

Perawatan pesawat yang rutin umumnya dilakukan oleh perusahaan
penerbangan sendiri, sedanpkan ovethaul dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
yang khusus yang mempunyai peralatan dan keahlian untuk melaksanakannya.

Kelaikan udara harus ditunjang oleh perawatan pesawat udara yang
dilakukan terus menerus dan karenanya perawatan pesawat merupakan suatu aspek
yang harus mendapatkan pengawasan yang ketat.

15 ¢f. Donnely, Daniel. “Aircraft Crashworthiness Plaintiff’s Viewpoint?, dan Gt Whitehead, Jr. "Some
Comments on Crashworthiness”. Journal of Air Law anda Commerce, vol 42, 1976, number 2.
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Dalam Civil Aviation Safety (CASR) Indonesia''® ditetapkan bahwa
perawatan pesawat udara hanya dapat dilakukan oleh approved organization''’.
Organisasi-organisasi demikian haros mempunyai prasarana perawatan yang
lengkap dan mempunyai teknisi yang mempunyai kualifikasi untuk itw. Dalam
sistern perlindungan bagi konsumen, kecakapan teknisi ini harus secara berkala
dibina untuk menyesuaikan kecakapannya dengan perkembangan-perkembangan
baru dalam teknologi penerbangan.

Dalam hal perawatan pesawat maka pihak yang paling berperan adalah
perusahaan penyedia jasa penerbangan (pelaku usaha). Disini setiap pelalém usaha
berdasarkan hukum petlindugan konsumen berkewajiban memberikan informasi
yang benar kepada konsumen tethadap perawatan yang dilakukannya. Ini berkatian
dengan kewajiban pelaku usaha yang lainnya dimana pelaka usaha wajib menjamin
bahwa jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku
(kelaikan udara).

D. Pengoperasian pesawat ndara

Pengoperasian pesawat udara merupakan bentuk svuata kegiatan yang
membawa masalah-masalah yang kompleks. Pengaturan pertama dalam rangka
pengoperasian pesawat udara ditmjuakan pada pengantran lahilintas udara, dan di
Indonesia dapat di jumpai dalam “Luchitverkeersverordening”, (Staatsblad 1936
1936 No. 425) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Luchrvaarbesiut 1932
(Staatsblad 1933 No. 118).

Selanjutnya aturan yang lain yang mengatur masalah pengopetasian pesawat
udara adalah Staatsblad 1936 no. 426, yang isinya unmk sebagian terdapat juga
dalam CASR, misalnya tentang pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara,
pengawasan atas personal udara, pengawasan atas sarana penerbangan dan hal-hal

V% Keputusan Menteri Perhubungan Udara No. T.11/2/4U-30 November 1960, teks peraturan ditulis
dalam bahasa inggris.

17 part 58... CASR.
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fain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan-peraturan lain seperti ketentua-
ketentuan mengenai angkutan penumpang dan barang: sifat muatan dan
petlengkapan pesawat.

E. Awak Pesawat (Flight Crew)
Suatu unsur utama dalam usaha perlindungan bagi konsumen adalah awak
pesawat, khususnya dari segi keselamatan penerbangan dan pelayanan.

Suatu pesawat udara, bagaimanapun baik konstruksi dan kemampuannya,
“permormance”nya tetgantung pada penerbang yang mengemudikannya. Oleh
karena itn dapat dipahami bahwa penetbang merupakan salah satu faktor utama
dalam rangka keselamatan penerbangan, disamping personil perawatan dan lain-
lain.

Seorang penetbang (pilot), ditinjau dari beberapa aspek adalah orang
pilihan, yang tidak boleh mempunyai cacad baik rohani manpun jasmani. Syatat-
Syarat untuk menjadi seorang penetbang harus berat dan sebelum dapat menjadi
seorang penerbang yang membawa pesawat udara beberapa puluh juta US Dolar
dan bebetapa ratus penumpang yang mengandung potensi klaim ganti rugi yang
mungkin betjumlah beberapa ratus juta US Dolar pula, harus melalui beberapa
tingkatan seleksi yang ketat.

Sayangnya yang tetjadi adalah baru ketika dalam suam keadaan darurat
terlihat mum yang sebenarnya dati seorang penetbang, dan biasanya sudah
tetlambat, khusnsnya pada kecelakaan yang fatal (accident).

Selanjutnya yang menjadi masalah dan perlu mendapat perhatian pula
adalah ketatnya seleksi petsonel dan masalah penjadwalan wakm tugas dan wakm
istirahat yang tepat, yang dengan sendirinya dapat berbeda-beda untuk tiap jenis
pesawat dan lamanya penerbangan. Dalam hal ini peran dati manajemen dari
perusahan maskapai penetbangan sangatlah penting. Suatm maskapai akan diisi oleh
petnsonel-personel yang handal akan tergantung tethadap proses perekrutan yang
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dijalankan oleh perusahaan. Begitu juga masalah penjadwalan personel,
manajemen harus benar-benar cermat dalam menyusun flight schedule untuk
seorang flight crew-nya khususnya penerbang.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka keselamatan penerbangan
ialah daya tahan seorang penerbang dalam lamanya mengemudikan pesawat udara.
Walaupun daya tahan seseorang berbeda untuk setiap individu, dan tergantung
antara lain pada usia, harus ditentukan suatu batas yang obyektif yang berlaku untuk
semua penerbang dengan tujuan utama untuk mencepah timbulnya kelelahan.
Disinilah dibutuhkan kecetmatan dari manajemen perusahaan untuk mengatutmya.

F. Prasarana Penetbangan

Setelah sebelumnya pesawat udara dan awak pesawat, peranan dalam
operasi penerbangan sebagai unsur perlindugan bagi konsumen jasa perbangan
adalah prasarana penerbangan, yaitu pelabuhan udara dengan segala alat bantu dan
fasilitasnya mulai dari alat bantu navigasi yang paling mutakhir sampai ruang
tunggu yang cukup nyaman bagi penumpang.

Prasarana lain adalah rambu-rambu latu lintas udara atau alat bantu navigasi
yang terletak di luar pelabuhan udara. Perawatan prasarana ini merupakan unsur
yang mendapatkan tempat dalam rangka perlindugan bagi konsumen.

422 XKeamanan Penerbangan

Aspek kedua yang merupakan unsur dalam snatu sitem petlindungan hukum
bagi konsumen jasa penetbangan adalah aspek keamanan penerbangan. secara fisik
aspek keamanan merapakan suatu aspek yang paling terasa oleh konsumen jasa
angkutan udara di samping kecelakaan pesawat udara, yang termasuk hal yang
dicoba dicegah dengan ketenman-ketzntan mengenai keselamatan penerbangan.

Aspek kemanan penerbangan senditi menjadi perhatian khusus semenjak
terjadinya peristiwa pembajakan udara pertama yang terjadi pada tahun 1947. Di
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samping tindak pidana yang bersifat menyolok, seperti pembajakan atau sabotase,
memang sudah lama pula terjadi pencurian, perampokan barang dari gudang dan
sebagainya yang dapat digolongkan pada tindak pidana biasa akan tetapi yang
khusus mendapat perhatian dalam konvensi-konvensi internasional adalah tindak
pidana yang lebih langsung dirasakan akibatnya oleh para penumpang pesawat
udara, seperti halnya dengan pembajakan.

Setelah dijelaskan beberapa unsuft dalam perlindungan kRonsumen di atas,
berkaitan dengan peran perusahaan maskapai penerbangan maka dapat disimpulkan
bahwa perusahaan terkait dengan unsur petawatan pesawat dan awak pesawat
(light crew). Apabila tetjadi suatl kecelakaan pesawat udara dan penyebab
kecelakaan tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan perusahaan maskapai
penerbangan maka unsur-unsur yang terkait adalah dua hal yang disebut di atas.

Tingginya angka kecelakaan pesawat udata yang terjadi di Indonesia akhir-
akhir ini ditandai dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan maskapai
penetbangan yang baru. Munculnya beberapa maskapai penerbangan baru di negeri
ini, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri
Pethubungan Nomor KM 1/2001, yang kemudian direvisi dengan Keputusan
Menteti Nomor KM 81/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Dengan
banyaknya maskapai penetbangan maka dengan sendirinya akan menibulkan suatu
iklim petsaingan yang kompetitif. Sehingga perusahaanpun dibuat untuk mencari
cara atau strategi untuk dapat mengambil “hati” konsumen agar konsumen
mengpunakan produk (jasa penerbangan) yang perusahaan tawarkan. Hal inilah
yang membuka era “low cost carrier (penerbangan murah)” di Indonesia, sebagai
sistem yang menawarkan harga tiket yang kompetitif dengan melakukan efisiensi
operasional .

Selama ini perusahaan penerbangan melakukan pemotongan biaya
operasional yang timbul sebagai konsekuensi penetapan “low cost carrier”. Namun
berdasarkan aturan penerbangan dunia, yaitu Infernational Chvil Aviation
Organization (ICAO) dan Federal Aviation Administration (FAA) masalah
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kemananan dan keselamatan tetap menjadi prioritas. Kedua komponen tersebut
sifatnya adalah mutlak (defaulr), tidak boleh diutak atik dengan alasan apa pun.

Dalam Kenyataan saat ini bebetapa kecelakaan pesawat udara yang terjadi,
disebabkan oleh karena tidak berfungsinya alat-alat yang menunjang keselamatan
penerbangan secara optimal. Seperti yang terjadi pada kasus tambolaka di mana
pesawat milik maskapai penerbangan Adam Air mendarat darurat akibat
melencengnya pesawat tersebut dari jalur penerbangan yang seharusnya. Menurut
hasil investivigasi hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem navigasi dan
komunikasi pesawat tersebut. Selanjutnya kasus tersebut akan dibahas dan menjadi
contoh kasus dalam penelitian ini, karena diindikasikan sangat “kental” sekali peran
perusahaan sehingga terjadi peristiwa tersebut.

Tingginya angka kecelakaan beberapa tahun terakhir ini dengan berlakunya
sistem low cost carrier menimbulkan beberapa asumsi dari kalangan bahwa
bebetapa kecelakaan pesawat yang terjadi akibat dari perasahaan tidak
memprioritaskan unsut keselamatan Khususnya terkait dengan efisiensi biaya
operasional akibat penerapan low cost carrier. Senada dengan hal tersebut YLKI
sebagai lembaga yang memfokuskan diri tethadap masalah perlindugan konsumen
pada tahun 2003 me‘ngadakan stdi tentang Dampak Banting Harga Bagi
Konsumen Penerbangan mengindikasikan banyak kelemahan dan dugaan
berkurangnya layanan keselamatan dari operator. Berdasarkan studi tersebut
dibuktikan bahwa adanya korelasi antara penerapan low cost carrier dengan
turunnya mute pelayanan keselamatan. Studi tersebut juga diperkuat dengan
laporan ICN (2002) yang menyatakan bahwa hatpa murah ini ternyata
dikompensasi dengan mrunnya mut layanan, dalam hal ini rangible.''®

1% Warta Konsumen. Edisi Februari 2007. Hlm. 12.
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43 Ketentuan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang relevan bagi Pelaku Usaha Jasa Penerbangan.

4.3.1 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Koporasi dalam
Perspektif Perlindungan Konsumen

Studi tentang hukum pidana tidaklah hanya bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum pidana yang sekarang sedang berlaku sebagai hukum positif,
melainkan juga memahami dan menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana itu
berlangsung. Apa yang sedang tetjadi di masyarakat dengan berbagai aktivitasnya
yang begim kompleks. Apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai
aktivitasnya yang begitu kompleks, tidak laput men; adi pethatian bidang hukum ini,
termasuk fenomena tindak pidana Korporasi (corporate crime) yang merugikan
konsumen, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara universal, berdasarkan
berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya
berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha
(corporate), baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau
daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam
suaty orpanisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan
kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untk menyeimbangkan kedudukan tersebut
dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Negara mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya tanpa
tetkecuali dimanapun ia berada menurut tata kehidupan masyatakat beradab yang
menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh
pemetintah dalam atti lnas (eksekutif, yudikatif dan legislatif), sesuai dengan salah
satu mjuan dibentuknya pemetintah negara Indonesia sebagaimana diamanatkan
alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai reaksi dari
fenomena tindak pidana Kkotporasi tetsebut maka negara berkewajiban untuk
menjalankan fangsinya yaitu melindungi warga negaranya. Salah satn instramen

yang menjadi produk dari negara untuk melindungi warga negaranya adalah norma
hukum.
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Dijelaskan sebelumnya bahwa hukum perlindungan konsumen tersebar
dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai cabang hukum perdata,
hukum dagang, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, yang kadang-
kadang tampak melindungi konsumen. Penjelasan tersebut dapat digambarkan

melalui bagan berikut:'"’

TABEL 4

Struktur Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Konsumen/
Hukum Perlidungan Konsumen

Hukum Perdata . Hulcon Publik
{dalam arti
luazg)
I | —
Nulcum
Nuleem Edministrasi
| Perdata
Hakum
Pidana
|| Hukum
Hukum Perdata
Internazional
Hukwn fcara
Perdataf
Pidana

Hukum pidana sebagai salah sat unsur dari Hukum Publik yang penting
dalam melindungi kepentingan imasyarakat, termasuk kepentingan masyarakat
konsumen, dari perbuatan-perbuatan (tindak pidana berbentuk kejahatan atau
pelanggaran) yang merugikan, baik harta benda, kesehatan tubuh maupun ancaman
terthadap jiwa mereka. Sebelumnya sudah dibahas bahwa sifat hukum pidana
sebagai ultimum remedium masih banyak diikuti sebagai besar ahli hukum dan

113 oz, Nasution. Konsumen dan Hukum. Ibid. Him. 139.
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praktisi hukum di Indonesia, meskipun pemberlakuan sejumlah undang-undang
yang termasuk dalam kategori hukum-hukum sektoral seperti Undang-undang
Perlindungan Konsumen, telah meretas suatu dimensi baru dari hukum pidana. Bila
semula hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider, artinya sanksi dalam
hukuin pidana, berupa sanksi yang negatif, baru diterapkan bila sarana-sarana atau
upaya-upaya yang ada, seperti: instrumen-insttumen hukum perdata, hukum dagang
dan hukum administrasi negata, dianggap belum dapat memberikan pemecahan
masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat secara memadai, kini mutlak
dipetkenalkan bahwa fungsi yang subsider itu berjalan bersama-sama dengan
instrumen-instramen hukum yang lainnya dalam penegakan hukum. Ada
kemungkinan ia tak lagi hanya mengemban fungsi yang subsider itu.

Kini Undang-undang Perlindungan Konsumen yang sudah lama ditunggu-
tunggu konsumen telah terbit (Undang-undang No.8 Tabun 1999). Sekalipun
demikian di dalam pasal 64 UUPK dinyatakan bahwa “... kesemua undang-undang
yang ada dan betkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang
tidak bertentangan atau telah diamr khusus oleh undang-undang”. Betrdasarkan
penjelasan umum UUPK disebutkan, bahwa disamping UUPK pada dasarnya bukan
merupakan awal dan akhit dati hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK telah ada beberapa undang-
undang yang matetinya melindungi kepentingan konsumen. Yang harus diingat
juga bahwa kedudukan UUPK menurut penjelasan umumnya adalah payung yang
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum bidang perlindungan

konsumen.

Dijelaskan sebelumnya bahwa UUPK bersifat sebagai payung hukum yang
mengatar secara sektoral mengenai petlindungan konsumen. Tetfjadi perubahan
paradigma betpikir di dalam UU No.8 tahun 1999 (UUPK) khususnya di bidang
hukum pidana. Sebelumnya hukum pidana “tidak tetlepas dati konteks manusia
sebagai pelaku tindak pidana”, namun di dalam UUPK terjadi pergeseran dimana
pandangan bahwa hanya manusia yang pada prinsipnya dapat diperlakukan sebagai
subjek hukum dapat disimpangi.
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Menurut Heide, saat ini yang menjadi pokok soal dari hukum pidana adalah
“tindakan”, “pelepasan konteks manusia” ini, berkaitan erat dengan kenyataan
bahwa semakin lama orang semakin condong pada pendekatan fungsional tethadap
hukum pidana, dimana yang menjadi pusat perhatian adalah makna sosial dan
normatif dari suatu tindakan, yaitu apakah si tersangka telah memainkan peranan
sosialnya secara tepat atau tidak.'?®

Berkaitan dengan subjek hukum pidana korporasi dapat ditemukan bahwa di
dalam UUPK ada kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, hal tersebut dapat kita
ditafsirkan di dalam bunyi pasal 1 angka 3, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang
berbentuk badan hukum mavpun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik senditi maupun bersama-sama melalui  perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Selanjuthya definisi pelaku usaha tersebut kita kaitkan dengan atran yang
mengatr masalah unsur pidananya di dalam UUPK. Betbicara mengenai
pemidanaan maka akan berkaitan erat dengan keberadaan sanksi. Sanksi pidana
diatur di dalam pasal 61 hingga pasal 63 UUPK. Berdasarkan bunyi pasal 61
UUPK, secara jelas memperlihatkan suat bentuk pertanggungjawaban pidana yang
dapat diminta tidak hanya kepada pengurusnya saja tetapi kepada perusahaannya
juga. Bunyi pasal tersebut, adalah sebagai berikut;

Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan tethadap pelaku usaha dan/atau
o 121

pengurusnya”.

2 Miru A & Yodo $. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Him. 283.
12 indonesia. Undang-undang Perlindungan Kansumen. UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999,
TLN No.3821.
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Melalui ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan
dinyatakan sebagai salah satu subjek hukum pidana.

Berikutnya penulis akan menjabarkan bentuk sanksi apa saja yang dapat
dikenakan kepada pelaku usaha yang diatur di dalam pasal 62 UUPK, adalah
sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf'd,
huruf ¢, hurorf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama S (lima tahun atan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha j»ang melanggat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 91) huruf d dan
huruf f dipidana dengan pidana penjata paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Tethadap pelanggaran yang mengakibatkan Iuka berat, sakit berat, cacat tetap,
atau kematian diberlakukan ketentan pidana yang betlaku.'2

Berdasarkan aturan di atas maka yang menjadi peitanyaan adalah apakah
semua jenis sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha dalam hal ini
adalah kotporasi? Mengingat kotporasi sebagai subjek hukum pidana bukan sebagai
manusia tetapi sebagai rechrpersoon, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan atas
tindak pidana yang dilakukan hanyalah dalam bentuk sanksi pidana yang berupa
pidana denda, sekalipun petbuatan pidana yang tetjadi mengakibatkan konsumen
luka berat, sakit berat, cacat tetap bahkan hingga meninggal dunia. Untuk
memperjelasnya penulis mengambil contoh yang dapat dilihat dalam tlisan

2 1bid.
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Strien'®, yang mengemukakan putusan pengadilan Leeuwarden 1987 berkenaan
dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebuah rumah sakit yang mengakibatkan
meninggalnya pasien rumah sakit tersebut. Atas perbuatan pidana ini, rumah sakit
dikenakan hukuman membayar denda sebesar 25.000 gulden. Dalam kasus ini,
peristiwa diawali oleh seorang montir sewaktn memperbaiki alat narcose,
menukarkan gas oksigen dengan sambungan gas “tertawa” dan atas petrbuatan itu
seorang pasien mendapatkan gas “tertawa” dan bukan gas oksigen, akibatnya pasien
tersebut meninggal dunia. Dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti bahwa di
rumah sakit tersebut, peralatan (operasi) diperlakukan dengan sangat ceroboh.
Hampir tidak ada kontrol atas pemeliharaan peralatan, tidak ditemukan adanya
instruksi yang jelas tentang cata pelaksanaan reparasi alat-alat yang rusak dan selain
itu kepala bagian pemeliharaan alat, kurang mengontrol apa yang dilakukan para
montir terhadap alat-alat tersebut. Lebih dari itu, di rumah sakit ini juga terbukti
menggunakan peralatan narcose yang tidak lagi tercatat di bagian administrasi,
sehingga alat-alat seperti ini tidak lagi dikontrol dan mendapatkan “setvice™ secara
teratur. Sidang pengadilan memutuskan, bahwa tidak saja montir tersebut bersalah,

tetapi juga seluruh rumah sakit bertangpung jawab atas meninggalnya pasien
tersebut.

Bedasarkan ilustrasi di atas dan bila dikaitkan dengan Korporasi sebagai
pembuat, maka penulis berkesimpulan sanksi pidana yang dikenal dalam UUPK ada
2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atan
pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rapiah) dan
sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rapiah).

Ketentuan Pasal 62 ini juga membetlakukan dua atran hukum sesuai
tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran

13 aA.LJ. Van Strien. Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ungkungan, dalam Schffmeister, D.,

Kekhawatiran Masa Kini {Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Teori &
Praktek). Terjemahan: Tristam R Moeliono. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Him. 266-267.
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mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan
ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) berdasarkan pada ayat (3), sementara di luar dari tingkat
pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UUPK).

Khusus menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dalam ramusan
Pasal 62, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu ditinjau kembali karena akibat-
akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasi sebagai
kejahatan.

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana dikemukakan di atas, dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis hukuman
pokok sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa:

Hukuman-hukuman ialah:

a. Hukuman-hukuman pokok
1. Hukuman mati,
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman kurungan,
4. Hukuman denda.

b. Hukuman-hukuman tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perambasan barang tertentu,
3. Penpumuman keputusan hakim.

Menjadi masalah apabila sanksi pidana berupa denda yang dijatuhkan atas
perbuatan pidana yang dilakukan pelaku usaha berbadan hukum, hanya dipandang
sekedar “ongkos” sebagaimana halnya ongkos yang hatus dikeluatkan dalam
rangka operasional produksi suatu perusahaan. Mengenai hal ini lebih jelasnya
dikemukakan oleh Susanto bahwa, melihat praktek penegakan hukum terhadap
pelangparan-pelangparan yang dilakukan Kkorporasi, agaknya bagi korporasi,
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pelanggaran hukum hanya dipandang sekedar ongkos, yakni biaya atau
pengurangan dari keuntungan “melalui denda® yang dikalkulasikan dan
diperhitungkan sebelumnya dengan cara yang sama seperti halnya dengan setiap
ongkos yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan dan memasarkan produk dari
kotporasi yang bersangkutan '

Adanya sanksi pidana (denda) yang dipandang sekedar ongkos operasional
produksi atau pemasaran seperti itu, akan mengakibatkan perusahaan sebagai
subjek hukum pidana tidak menjadi jera atau sanksi pidana (denda) yang dimaksud
tidak mengubah perilaku perusahaan yang dimaksud. Akibataya perbuatan pidana
dapat selalu berulang. Jika dalam hal ini pemberlakuan sanksi pidana denda saja

tetjadi, dan masih belum cukup teristimewa sanksi denda yang dimaksud jumlahnya
kecil sehingga harus ada pertimbangan tethadap kemungkinannya membetikan
sanksi tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 63 UUPK.

Pasal 63

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

Perampasan barang tertentu;

Pengumuman keputusan hakim;

Pembayaran ganti rugi;

Perintah penghentian kegiatan tertentn yang menyebabkan timbulnya

g o g P

kerugian konsuimen:

Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
Pencabutan izin usaha.”'®

oo

Bila kita telaah lebih lanjut di dalam pasal 63 di atas khususnya di dalam
butir ¢ dimana jenis hukuman tambahannnya adalah pembayaran ganti rugi.

1* susanto, 18. Kejahatan Korporasi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1395. Him. 30.

3 Indonesia. Op. Cit.
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Pengaturan masalah ganti rugi di dalam sanksi pidana merupakan suatu bentuk
inkonsistensi pembentuk undang-undang. Sebagaimana diketahui bhawa ganti
kerugian merupakan Kajian dari hukum perdata dan bukan hukum pidana.

4.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kkeberadaan Undang-undang
Petlindungan Konsumen seperti dua sisi mata nang. Dimana satu sisi keberadaan
UUPK untuk melindungi Kkepentingan konsumen dan di sisi yang lainnya
keberadaan UUPK juga untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. UUPK tidak
hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan
juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, terlihat bahwa
hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur di dalam pasal 4) lebih banyak
dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat dalam pasal 6), dan kewajiban
pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat
dalam pasal 5).

Signifikansi pengatran hak-hak konsumen melalui Undang-undang
merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, Karena
undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut
konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan
yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad Sembilan

belas.!2

16 yimly, Asshiddigie. Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa
Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya. Jakarta; Fakultas Hukum Universitas
indonesia, 1998.
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Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan
oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkanlah 9 (Sembilan)

hak konsumen, yaitu:

1.

127

Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang
dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau
Jasa tersebut sesuai dengan nilai mkar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atan jasa
yang digunakan:

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara pamt;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk dipetlakukan atau dilayani secata benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi danfatan penggantian,
apabila barang dan/atan jasa yang diterima tidak sesuai dengan
petjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diamr dalam ketentuan peraturan perundang-undang
lainnya.

Hak-hak Ronsumen yang di atas merupakan pedoman yang lahir dari
deklarasi petlindungan konsumen di Amerika Serikat, yang kemudian diadopsi oleh
PBB pada tahun 1985 berbentuk pedoman-pedoman bagi Upaya Petlindugan
Konsumen (Guidelines Jor Consumer Protection). Karena Indonesia merupakan
bagian dari anggota PBB maka panduan tersebut diadopsi ke dalam hukum positif

kita.

' Abdul H Barkatulah. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran.
Bandung: Nusa Media, 2008. Him. 23.
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Dari Sembilan butir hak konsumen yang dijabarkan, terlihat bahwa masalah
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling
pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam
masyarakat.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, sebagai keseimbangan maka
konsumen juga diwajibkan untuk:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atan  jasa, demi keamanan dan
keselematan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
Jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
I dimaksudkan agar konsumen senditi dapat memperoleh hasil yang
optimuin atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

4.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan
sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para
pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK.

Betrikut adalah hak dan kewajiban yang dibetikan/dibebankan oleh Undang-
undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha:

1. Hak unmk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
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2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukuim dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbuka secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada hurof b dan d,
sesungpuhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak bethubungan dengan pihak
aparat pemetintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan
dalam tgasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut
diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.
Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b.e,
dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dati hak konsumen yang telah disebutkan
pada uraian terdahutn, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kKewajiban-
kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Membetrikan informasi yang benat, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atan jasa, serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Mempetrlakukan atan melayani konsumen secara benar dan jujur, serta
tidak diskriminatif;

4. Menjamin mut barang dan/atan jasa yang diproduksi dan/atan
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutn barang dan/atau
jasa yang berlaku;
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5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

Bila ditelaah lebih lanjut, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut

merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk
menciptakan budaya tanggung jawab, pada diri para pelaku usaha.

43.4 Larangan Bagi Pelaku Usaha Khususaya yang Berkaitan dengan
Usaha Jasa Penerbangan.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa
pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau
Jjasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar
minimum™ yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh svatn barang dan/atan jasa
tertentu sebelum barang dan/atan jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi
oleh masyarakat. Betkatitan dengan jasa penerbangan yang disebut dengan
penetbangan yang layak adalah penerbangan yang sesuai dengan tujuan
penerbangan yang diatur di dalam pasal 3 UU penetbangan. Di dalam pasal tersebut
masalah keselamatan dan keamanan merupakan prioritas yang utama sehingga dua
hal tersebut disebutkan sebagai 2 hal pertama dati bagian tujuan penerbangan.

Masalah keselamatan dan keamanan diatur secara khusus di dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan. Di
pasal 1 disebutkan maksud dari keamanan dan keselamatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 butir (1),(2), dan (3)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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1. Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk
mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat
sesuaidengan rencana penerbangan.

2. Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari
penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau
tindakan yang melawan hukum.

3. Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari
penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur
operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap satana dan prasarana
penetbangan beseita penunjangnya.'®

Di peratiran pemeritah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan penetbangan juga diatir beberapa “standar minimum™ yang harus
dipenuhi agar suatn penerbangan dapat dikategorikan layak, hal tersebut sejalan
dengan apa yang diawi didalam UUPK.

Di dalam pasal 8 UUPK dijabaikan beberapa larangan bagi pelaku usaha.
Namun berkaitan dengan jasa penerbangan maka larangan yang mempunyai Kaitan
erat adalah, larangan tersebut meliputi liegiatan:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atan jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentan peraturan perudang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau
keterangan barang dan/atan jasa tersebut;

2 jndonesia. Op. Cit.
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d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan,
gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barangdan/atau jasa
tertentu;

f. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untwk penggunaan yang
menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

g. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesnai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Secara patis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang-undang
tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi standar
yang layak untuk dpergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh
konsumen;

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak
akurat, yang menyesatkan konsuinen. |

4.3.5 Mekanisme Penggunaan Instrumen Hukum Pidana

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah tidak
mungkin lagi diajukan:'?

12 yusuf, Shofie. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
(UUPK}-Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Him. 124.

106 Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008




1. Upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan perudang-
undangan pelaksanaannya dan

2. Temyata pelaku usaha tidak menjalankannya secara sukarela meskipun
putusan dimaksud (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
telah dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada ]Sengadilan negeri di
tempat konsumen yang dirugikan maka menurut Pasal 56 ayat (4)
Undang-undang Perlindongan Konsumen (UUPK), BPSK menyatakan
putusan) kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 56 ayat (5) UUPK, putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) itu merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untk
melakukan penyidikan. Selanjutaya Yusuf Shofie berpendapat dati ketentoan Pasal
56 ayat (4) dan ayat (5) UUPK tersebut bahwa tidak mematuhi putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah tidak mungkin lagi
mengajukan keberatan dan telah dimintakan fiar eksekusi, merupakan salah satu
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.”?® Norma hukum ini dapat
menjadi salah sat upaya penghormatan tethadap lembaga peradilan, dalam hal ini
Pengadilan Negeti. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memang
bukan lembaga peradilan. Ia merapakan lembaga quasi rechispraak, namun
putnsannya batru dapat dieksekusi setelah Pengadilan Negeri mengelnarkan fiat
eksekusi.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam kerangka Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana), yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan

2 1bid. Him. 124-125.
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2.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perindustrian
dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik
PNS) tersebut (Pasal 59 ayat (2) UUPK), yaitu:

I.

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau Kketerangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
Melakukan pemeriksaan tethadap orang atan badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang lain atan badan hukum

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti serta melakukan penyitaan tethadap barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang petlidungan
konsumen;

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tgas penyidikan
tindak pidana di bidang petlindungan konsumen.

Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeti Sipil (PPNS) dilaksanakan
dengan berkootdinasi dengan peyidik POLRI. Koordinasi penting dilakukan dalam
2 (dua) hal. Pertama, penyidik Pejabat Pegawai Negeti Sipil (PPNS)
memberitahukan:

1. Dimulainya penyidikan; dan
2. Hasil penyelidikan kepada penyidik POLRI.

Pembetritahuan butir (1) dalam praktek lazim disebut Surat Pemberitahuan
Dilakukannya Penyidikan (SPDP). Sedangkan pembetitahuan butir (2) dapat

berupa:

1.
~ konsumen yang bersangkutan diteruskan pada tingkat penuntutan; atau

Cukupnya bukti sehingga peikara tindak pidana di bidang perlindungan
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2. Tidak cukupnya bukti sehingga perlu dikeluarkan perintah penghentian

penyidikan.

Kedua, penyampaian hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum dilakukan
melalui Penyidik POLRI. Jadi, proses penuntutan tindak pidana di bidang
petlindungan konsumen sama halnya dengan yang lazim dilakukan dalam perkara
pidana biasa. Yang berbeda adalah pada proses penyidikan. Pada proses penyidikan,
peran penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat penting Kkarena
dianggap memiliki keahlian kKhusus sehingga harus diberikan wewenang khusus .
(Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUPK).

Hal-hal lainnya menyangkut pengunaan instramen hukum pidana berlaku
ketentuan-ketentian yang termuat dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana sepanjang tidak dilakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam
Undang-undang Petlindungan Konsumen (UUPK).

4.4 Kasus Tambolaka (Adam Air)

Dari beberapa kasus kecelakaan Pesawat Udara yang tetjadi di Indonesia
dari tahun 2002 hingga tahun 2007 berdasarkan data yang kami peroleh, ada
beberapa kasus yang mengindikasikan keterlibatan perusahaan penerbangan. Atas
setiap kasus kecelakaan yang tetjadi, dilakukanlah proses investivigasi oleh badan
yang berwenang dalam hal ini adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT). Namun hasii investivigasi dari KNKT tidak bisa dijadikan alat bukt
untuk dilakukan bukti awal dalam ‘dilakukannya penyidikan. Hal ini disebabkan
berdasarkan hukum udara internasional bahwa proses investivigasi yang dilakukan
oleh KNKT hanya semata-mata untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan

sebab yang sama bukan untmk mencari pertangpungjawaban terhadap kecelakaan
tersebut.

Dalam sejarah penegakan hukum penerbangan khususnya hukum pidana
memang baru pada kasus kecelakaan Garuda GA-200 yang tetjadi di Yogyakarta, 7

109 Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008



Maret 2007 lalu, untuk pertama kali dilakukan proses penyidikan. Menurut

13! melalui wawancara yang penulis lakukan beliau berpendapat

Israfulhaya
bahwa “tidak perahnya digunakan instrumen hukum pidana dalam suatu Kasus
kecelakaan pesawat udara berkaitan dengan adanya aturan dalam hukum
internasional yang melarang adanya kriminalisasi kecelakaan penerbangan dan
tidak diperbolehkannya hasil investivigasi dari KNKT untuk dijadikan alat bukti
sebagai bukti awal dilakokannya  penyidikan”.  Berkaitan  dengan
pertanggungjawaban pidana Korporasi, beliau berpendapat bahwa “aturan yang
mengatur masalah penerbangan yaitu Undang-undang Penerbangan tidak mengenal

subjek hukum pidana korporasi”.

Bila dikaitkan dengan tujuan hukum Kkhususnya hukum pidana yang
diungkapkan oleh Bentham, tentunya alasan di atas tidaklah mendasar. Seperti
dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan hukum pidana menurat pandangan
fungsional dititikberatkan pada penilaian apakah sanksi pidana it dapat
menciptakan kondisi yang lebih baik. Sejalan dengan pandangan ulititarian'*,
pandangan ini melihat bahwa ketertiban umum (public order) sebagai sarana
perlindungan masyarakat. Dengan demikian pembenatan penggunaan hukum
pidana bukanlah karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tidak
melakukan kejahatan.

Atas dasar tersebutlah penggunaan insttuimen hukum pidana lebih
dititikberatkan kepada tindakan pencegahan agar tingkat kecelakaan pesawat udara

31 Beliau adalah Bagian Hukum — Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubugan Udara.

12 Muladi dan Arief mengemukakan butir-butir pandangan ulititarian (teori relative atau teori tujuan)
sebagai berikut: a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); b. pencegahan bukan tujuan
akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu: kesejahteraan
rakyat; c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja
{misal karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. pidana harus
ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e. pidana melihat ke
muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsur
pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan
kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Qp. Cit.
Him. 17. '
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dapat ditekan walaupun apabila kecelakaan tetap terjadi hukum tetap ditegakkan.
Hal tersebut sesuai dengan asas yang ada di dalam KUHAP yaitu “perlakuan sama
di muka hukum tanpa diskriminasi”.

Selanjutnya dalam penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian
penulisan hukum ini yaitu kecelakaan pesawat udara yang diindikasikan adanya
keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan kami memilih kasus Maskapai .
Penerbangan Adam Air yang pesawatnya mengalami kehilangan arah. Alasan kami
memilih kasus ini Karena sangat “kental” sekali Keterlibatan dari maskapai
penerbangan (Adam Air) yang mengakibatkan terjadinya pendaratan darurat di
Tambolaka. Berikut kami jabarkan kronologis kasus tersebut.

4.4.1 Kronologis Peristiwa

Pada tanggal 11 Februati 2006, Pesawat Boeing 737-300 milik maskapai
penerbangan Adam Air lepas landas dari Bandara Soekatno Hatta pada pukul 06.30
WIB dengan mjuan Makasar. Setelah 20 menit terbang pesawat tersebut mengalami
kerusakan pada sistem navigasi dan sistemm komunikasinya (Inersial Reference
System). Inersial Reference System (IRS) berfungsi memberi masukan data ke
sistem outopilot.

Lebih dari sam jam pesawat tersebut terbang tanpa arah, dan melenceng
sekitar 525 kilometer dati tujuannya. Pesawat tersebut dipiloti oleh Tii Nusiyogo
dan copilot Ahmad Deny Syaifaddin. Sekitar pukul 10.45 WITA, radar Bandar
udara kecil di Tambolaka Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menangkap sebuah
“unidentified flying objecr’. Pesawat tersebut sempat berputar-putar sebanyak tiga
kali sehingga memumskan untak mendarat. Kepumsan untuk mendarat sempat
membuat otoritas bandara khawatir karena panjang lintasan Tambolaka hanya
sepanjang 1800 meter sedangkan pesawat jenis boeing 737-300 membutuhkan
ranway minimal 2.200 meter.
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Setelah berhasil mendarat dengan selamat, menurut prosedur apabila sebuah
pesawat yang mengalami insiden seharusnya terlebih dahulu dulu dilakukan
investivigasi oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan
Departemen Pethubungan dalam hal ini adalah Dinas Sertifikasi Kelaikan Udara
(DSKU). Setelah proses investivigasi selesai maka direktorat Perhubungan Udara
akan mengeluarkan flight Approval (FA) sebagai izin untuk memindahkan pesawat
tersebut. Namun yang terjadi setelah mendapat perbaikan dari teknisi Bandara
Ngurah Rai, pada minggu(12/2/06) pukul 10.00 WITA, pesawat tersebut
diterbangkan dari Bandata Tambolaka menuju Bandara Hasanuddin.

Tindakan memindahkan pesawat tersebut dilakukan tanpa adanya FA dari
Direktorat Perhubungan Udata. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pihak
mengindikasikan adanya maksud dari operator penerbangan (Adam Air) untmk
menutupi kesalahan. Seperti menurut Martono, aturan tersebut dimaksudkan agar
tim investivigasi dapat segera melakukan investivigasi untuk mengetahui penyebab
insiden, “kalau posisi pesawat sudah berubah, berarti sudah ada yang diperbaiki,
kalau sudah diperbaiki, berarti ada perubahan alat-alat pada pesawat, sehingpa
penyebab yang dicaripun tidak akan ditemukan”.'*

4.4.2 Analisa Kasus

Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah diungkapkan di atas ada
beberapa tindakan yang menufut aturan yang ada dikategorikan sebagai
pelanggaran. Aturan pertama yang dilanggar adalah Undang-undang nomor 15
tahun 1992 tentang Penerbangan. Menurut pengamat Hukum Penerbangan Kamis
Martono, pada Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan diatur bahwa tidak dibenarkan untuk mengubah letak pesawat udara
sebelum dilakukan investivigasi, kecuali untk menyelamatkan penumpang.'*

13 Kompas. Adam Air Langgar UU Penerbangan. 14 Februari 2006.

13 Ibid.
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Berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah melalui Departemen Perhubungan
menganggap Adam Air telah melakukan pelanggaran serius karena menerbangkan
pesawat udara yang telah mengalami insiden. Seharusnya, pesawat yang telah
mengalami insiden tidak diperbolehkan terbang sebelum dilakukan investivigasi
oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maupun Departemen
Perhubungan (Dephub).

Kenyataannya, tanpa menungpu tim investivigasi datang pesawat tersebut
langusung diperbaiki di tempat dan secara tergesa-gesa kemudian diterbangkan
menuju Makasar. Hal ini, disamping menyalahi aturan juga membahayakan sekali
karena landasan Tambolaka tidak memenuhi persyaratan untuk lepas landas (rake
off) dan pendaratan (landing) pesawat sejenis B-737.

Dengan diterbangkannya pesawat udara tersebut, maka tekaman kejadian
yang ada di dalam kotak hitam (terditi dati cockpit voice recorder dan flight data
recorder) menjadi tethapus karena alat itu hanya merekam data untku 30 menit
terakhit dari pelaksanaan penerbangan. Akibatnya, tim investivigasi tidak dapat
memperoleh data akurat dari kejadian sesungguhnya.

Aturan lain yang dilanggér adalah Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen. Pelanggaran tethadap UUPK dimjukan kepada pelaku usaha (maskapai
penerbangan) dalam hal ini Adam Air. Adam Air dianggap melanggar aturan
kelaikan udara dengan menerbangkan pesawat Boeing 737-300 registrasi PK-KKE
setelah mengalami kerusakan di bagian Internal Reference System (IRS).

Kerusakan di IRS yang membeti masukan data ke sistem outopilot sehingga
menyebabkan pesawat udara terbang tanpa arah dan akhimya mendarat di
Tambolaka. Tindakan tetap menerbangkan pesawat yang tidak memenuhi kelaikan
tetbang dapat dikategorikan sebagai pelanggatan pasal 8 ayat (1), UUPK,
disebutkan disana:
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Pasal 8

(1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan '
Jo
Pasal 16

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetbangan

“Dilarang menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan
pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atan penduduk atan mengganggu
keamanan dan ketertiban umuim atan merugikan harta benda milik orang lain.»!%

Sepetti telzh dijelaskan sebelumnya bahwa setiap konsumen berhak atas atas
kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi batang dan/atau jasa (Pasal 4
butir () UUPK). Pelanggaran pasal tersebut di dalam UUPK dapat dikenakan
sanksi pidana yang selanjutnya di atur di dalam pasal 62 Ayat (1) UUPK, yaitu:

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggat ketentnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, hurotf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama S (lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua

milyar rupiah).'*?

% Indonesia. Op. Cit.

5 Indonesia. Undang-undang Penerbangan. UU No.15 Tahun 1992, LN No.53 Tahun 1992, TLN
No.3481.

7 1bid.
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Selanjutnya apabila pelanggaran tersebut menyebabkan korban luka bahkan
kematian maka di ayat (3) pasal 62 UUPK, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 62

(4) Terthadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap,
atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku .13

Telah dijabarkan beberapa aturan yang dapat dikenakan atas pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan Adam Air selaku operator penerbangan. Namun
dikarenakan fokus penulisan ini betkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan
kotporasi, maka aturan yang penulis tekankan adalah UUPK Kkarena subjek hukum
pidana di dalam UUPK selain manusia alamiah (naruurlijk persoon)juga mengenal
Korporasi yang di dalam UUPK disebut sebagai pelaku usaha.

Kenyataan yang terjadi juga bahwa maskapai Adam Air adalah salah sam
perusahaan jasa penerbangan yang menerapkan sistem Low Cost Carrier. Betkaitan
dengan kenyataan it maka studi YLKI tahun 2003 tentang Dampak Banting Harga
bagi Konsumen Penetbangan mengindikasikan banyak kelemahan dan dugaan
berkurangnya layanan keselamatan dari operator seakan mendapatkan pembenaran.
Kerusakan total sistem navigasi dan sistem komunikasi pesawat ita amat layak
dipertanyakan. Sebuah pesawat terbang modetn seyogianya telah dilengkapi sistem
navigasi dan sistem komunikasi berlapis, simultan dan independen. Kerusakan pada
lapis tertentu, biasanya, secara simultan langsung digantikan oleh lapis sistem yang
lain, dan begita selanjutnya. Dalam hal ini sangat tetlihat bahwa adanya kelalaian
dari manajemen perusahaan dalam hal melakukan perawatan. Telah dijelaskan
sebelumnya bahwa masalah perawatan pesawat merupakan salah sat unsur yang
menjadi pethatian dari perlindungan bagi konsumen khususnya menyangkut
masalah keselamatan.

28 1bid.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Fungsionalisasi hukum pidana sebagaimana diusulkan Muladi di bab
sebelumnya, memang relevan dengan situasi dan kondisi aktivitas ekonomi pada era
perdagangan bebas ini. Teori pelaku fungsional yang dikemukan B.V.A Roling
sejalan dengan ide fungsionilasasi hukum pidana. Menurut teori ini, sebagian besar
delik tidak hanya dapat dilakukan pribadi kodrati, tetapi juga oleh korporasi
sehubungan dengan fungsinya dalam masyarakat.'>

Sanksi pidana yang diatur di dalam UUPK, dalam batas-batas tertentu

kepentingan-kepentingan lebih 200 juta konsumen Indonesia yang secara kKhusus
telah dirumuskan sebagai hak-hak konsumen dalam UUPK (pasal 4 UUPK). Dari
sinilah kita dapat mengetahui bahwa hukum pidana sebagai sarana petlindungan
masyarakat (social ~defence) digunakan wuntuk mewujudkan kepentingan-
kepentingan masyarakat.'*® Pengpunaan instrumen hukum pidana diperkirakan akan
mewarnai penegakan UUPK, ketika pemerintah mulai konsisten dengan jargon-
jargon penegakan hukum. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana tidak lagi

semata-mata ultimum remedium, melainkan primum remediun.

Studi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2003
tentang Dampak Banting Harga Bagi Konsumen Penerbangan mengindikasikan

3%/an Bemmelen, J.M. Hukum Pidana 1:Hukum Pidana Material Bagian Umum (Diteriemahkan oleh

Hasnan). Bandung: Binacipta, 1987. Him. 235.

0 Kepentingan-kepentingan masyarakat itu, yaitu: 1. Pemeliharaan tertib masyarakat, 2. Perlindungan

masyarakata dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang
dilakukan orang lain, 3. Pemasyarakatan kembali (resosialisasi) apra pelanggar hukum, 4.
Pemeliharaan/pemantapan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial,
martabat kemanusiaan dan keadialan sosial. Muladi dan Arief, Barda Nawawi. Loc Cit. HIm. 166.
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banyak kelemahan dan dugaan berkurangnya layanan keselamatan dari operator.
Data ini juga diperkuat laporan ICN (2002) menyatakan bahwa harga murah ini
ternyata dikompensasi dengan menurunnya mutu layanan, dalam hal ini mutu
tangible "' Hal tersebut dapat membuktikan bahwa dampak penetapan sistem “low
cost carrier” oleh beberapa maskapai penerbangan bagi konsumen penerbangan,
mengindikasikan adanya hubungan dengan tingginya kasus kecelakaan pesawat
udara yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah
sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menatik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pada dasamya UUPK sebagai payung hukum petlindungan konsumen di
Indonesia mengakui subjek hukum pidana korporasi, hal tersebut dapat
ditafsitkan dalam pendefinisian dari pelakn usaha yang termasuk di
dalamnya adalah korpotasi. Ditambah lagi dengan memungkinkannya
pelaku usaha (korporasi) dilakukan tindakan penuntutan, hal tersebut
diatur di dalam Pasal diatur di dalam pasal 61 UUPK. Selanjutaya di
Pasal 62, memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran mengakibatkan
luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan
hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut
berlaku ketentian pidana tersebut dalam Undang-undang Petlindungan
Konsumen. Jika menurut pertimbangan hakim pemberian sanksi pidana
denda saja, masih belum cukup teristimewa sanksi denda yang dimaksud
jumlahnya kecil maka tidak menump kemungkinannya dapat
diberikannya sanksi tambahan sebagaimana diatar di dalam Pasal 63
UUPK. Berkaitan dengan objek penelitian dalam penulisan ini adalah

pertanggungjawaban pidana penyedia jasa penerbangan terhadap

*! Tragedi Lion Air dan Rendahnya Tanggung Jawab Operator. Warta Konsumen, Januari 2005. Him. 1.

117 Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008



5.2 Saran

kecelakaan pesawat udara maka apabila ditemukan suatu indikasi
adanya keterlibatan perusahaan penerbangan terlibat maka
dimungkinkannya perusahaan penerbangan dimintai
pertanggungjawabannnya.

Pengaturan instramen hukum pidana  yang mengenal
pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UUPK tidak sepenuhnya
jelas. Undang-undang ini juga belum memberikan ketentuan mengenai
persyaratan bahwa suatu tindak pidana dapat ditentukan sebagai tindak
pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Dalam undang-undang ini
belum dengan tegas tetlihat ajaran apa yang digunakan dalam
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi. Juga
menyangkut istilah pelanggaran yang digunakan dalam rumusan Pasal
62 UUPK, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu ditinjan kembali
karena akibat-akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2) tersebut, di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikualifikasi sebagai kejahatan.

1. Sebaiknya sepera dibentuk suatu hukum pidana nasional yang mengenal subjek
hukum pidana kotporasi sepeiti yang sudah diatur di dalam RKUHP. Hal ini
sanpatlah penting berkaitan dengan payung hukum pidana saat ini dalam hal ini
adalah KUHP belum mengenal subjek hukum pidana korporasi. Begit juga
dengan undang-undang pidana formal dalam hal ini Undang-undang No.8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana yang belum mengatur mengenai tata cara
petgas penegak hukum dalam hal pemetiksaan terhadap keterlibatan korporasi
sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sebaiknya segera dibentuk undang-undang yang mengatur masalah penerbangan
secara khusus yang juga mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini
perlu dilakukan katena undang-undang penerbangan yang ada mengalami

118 Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008



keterbatasan apabila adanya indikasi keterlibatan penyedia jasa penerbangan
dalam suatu kecelakaan pesawat udara. UU penerbangan sudah tidak bisa lagi
menjawab tuntutan perkembangan masyarakat modern saat ini apalagi disertai
dengan pesatnya pertumbuhan dunia transportasi udara di Indonesia.

- Sebaiknya dibentuk suatu penyempurnaan terhadap Undang-undang Perlindungan
Konsumen saat ini khususnya berkaitan dengan tanggungjawab pidana pelaku
usaha (korporasi). Seperti yang telah diungkapkan di atas sebelumnya atas
beberapa Kkritik atan hal-hal apa saja yang perln diatr dalam rangka
pendayagunaan hukum pidana dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara.
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TELAAH

Pulang kampung dengan naik pesawat terbang? Ah, rasanya bukan hal yang mustahil untuk saat ini;
sekalipun kondisi perekonomian katanya belum pulih benar. Kondisi memang sudah berubah. Pesawat
lerbang yang dulunya hanya dinaiki para kalangan yang “berpunya” (the have) saja, kini para

: pembantu rurnah ?artg'ga (baby sitter) pun tak canggung lagi naik “burung besi"itu.

asalnya, kini tarif pesawat tidak

berbeda jauh dengan harga/tarif

kereta apibus eksekulif. Malah,
kalau  dihitung-hitung,  lebih
menguntungkan dan lebih murah
dengan berpesawal terbang. Lebih
cepal, nyaman, dan tidak mengeluarkan
rupiah lagi. Bayangkan, kalau
menggunakan bus ke Medan, lebih dari
3 hari 3 malam kila “lerpanggang” di
jalan. Atau, dengah Argo Anggrek ke
Surabaya, minimal harus ditempuh
dengan 11 jam perjalanan. Dengan
pesawat, cukup “1 jam dan lima maenil",
kata sang pramugari. Ke Medan, dengan
pesawat, cukuplah “1 jam dan 50 menit".
Jauh sekali selisihnya bukan?

Kendati begitu, gejala seperti ini
jangan dianggap tanpa masalah. Boleh
jadi, untuk sementara konsumen cukup
dibuat "manja” dengan persaingan

BEY . - - . 3

bebas di sektor penerbangan. Hak-hak
konsumen, untuk jangka pendek, bisa
terpenuhi; hak untuk memilih, hak atas
informasi, hak atas layanan yang
nyaman, dan dengan harga yang wajar
pula.

Gejala persaingan bebas di tarif
pesawat terbang, harus dilihat dengan
cara pandang yang krilis dan utub (multi
dimensi). Bukan sekedar dampak
kepada konsumen, tetapi juga
bagaimana “masa depan” moda
transportasl lain (darat/laut) yang
terkena efek langsung dari perang tarif
pesawal. Fenomena inilah yang
nampaknya belum mendapatkan
perhatian konkril dari Pemerintah
(Departemen Perhubungan); sebagai
regulator di seklor transportasi.

Sesuai dengan kompetansinya,

YLKI melihat kasus perang tarif
pesawet dari sisi kensumen,
benarkah akanmenguntungkan
konsumen dzalam jangka panjang?
Karana itulzh, YLKI melakukan
surveifriset, dengan tujuan untuk
melihat keuntungan yang dapal
diperoleh konsumen dengan adanya
kompelisi usaha dibidang
transportasi udara. Riset ini terbagi
menjadi dua bagian. Bagian pertama,
adalah studi literatur dampak
kornpelisi terhadap akses,
keterjangkauan dan ketersediaan
layanan jasa transporiasi udara bagl
konsumen. Data sekunder diperoleh
dari instansi Pemerintah terkait,
seperti, Dirjen Perhubungan Udara
Dephub, dan sumber-sumber relevan
ainnya. Seperti wawancara serta
Focus Group Diskusi (1 September -
2003) yang melibatkan operaior

WARTA KONSUMEN, NOVEMBER 2003
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TELAAH

Tabel 1. Pertumbuhan Penumpang dan Frekwensi Penerbangan 2002 dan 2003 Pada Rute Pifihan

Rute Penerbargan Prediksi Pertumbuban || Frekwensi/Minggu Pearubahan
Penumpang 2003 (%5) 2002 2093 Frekwensi (%5)

Jakarta — Balikpapan 23.02 259 319 23.17

Jakarta — Batam 20.76 63 105 66.67

Jakarta - Denpasar 5.81 98 63 -35.71

Jakarta — Mecan 36.01 112 140 25.00

Jakarta - Pontianak 36.02 g2 100 8.70

Jakarta ~ Surabaya 37.95 63 70" 11.41

Jakarta — Yogyakarta 76.08 81 66 -18.52

Rata-rata 33.66 768 863 12.37

udara, wakil pemerintah, KPPU,
konsumen serta LSM pemerhati
masalah UU Anti Monopoti dan
transportasi udara. Bagian kedua,
adalah studi mengenai preferensi

berhasil menjaring 508 responden

konsumen jasa transportasi udara,
yang dilakukan melalui polling yang

1921 828 2220 ()
12 8!

Sumber: Ditden Perhubungan Udara Rl. *) Januari — Juni 2003,

secara random.

Akses bagl Konsumen

Dari perspeklif konsumen,
akses terhadap layanan jasa
pencrbangan dapat berupa akses
terhadap
informasi
mengenai produk
dan akses
terhadap produk.
Dengan
kemajuan
teknologi yang
ada saat ini,
akses konsumen
terhadap .
informasi
penerbangan
hampir tidak
terbatas. Saluran
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adalah informasi dari mutut ke mulul
dari mereka yang berpengalaman.

Semakin ketatnya kompetisi
telah membuat operator berlomba-
{omba mendekati konsumen dengan
berbagai cara. Akhir-akhir ini iklan
jasa penerbangan marak menghiasi
media massa. Harian Media
Indonesia bahkan mempunyai rubrik
khusus "lklan Penerbangarn Anda”.
Iklan-iklar ini umumnya dipasang
oleh travel biro atau agen maskapai
masing-masing, yang memuat
informasi lentang rute, jadwal
penerbangan, bahkan tipe pesawal.
Banyak juga yang mencantumkan
harga jual tiket, sembari menawarkan
diskon dan hadiah besar-besaran.

Meningkatnya akses terhadap
jasa layanan penerbangan akibat
kebijakan kompelisi tampak pada
makin bervariasinya pilihan maskapai
penerbangan, jenis pesawat {jet, non
jet}. banyaknya jumlah tempat duduk,
frekuensi penerbangan'per hari, dan
variasi pithan jam penerbangan. Tabel
1 menggambarkan peningkatan akses
konsumen terhadap jasa layanan
penerbangan hanya dalam kurun
waktu satu tahun, Konsumen
diuntungkan dengan semakin
fleksibelnya kebutuhan jasa
penerbangan dapat terpenuhl.
Konsumen dapat memifih jasa °
penerbangan yang paling sesuai
dengan kebutuhan terbangnya.

Pertanggungjawaban pidana...,
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Tabol 2. Perbandingan Tarif Dan Waktu Tempuh Angkutan Udara Dengan Kereta Api (2002)

TARIF PERBEDAAN WAKTU TEMPUH Perbedaan
Rute Dari Kereta - Udara HARGA % Kereta Udara Waktu
Jakarta Ke Eksekutif {Ekonomi) Eksekutif (Ekonomi)
Yogyakarta 150,000 357,000 (217,000) -145% 7:50 0:50 7:00
Surabaya 250,000 404,000 (154,000) -62% | 9:00 1:00 8:00

§ e e o - —

Sumber: Paparan Usulan Tarif Refarer.si Pem;mpang Angkutan Niaga

11 April, 2003

Selain rute Jakarta-Denpasardan
Jakarta-Yogyakarta, rute-rute lainnya
memparlihatkan adanya peningkatan
frekwensi penerbangan per minggu.
Secara keseluruhan, Tabel 1
menunjukkan peningkatan frekwensi
penerbangan setiap minggu yang
dilakukan oleh maskapat penerbangan
sebesar 12,37%. MWMenurunnya
frekwensi penerbangan pada rute
Jakarta-Yogyakarta dan Denpasar yang
disertai dengan tetap meningkatnya
jumlah pemakai jasa menunjukkan
adanya penggantian tipe pesawat yang
lebih besar kapasitas angkutnya
dibandingkan kapasitas tahun

sebelumnya.

Dahm Negeri Kefas Ekonomi Dephub Ditden Perhubungan Udara,

disebabkan juga oleh lesunya -

penerbangan luar negeri sehingga

Keterjangkauan Konsumen

Dampak kompetisi antar
operalor yang paling konsumen
rasakan adalah dalam soal harga atau
tarif. Operator baru menawarkan
harga 40-60% lebih rendah dari harga

pemain yang biasanya melayani dua
jenis rute ini kini berkonsentrasi pada
rute dalam negeri.

Tabel 2 menggambarkan
dampak langsung kompetisi antar
operator jasa transportasi udara
terhadap penurunan jumlah pangguna

batas bawah yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Akibatnya banyak crang
beralih dari pengguna transportasi

daratlaut menjadi pengguna
transportasi udara. Tajamnya

kompetist tarif dalam negeriini.

jasa angkutan darat. Untuk rute
gemuk seperti Jakarta-Yogyakaria
atau Jakarta-Surabaya penurunan

pengguna dari periode 2001 ke
periode 2002 mencapai 10.5%.

Untuk rute-rute pihan seperti

Tabel 3. Perubahan Tarif Penerbangan 2002 dan 2003 Pada Rute Pifihan

Rute Perubahan (%)
Tarif
. Penumpang | Minimum Rata-rata Maksimum

Jakarta — Balikpapan 1 23.02 -16.34 -33.22 -37.28
Jakarta - Batam 20.76 -25.38 -26.70 -26.48
Jakarta - Denpasar 5.81 «20.30 -20.03 -27.24
Jakarta — Medan 36.01 -27.97 -24.95 -18.45
Jakarla - Pontianak 36.02 -34.38 -39.93 -34.99
Jakarta - Surabaya 37.95 -36.67 -35.73 -45.46
Jakarta ~Yogyakarta 76.08 -33.19 -37.39 -37.40
Rata-rata 33.66 -27.75 3114 -32.47

Sumber: DiJen Pe'hubung:an Udara RI. *) Januad - Jual 2003
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yang tercanturn pada Tabel 3, pada 50 persen letih banyak dari pada menawarkan tarif “super rendah”
2002 dan 2003 secara umum terjadi -2002. Dengan demikian, daya beli dibandingkan operalor lainnya. Sejak
penurunan tarif sebesar 32.5%, atau konsumen meningkat S0 persen pada  beroperasinya Lion Air, pada periode
harga tiket pada 2003 nilainya hanya 2003 dibandingkan 2002. 2000 terjadi penurunan harga yang
2/3 dari harga tiket pada tahun : signifikan, terutama harga tiket GIA.
sebelumnya (harga sudah dikoreksi P . Penetrasi Lion Air ke rute yang

s ; s ersaingan yang cukup kelat
1erh§dap nilai inflasi yang tferjadl pada SHTA operatogr mf;atugiiklan gi sehelumnya dilayani Garuda
Jyn_f2003). Dengan kata lain dfngan berbzgai media massa tampak pada Indonesia te1ah menyebabkan i
nilai uang yang sama pada 2002, ilustrasi baBkut. LidtAir addiBh penurunan tarif GIA (secara nominal)

pada 2003 konsumen dapat

= operalor yang terkenal paling gencar sebesar rata-rata 25 persen.
mangkonsumsi jasa angkutan udara R Y48 paling g

Tabel 4. Jumiah dan Rute Domestik tahun 2002 dan 2003

No Rute Maskapai Penerbangan Jumlah Jumlah
Dalam Maskapai Maskapal
- Negeri
2002 2003
1 | Ternate Bourag, Lion Air - 1 2
2 | Sorong Pelita Air, Merpati, Lion Alr 1 3
3 | Palembang Garuda, Bourag, Lion Air ", 3
4 | Palangkaraya Garuda, Merpati, Trigana 1 3
5 | Merauke -Cartenz Papua Airlines, Merpati 1 2
6 | Luwuk Bourag 1
7 | Labuhanharjo Airmark Indonesia ) 1
8 | Kupang Pelita Air, Merpali, Batavia Air, Star 2 4
9 | Kendari Pelita Air, Citylinks 1 2
10 | Jambi Pelita Air, Bafavia, Mandala 1 3
11 | Gorontalo Bourag, Lion Air - 1 2
12 | Bima Airmark Indonesia 1
13 | Banda Aceh Garuda, Seulawah, Jatayu Air . 1 3
14 | Ambon Karlika, Mandala, Lion Air 1 3
15 30

Sumber ICN 13 Mei, 2003, Direkloral Jenderai Perhubungan Udara
Cetak minng merupakan maskapai penerbangan yang melayani pada tahun belekangan
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Akibalnya, income GIA menurun, dan
memaksa perusahaan milik negara ini
untuk menjalankan berbagai efisiensi
ager tetap bertahan pada kualitas
yang sama. Hal ini membuktikan,
kompetisi dapat mendorong
lerciplanya efisiensi di tingkat
produksi yang pada gilirannya akan

menjanjikan pemasukan pandapatan
yang lebih baik. Masalahnya, ini
merupakan ancaman bagi
ketersediaan layanan jasa di rute non-
gemuk. Potensi ancaman ini :
diantisipasi oleh Menteri Perhubungan
dengan penerapan beberapa
instrumen, seperli (1) route

Gambar 1. Faklor-faklor Yang Menentukan Pilhan Kaﬂsumen

terhadap Jasa Transpontasi Udarg

nesonan kontor - Lainiain
Adwol-~ |

makanar ——,

Kenyameanan
Ku-amanan -

T Tepatwoki—

bardampak pada peningkatan layanan
dan kepuasan konsumen.

Ketersediaan

Meningkatnya akses layanan
jasa transportasi udara (makin
banyaknya frekuensi penerbangan
dan jumlah tempat duduk) tidak serta-
merta menjamin ketersediaan
layanan tersebut secara merata di
seluruh’indonesia, mengingat banyak
tempat-tempat di Indonesia yang
memiliki kendala geografis yang

. tinggi. Setiap operator berusaha untuk

merebut pangsa pasar sebesar-
besarnya pada rute gemuk karena

Fe,)!ﬂln

plarga muren

Bianagenient, y8ilu Mengakliikan:
kembali rule-nuté Yang sudahmati
dan (2) mengenakan kewajiban bagi
operator urituk ml?la)(fim rute kurus
tartentu setelah diberi kesempatan
untuk menikmati rute ggr}-luk selama
beberapa saat.TabEI_4 ini
menunjukkan semakin baiknya akses
dan ketersediaan jasa layanan
tranportasi udara secara kuantitas di

Indonesia.

Siapa Konsumen Jasa
Penerbangan?

Hingga beberapa tahun lalu,

TELAAH

konsumen jasa layanan penerbangan
didominasi cleh segelintir golongan
masyarakat saja, yaitu mereka yang
berdaya beli cukup baik, dan
persentasenya tidak besar. Kini,
karena harga semakin terjangkau oleh
kalangan yang lebih luas, maka profil
konsumen jasa ini kemungkinan juga
berubah. Berdasarkan hasil polling.
diketahui bahwa sebagian besar
responden adalah usia produktif
antara 34-54 tahun (46 persen) dan
dengan tingkat pengeluaran antara 2-
4 juta per bulan (47 persen), tingkat
pendidikan sarjana (64 persen) serta
berstatus pegawai swasta dan
profesional (74 persen). Sebanyak 41
persen responden mengaku pengguna
pesawal udara‘'minimal sebulan sekali
(frequent flyer). Gambaran umum
tentang pengguna jasa angkutan
udara adalah adalah pria dalam usia
produktif dan berpendidikan cukup
dengan tingkat pendapatan di atas
rata-rata pendapatan per kapita
penduduk Indonesia.

Dalam hal preferensi kensumen,
mayoritas responden menganggap
bahwa tarip murah, pelayanan yang
baik dan ketepatan waktu merupakan
faklor-faktor yang sangal penting
dalam pertimbangan mereka
mengkonsumsi jasa angkutan udara.
Setelah itu adalah kenyamanan,
kearnanan/keselamatan penerbangan.
Makanan bukan faktor yang
mempengaruhi preferensi konsumen.
Selain itu pilihan maskapai
penerbangan yang mereka tumpangi

Tabel 5. Perusahaan F’enerbangah Yang Paling Sering Dinaiki dan Rata-rata Pengeluaran per bulan

Yang paling Rata-rata pengeluaran per bulan Total
sering dinaiki

: <2 juta 2s/d3jula 3s/d 4 juta 4 s/d 5 juta > 5jula

Garuda 70 67 41 19 33 230
Lion 45 30 “16 8 8 107
Batavia 1 10 4 5 1 31
Merpati ’ 27 21 7 2 3 60
Lainnya 28 3 9 6 4 80
Total 181 161 7 40 49 508
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Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008




TELAAH

iebik didasarkan atas pertimbangan
harga daripada pertimbangan prestise
(gambar 7). Meskipun demikian,
propoarsi terbesar responden dalam
survei ini (45 persen) adalah
penumpang pesawat Garuda
Indonesia (Tabel 5). Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pilihan
mereka terbang dengan Garuda
Indonesia bukan disebabkan karena
keinginan untuk memenuhi glasan
prestise, melainkan karena
pertimbangan rasional ekonomis. Ada
dugaan mereka yang bepergian
dangan perusahaan penerbangan ini
umumnya dibiayai oleh instasinya
atau perusahaannya karena berkaitan
dengan bidang pekerjaan mereka. Hal
ini dibuktikan dari tingkat pengeluaran
mereka (sebagai indikator
pendapatan), dimana 60 persen dari
penumpang Garuda Indonesia int
mengakui mempunyai pengeluaran
per bulan kurang dari Rp 3 juta.

Harga Rendah, Konsumen Untung?

Pertanyaan kritis konsumen
saharusnya muncul bila menghadapi
serbuan produk berharyga mmurah yang
terkesan menguntungkan konsumen:
Apakah harga murah yang dibayar
konsumean menjamin keberlanjutan
ketersediaan produk di pasar?
Apakah harga murah yang diterima
hari ini juga akan berlangsung hingga
hari-hari ke depan? Apakah
keuntungan konsumen ini harus
dibayar dengan mengorbankan
kualtas layanan yang artinya
mengorbankan segi keamanan produk
dan keselamatan konsumen?

Di paragrat terdahulu terungkap,
keterlibatan faktor eksternal dasi kondisi
penerbangan Internasional dianggap
fakior prediklor kuatl pencelus
kompelisi di rute domestik. Jadi,
kecenderungan yang berlaku saat ini
diduga hanya merupakan kejadian
sesaat. Pada dasarnya semua regulasi
pemerintah harus diarahkan untuk

meningkatkan efisiensi, menurunkan
harga. yang semua Itu akan berdampak
posilif pada perekonomian makro. Di
sisi lain, ICN (2002) melaporkan bahwa
harga murah ini ternyala dikompensasi
dengan menurunnya mutu layanan,

.dalam hal ini mutu fangible.

Dilaporkan sebesar 70 persen darni
172 unit pesawal yang disurvei dari 17
maskapai penerbangan yang ada di
Indonesia tidak memenuhi-standar
internasional. Misalnya, pesawat model
jaman dahulu (model lama)
menghasilkan polusi suara yang tidak
dapat ditolerir lagi oleh peraturan
penerbangan internasional yang terkinj.
Pesawat-pesawal seperti ini dibeli
(disewa) oleh maskapai Indonesia
semata-mata karena harganya murah
(tidak memiliki nilai ekonomis berarti
lagi dinegara asalnya). Jalan keluar dari
situasi ini ada di tangan Menteri
Perhubungan. Misalnya adalah
Keputusan Menteri Perhubungan untuk
melengkapi pesawat tua dengan alat
peredam polusi udara seharga 1 juta
dolar AS per buah. Menhub
menganjurkan agar peraturan ini
diterapkan bertahap demi
mempertahankan keberlangsungan
vperator penerbangan. Kebijakan yang
sama juga berlaku untuk kebutuhan
memperlengkapi pesawat-pesawat

_yang diproduksi sebelum tahun 1990-

an dengan sebuah instrumen berharga
USS 300.000 perbuahnya.

Pertumbuhan/perkembangan
yang baik di industri transportasi udara
ini yang diakibatkan adanya kompetisi,
menurut Menhub Agum Gumelar, masih
tergolong persaingan yang sehat.
Menhub menyatakan, kemudahan ijin
operasi akan diteruskan demimembuka
lebar-lebar peluang pasar dalam-’
kerangka globatisasi pasar. Namun,
harus disadari, kenalkan jumlah
penumpang dan pengunjung bandara
harus memperhitungkan daya dukung
bandara, baik di sektor ground service
(parkir mobil, lalu fintas bus antar-
jemput Damri dan taksi, keamanan dan
kelerliban dalam dan sekitar bandara)

untuk penumpang maupun layanan lain
bagi pengantar/penjemput. Pengabaian
standar penerbangan internasional—
walaupun dilakukan dengan dalih domi
keberlangsungan layanan di dalam
negeri, akan menimbulkan kesulitan
jangka panjang yang mungkin tak
terduga.

Memang. program liberalisasi,
termasuk privatisasi dapat mendorong
peran swasta dalam perekonomian,
asalkan tidak meninggalkan
kepentingan yang febih besar, yaitu
kepentingan masyarakat pengguna.

-Jogeph E Stiglitz (2002)—yang dikutip

oleh Tony Prasetiantono (Kompas 13/
08/03) bertutur, “Saya hanya percaya
kepada privatisasi, jika privatisasi ini
mendorong efisiensi di pihak produsen
dan menurunkan harga di tingkat
konsumen”. Inilah yang agak sulit
dipraktekkan.

@ Tm PeEneLT YLK

@
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Adam Air wajib
perbaiki manajemen
dalam tujuh har

Bisnrs INDONESLA
JAKARTA: Deparremen
Perhubungan memberi batas

waktu tujuh hari kepada PT Adam
SkyConnection {(Adai Air)—sejak
surar teguran keras dilayangkan—
untuk memperbaiki personel dan

manajemen maskapai.

Ultimatum tjuh hari tersebut berarti akan
berakhir pada Jumat, 24 Februari mengingat
surat teguran keras yang disampaikan Dephub
dikirmkan puda 16 Februari Artinya, pada hari
tessebut Adam Aur harus sudah menyelesaikan
kewajiban perbaikan manajemen dan personel
sesuni yare diminta.

Dirfen Perhubungan Udirm Moh, Iksan Ta-
tzrg mengatakan bila teguran it tak diindah-
kan sertifikat operator pesavatudara (Air Ope-
rerion Cerrificnts720C) milik Adam Air akan
dicabut.

“Kalau rujuh hari mereka tidak mengin-
clzhkan ini dan ticak ada upava perbaikan dan
sebagainya kami cabut AOC-nya. Jadi i pro-
sedurnya,” ujarnya, kemarin.

Tatang mengatakan Adam Air diminta
membuat surat penvataan tertulis mematuhi
Undang-Undang (UUY No.15/1992 tentang Pe-
nerbangan dan memperbaiki manzjemen de-
ngan menggant personel Company Aviation
Safety Officer (CASO).

Selain itu. lanjutnya. Adam Air diharapkan |

memperbaiki persone! dan awak pesawatyang
menerbangkan pesawat B 737-300 dari Ban-
dara Tambolako, NTT menuju Bandara Ha-
sanudidin Makassar tanpa izin, Mereka jugadi-
nilai melanggar prosedur karena saat iy tidak
mentinggu terebih dehulu pemeriksaan ke
laikan pesawar. "Saya kire sepert itu dan saya
tidak ingin masalah ini ke luar dari track-nya.”
mAdamdAir :i'ianggap ‘meianggar aruran ke-
an tdara dengan menerbangkan wat
Boeing 737-300 reglstrasi PKKKE sereloh
mengalami kerusakan di bagian irersial refe-
rence system (IRS).
Kerusakan di IRS yang memberi masukan
dara ke sistem outopilot sehingga menye-
babkan pesawat terbang tanpa arah dan alhir-

nva mendarat darurat di Bandara Tambolaka,

Nusa Tenggara Timur pada 11 Februari laly,
AOC sendiri merupakan tanda bukt terpe-

auhinya standardan prosedurdalam pengope-

tasian pesawat udara oleh peruszhaen angkut-

Pertanggungjawaban pidana...,

an udara niaga nasional yang dikeluarkan
Ditien Pethubungan Udara. .
Personel Adam Air yang memegang posisi
kunci pada kasus penerbangen tanpa pemerik-
saan kelaikan, mndasnya, lisensi pﬂo't lwmer
sial juga dibelukan selama 90 hari sejak peris-
tiwa itu. *Kami meminta izin laison dikem-
balikan kepada Ditjen Perhubungan Udara.”

Serahkan ke Polisi

Ditjen Perhubungan Udara, paparnya, me:
nyerahkan sepenubnya penyidikan kasus du-
guan pelanggaran UU Penerangan oleh Adam
Air tersebut kepada Kepolisien, mengingat in-
stansinya hanya sebagai regulator yang mens-
rapkan aturan. “Kalau ada dampak pidana.n)_'a
nanti aparat yang berwenang unwk menvidik
kasus itn.” kata Tatang. :

Tantang mengakui Ditjen Perhbubungan
Udara telah mengeluarkan surart izin terbang
(flight arproval/FA) bernomor 02494/ 1_1.02
pada 11 Februari kepada pesawar Adam Air re-
gisasi PK-KKE, namun masth secara lisan.

Meski demikian, ungkapnya, FA tersebut ha-
rus dilakukan melalui penyelidikan cleh Ko-
mite Nasional Keselamatan Transportasi dan
kelaikan udara dari Direktorat Serifikasi Ke-
laikan Udara,

“Ituuntuk kru dan teknisi Adam Air, yang se-
belumnya izin FA kepada dua pesawat
evakuasi untuk membawa penumpang supaya
tidak bermalam.” .

Menurut Tetang, Ditien Perhubungan Udara
sebelumnya tetah mengirimkan surat teguran
keras secara resmike manajemen Adaim Air pa-
da 16 Februari lalu terkait pelanggaran pener-
bangan pesawat DHI 782.

Saat ini, tandasnya, pihaknya belum menéri-
ma respons tertulis dari Adam Air sehingga
otoritas CASO dikembalikan kepada Ditjen
Perhubungan Udara selaku regutator.

Sebelumnya, Vice President Communication
PT Adam SkyConnection Dave Laksono meng-
akui terjadl kesalshan prosedur penerbangan
dari Bandara ‘Tambolaks, Nusa Tenggara
Timu, ke Bandara Hasanuddin, Makassar.

Penerbangan yang dilakukannya merupa-
kan undakan darurat untuk mengamankan
penumpang dan pesawat. “Kaml menerima se-
gala bentuk teguran dari pthak regulator ates
kekhilafan itu. Tindakan tersebut merupakan
langkah darurat untuk mengamankan perso-
nelkami serta penumpang dan aset Adam Air,”
kata wjarnya. (01) (redzksi@bisnis.coldy
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Kabut Kelam Dunia
Penerbangan Kita

Oleh CHAPPY HAKIM

ari Sabtu lalu tetjadi sua-
}I tu peristiwa yang sangat

memhahavakan dalam
penerbangasn. Sebuah pesawat
Boeing 737-300 dari Jakarta,
berputar-putar selama lebih dari
tiga jam tanpa arah yang jelas
untuk kemudian secara kebetul-
an menemukan landasan Tam-
bolaka dan mendarat dengan
kondisi landasan pacu (rumvay)
yang tidak memenuhi syarat

Sungguh peristiwa yang sa-
ngat membahayakan nyawa le-
bih dari serutus penumpang. De-
ngan bantuan Yang Maha Kuasa,
pesawat, awak pesawat, dan se-
luruh penumpang selamat.

Sesuai aturan, scharusnya p2-
sawat tetop berada di tempat ke-
Jjadian sampai tim penyelidik se-
lesai memperoleh data-data
yang diperlukan bagi penyelidik-
an penyehab terjadinya peristi-
wa it Tim penyelidik dari pi-
hak berwajib seyogianya segera
datang, melihat pesawat, meme-
riksa kondisi peralatan di pe-
sawat, menanyakan kepada awak
pesawat, scita mengumpulkan
Judda kelerungan dawd peiuime-
pang, saksi mata, otoritas pela-
buhan udars, dan sebagainya.

_Scharusaya posawat segera
d'lknrung dengan semacam po-
lice: iine untuk memudahkan pe
nyelidikan. Dalam hal ini, pe-
nvelidikan tidaklah bertujuan
untuk imencari-cari kesaluhan
sescorang. namun Jebih untuk
mengetahui secara cermat pe-
nyehab peristiwa tersebut. Hal
ini nantinya akan sangat ber-
guna bagi upaya menghindari
kejodian serupa di masa datang.

Kenyataannya, tanpa me-
nunggu tim investigasi datang,
pesawat tersebut langsung di-
perbaiki di tempat dan secara
tergesa-gesa kemudian diter-
hangkan menuju Makassar. Hal
ini, di samping menyalahi atur-
an, Juga membahayakan sckuli

rena landasan Tambolaka ti-
dak memenuhl persyaratan un-
tuk lepas landas (take off) dan
pendaratan (landing) pesawat
sejenis B-737.

Akibat lainnya, penvelidikan
terl)aq:lp penyebab terjadinya
peristiwa yang membahayakan
itu menjadi tidak bisa dilakukan.
Peralatan navigasi yang katanya
lidak bevfungsi telah diganti, de-
mikian pula kerusakan akibat
meniaksakan pendaratan di lan-
dagan pacu yang pendek telah
dlperb_ai]d dengan ccpat.

Lebih parah lagi, dengon di-
terhangkannya pesawat itu, ma-
ka vekaman kejadian yang ada di
dalam kotak hitam (terdiri dari

cockpit voice recorder dan flight
data recorder) menjadi terhapus
karena alat itu hanya merckam
data uniuk 30 menit terakhir
dari pelaksanaan penerbangan.
Maka, tim investigasi tak dapat
memperolch data akurat dari
kejadian sesungguhnya.

Yang parah lagi, evakuasi pe-
numpang dan barang denjan

* menggunakan pesawat B-737-

200: Pesawat ini, menurut ke-
tentuan pada operation maiu-
al-nya, jelas tidak diperkenan-
kan dioperasikan pada landasan
sependek TambolaRa. Demikian
pula ketentuan yang berlaku pa-
da Aerodreme Tambolaka yang
hanya memenuhi syarat dwr'dj-
peruntukkan baj pesawat yang
lebih kecil dari:B-787. )

Tidak bisa dibayangkan, ba-
gaimana B-737-200 itu menda-
patkan izin lepas landas dan
pendaraton di Tamboluka. Ba-
gaimana mercka mengisi flight
plan-ny=a untuk destinasi Tam-
bolaka yany tidak memenahi
syarat didarati? Siapa bertang-
sung jawab jika terjadi sesuatu
dengan pesawat itu?

Pada kenyataannya mercka
berhiasil mengoperasikan B-737-
200 dan B-737-C00 di landasan
sependek Tambolaka, Untuk ke-
aduwn darurut pastild ity dupat
dimaklumj, tetapi dalam kondisi
tidak danurat; hal ini patnt di-
pertanyakan. Dapat dipastikan,
mercka lepas Jandas tidak de-
ngan prosedur normal dan juga
dapat dipastikan, bila pada saat
lepas landas murigalami satu
nesin mati sliu terganggu, pe-
sawat akan jatuh terempas ke
tanah. Benar-benar suatu pelak-
sanaan evakuasi yang nyerempet
bahaya, tindakan sangat riskan,
memperlaruhkan nyawa banyal
orang.

Pertanyaan besar di sini, be-
gitu bebaskah melaksanakan
operasi penerbangan di negara
kita ini? Di manakah tanggung
jawab sosial kita yang bergerak
di dunia penerbangan?

Sungguh kasihan masyarakat
hias pengguna jasa angkulan
udara yang tidak mengetahui
bahwa pelaksanaan operasi pe-
nethangan ternyata tidak harus
tunduk pada rambu-rambu yang
ada. Rambu-rambu berupa ke-
tentuan dan peraturan yang ber-
tujuan nmengawasi dan menjaga
ugar penerbangan dapat ber-
langsung dengan aman dan nya-
man. Itulah semua kabu€ kelam
dari dunia penerbangan kita,
Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNK1), di mana-
kah dikau gerangan berada?

CHAPPY HAKIM

Penerbang dan Mantan KSAU

|
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Kabut Kelam Dunia
Penerbangan Kita

Qleh CHAPPY HAKINM

E ari Sabtu latu terjadi sua-

I—I tu peristiwa yang sangat

. membahavakan dalam
penerbingan. Sebuah pesawat
Boeing 737-300 dari Jakarta,
berputar-putar selama lebih dari
tiga jam tanpa arah yang jelas
untuk kemudian secara kebetul-
an menemukan landasan Tam-
dan mendarat dengan
kondisi Jandasan pacu rumvay)
yang tidak memenuhi syarat.
Sungguh peristiva yang sa-
ngat membahayakan nyawa le-
bih dari seratus penwumnpang. De-
ngan bantuan Yang Maha Kuasa,
pesawat, awak pesawat, dan se-
luruh penumpang selamat.
Sesuai aturan, scharusnya pe-
sawat telap berada di tempat ke-
jadian sampai tim penyelidik se-
lesai memperoleh data-data
yang diperlukan bagi penyelidik-
an penyehab terjadinya peristi-
wa itu. Tim penyelidik dari pi-
huk berwajib seyogianya segeru
datang, melihat pesawat, meme-
riksa kondisi peralatan di pe-
sawat, menanyakan kepada awak
pesawal, setta mengumpulkan
Juga keterungan dii prnums
pang, «nksi mata, otoritas pela-
hul}nn udar, dan sebagainya
_Scharusnyn poesmeat segera
l!lk\ll:l!llg dengan semacam po-
e iine untuk memudahkan pe-
nyelidikan. Dalam hal ini, Pe-
nyelidikan tidaklah bertujuan
itk mencari-cari kesaluhan
fescorang. namun lebih untuk
mengetahui seecar cormat pe-
nyehab peristiwa terscbut. Hal
im nantinya akan sangat ber-
guna pngl upaya menghindari
kejadian serupa di maea datang.
Kenya!aamxya, tanpa me-
unggu tim investigasi datang,
pesawat tersebut langsung di-
perbaiki di tempat dan secara
lergesa-gesa kemudian diter-
ban@mn menuju Makassar, Hal
ini, di samping menyalahi atur-
an, juga membahayakan sckali
karena Jandasan Tambolaka ti-
(Jak memenuhl persyaratan un-
tuk :lcpn: l:m;ias (take ofp) dan
penduratan (Jandin, wal
sejenis B-737. e
Akibat lainnya, penyelidikan
terhadap penyebaby tgﬂ‘adinyn
peristiwa yang mem ayakan
|l Eu nilcinjadi ﬁ;:lnk bisa dilnkukan.

-eralatan navigasi yang katanya

tidok berfungsi telah d?gnnti. t}le-
mikian pula kerusakan akibat

- memaksakan pendaratan di lan-
dasan pacu yang pendek telah
diperb.nild dengan ccpat.

Lebil parah lagi, dengan di-
lerhangkannya pesawat itu, ma-
ka relaman kejadian yang ada di
dalam kotak hitam (terdiri dari

cockpit voice recorder dan flight
data recorder) menjadi terhapus
karena alat itu hanya merekam
data untuk 30 menit terakhir
dari pelaksanaan penerbangan.
Maka, tim investigasi tak dapat
memperoleh data akurat dari
kejadian sesungguhnya.

Yang parah lagi, evakuasi pe-
numpang dan barang denftan
menggunakan pesawat B-737-
200: Pesawat ini, menurut ke-
tentuan pada operation mahu-
al‘nya, jelas tidak diperkenan-
kan dioperasikan pada landdsan
sependek TambolaRa. Demikian
pula ketentuan yang berlaku pa-
da Aerodreme Tambolaka yang
hanya-memenuhi syarat diif'di-
peruntukkan bagi pesawat yang
lebih kecil dari:B-737. .

Tidak bisa dibayangkan, ba-
gaimana 3'7127-2%0 i‘t;;s n:nda-
patkan jzin andas dan
pendaratan dxpa'l‘:mbblaka. Ba-
gaimana mereka mengisi flight
plarenya-untuk destinasi Tam-
bolaka yany tidak memenahi
syarat didarati? Siapa bertang-
gung jawab jika terjadi sesuatu
dengan pesawat itu?

Pada kenyataannya mereka
berhasil mengoperasikan B-73:-
200 dan B-737-300 di landasan
sependck Tambolaka, Untuk ke-

adamn darurat pastiluh itu dapat
dimaklumi, tetapi dalam kondisi
tidak darurat; had ini patut di-
pertanyakan. Dapiut dipastikan,
mercka lepas landas tidak de-
ngan prosedur normal dan juga
dapat dipastikan, bila pada saat
lepas landas merigalami satu
mesin mati alau terganggu, pe-
sawat akan jatuh terempas ke
tanah. Benar-benar suatu pelak-
sanaan evakuasi yang nyerempet
hahaya, tindakan sangat riskan,
memperiaruhkan nyawa banyak
orang.

Pertanyaan besar di sini, be-
gitu bebaskah inelaksanakan
operasi penerbangan di negara
kita ini? Di manakah tanggung
Jjawab sosial kita'yang bergerak
di dunia penerbangan? -

Sungguh kasihan masyarakat
luas pengguna jasa angkutan
udara yang tidak mengetahui
bahwa pelaksanaan aperasi pe-
nerbangan ternyata tidak harus
tunduk pada rambu-rambu yang
ada. Rambu-rambu berupa ke-
tentuan dan peraturan yang ber-
tujuan mengawasi dan menjaga
ugar penerbangan dapat ber-
langsung dengan aman dan nya-
man. [tulah semua kabut kelam
dari dunia penerbangan kita,
Komite Nasional Keselamutan

Transportasi (KNKT), di mana-
kah dikau gerangan berada?
CHAPPY HAKIM

Penerbang dan Mantun KSAU
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Ungkap Tuntas
‘“Tambolaka’

erbang bebus di ketinggian sawang tanpa-
T pandom-tanpa-sistem-komunikasi tcntula}!

mierupazan pengalaman mengerikan, sekali-
gus absurd. Paling tidak. itulah yang dirasakan
sebagian penumpang—dan semua awak—pesa-
wat Boving 737-300 miltk maskapai pencerbangan
Aciam Ain Sabtu dua pekan lalu.

Lepas landas dari Bandara Svekamo-Hatta
puada pukul ¢6.20 WIB dengan tujuan Makassar,
kapal terbang ity rusak total sistem navigasi dan

. sistem komunikasinya setelah 20 menit meng-
angkasa. Pesawat raib dari layar radar.

Nun di Tambolaka, bandar udara kecil di
Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sekitar pu-
kul 10.45 waktu lokal, sebuah “unidentified fly-
g object” mengitari langit tiga kali sebelum
mendarat. Seantero pangkalan geger saketika.
Pesawat B737-300 membutuhkan runway mini-
mal 2.200 meter yntuk mendarat dan lepas lan-
das. Tambolaka baru punya 1.800 meter.

Lebih dari satu jam pesawat itu mengembara
*anpa arah, dan melenceng sekitar 525 kilometer
dari tujuannya. Dari perbandingan waktu dan
jarak bisa disimpulkan bahwa pesawat berbelok
kian-kemari sebelum menemukan Tambolaka.

Wakiu yang lebih dari satu jam itu merupakan
saat paling kritis bagi pesawat ini dan seisi lam-
bungnya. Lebih dari satu jam melakukan “pener-
bangan buta” (blind flight) menjadiican pesawat

ini terbuka untuk bahaya apa saja, dari berta-
brakan dengan pesawat lain sampai ditembak
oleh pesawat militer yang tidak mengenalnya,
Apalagi jika diingat vilayah tertbangnya juga
merupakan jalur penerbangan internasional.

Pendaratan yang dilakukan olch pilot B737-

300 itu pun, sebetulnya, bukarlah “pendaratan
darurat”—jika menggunaian istilah yang tepat.
Dalam pendaratan darurat, penerbang biasanya
tahu di mana ia mencarat. Pada kejadian kema-
rin, sang pilot bahkar. menyangka sudah tiba di
atas Makassar Dengan kata lain, itulah “penda-
ratan buta”, yang jauh lebih berisiko daripada
pendarztan darurat.

Kerusakan total sistem navigasi dan sistem ko-
munikasi pesawat itu amat layak dipertanyakan,
Sebuah pesawat terbang masa kini seyogianya
dilengkapi sistem navigasi dan sistem komunika-
si berlapis, simultan, dan independen. Kerusakan
pada lapis tertentu, biasanya, secara simultan
langsung digantikan oleh lapis sistem yang Tain,
dan begitu selanjutnya. «

Dengan 25 perusahaan penerbangan reguler
dan 12 perusahaan penerbangan carter yang me-
layani penumpang transportasi udara di Tanah
Air pada saat inl, hendaklah masalah keamanan
penerbangan mendapat perhatian maksimal.
“Peristiwa Tambolaka”, termasuk “evakuasi” pe-
sawat yang terkesan ainat terburu-buru, harus
diusut tuntas dun dibuat terang duduk perkara-
nya.

Sarnksi yang dijanjikan otoritas penerbangan
atas plhak yang bertanygung jawab, betapapun
beratnya, tetap merupakan aspek “akibat”, bukan
aspek “sebab"—yang bermuara pada upaya me-
nangkal, Padahal, siapa pun tahy, menangkal jauh
lebih efisien ketimbang mengutasi bencans. o

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008
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PEZNERZANCGAN

Adam Air Dinilai Melahggar

JAKARTA {Media): Langkah maska-
Eni penerbangan Adam Airmener-
bangkan kembali pesawat Boeing
737-300 yang tersasar di Bandara
Tambolaka. Nusa Tenggara Timur
(NTT) ke Makassar, Sulawesi Sela-
lary, dinilai pelanggaran serius.

Pasalnya, penerbangan yang di-
takukan pesawat tersebuttidakmen-
sapat purslujaan DepattermenPer-
hubungan dan Komite Nasienal Ke-
selamatan Transportasi (KNKT).

_"Ini menipakan pelanggaran se-
Tius karena tidak sesuai ketentuan.
Kita akan berikan sanksi kepada
wereka,” ungkap Dirjen Perhubu-
nganUdara DephubMIksanTatang
usairapat pimpinanjajaranDephub
«i Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, pesawat de-
ngan 145 penumpang dan pilot Tri
Nusiyogo ity, tinggal landas dari
Bandara Soekamo-Hatla menuju
Bandara Hasanuddin pada Sabtu
(1_112) pukul 06.20 WIB, dan 20 me-
nit kemudian kehilangan orientasi
atau terbang tanpa arah karena di-
duga sistem navigasi pesawat ber-
masalah sehingga mendarat daru-

rat di Bandara Tambolaka itu.

Namun, padaMinggu (12/2)pu-
kul 10.00 Wita, pesawat itu diter-
Langkan dari Bandara Tambolaka
menuju Bandara Hasanuddinsete-
lah sejumlah teknisi dari Bandara
Ngurah Rai memperbaikinya. Per-
jalanan tersebut diawaki oteh pilot
Kapten Ade Salmiar yang, juga Di-
rektur Opcrasi Adam Air.

Tatang menilai langkahini meru-
pakan pelanggaran serius. Sebab,
pesawat yang mengalami insiden
scharusnyaterlebihduludicek oleh
DSKU (DirektoratSertifikasi Kelaik-
an Udara)Dephubdan KNKTsebe-
Jum terbang kembali. Kenyataan-
nyasebelumpesawat tersebutdipe-
riksa, pilot yang ditengarai sebagai
direktur operasional maskapai ter-
sebut sudah menerbangkannya.

#Pad:hal, petugasdariDSKUdan
KNKTsudahadadi Denpasarsejak
Sabtu (11/2) malam bersama de-
ngan pelugas dari Adam Air. Na-
mun pada Minggu pagi mereka di-

tinggal paraawak AdamAir,”ung-

kapnya, ]
Tatang menuturkan, ketika pi-

haknya menanyaken kepada pilat
mengapa pesawat tersebut sudah
diterbangkan, kru Adam Air
beralasan sudah memperoleh flight
approval (izin terbang) dari Direk-
torat Pechubungan Udara.

Namun, tambahnya, FA tersebut
diberikan dengan persyaratan, ya-
impsawalharusdiceklerlebihdu-
Tu. “Tapi orang Adam Air-nya bi-
lang pengecekan tidak pertudilaku-
kan. Sebab katanya, kerusakannya
ringan,” wjarnya.

Ketika dimintai langgapannya.
Vice President of Communicalion
Adam Air Dave Laksono mengata-
kan pihaknyabelum bisam rie
kan komentar terkait dengan insi-
den tersebut. “Kita akan adakan
jumpa pers besok (hari ini),” kata-
nya ketika dihubungi melalui se-
lulernya, kemarin malam.

Padakesempatan yang sama, Ke-
tua KNKT Setyo Raharjo mengata-
kan, langkah yang dilakukan pilot
Adam Air melanggar prosedur.
~Kok, bisapesawatnyabelum dipe-
riksa tapiterbang begitu saja,” kata-
nya. (Che/Ant/E-1)

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008
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Pemilik memaksa
pilot terbang.

JAKARTA — Pesawat Bocing
*737-300 Adam Air yang rya-
sar ke Tambolaka, Nusa
Tenggara Timur pada 11
Februari 2005, ternyata ber-
masalah sejak dulu.

Hal itu diungkapkan Su-
tan Salahudin, salah satu
mantan pilot Adam Air, men-
jelang sidang di Pengadilan
Negeri Jakarta Barat kema-
rin. Sutan dan 16 mantan pi-
lot digugat oleh PT AdamSky
Connection, pengelola Adam
Air, membayar ganti rugi
materiil Rp 108 juta dan US$
15 ribu (sekitar Rp 136,6 juta)
serta ganti rugi imsteriil Rp 3

Navigasi Pes

.
! —_ . '
[otezn Cuder 7 ppul <

awat Adam Air yang

Nyasar Sudah Lama Bermasalah

miliar per orang.

Adam Air menggugnt ka-

rena menilai para pilot mun-

*= dur sebelum masa kontrak-
nya, yang bervariasi antara 4
tahun dan 8 tahun, habis. Pa-
dahal perusshaan telah me-
ngeluarkan biaya latihan
hingga mereka mendapatican
izin terbang.

Sutan mengaku terpaksa
mundur knrena sering dipaksa
pemilik perusahaan mener-
bangkan pesawat yang tak la-
yak terbang seperti Boeing
737-300 yang nyasar itu. "Unit
lcomputer untuk navigasi pe-
sawatitu ada yang rusak,” ka-

ta Sutan.

Karena kerusakan itulah
pilot Tri Nusiyogodan kapilat
Abhmad Deny Syatfuddin ter-
palksa. mendaratkan pesuwat
di Tambolaka. Padahal mere-
ka seharusnya mendarat di
Makassar, Swlawesi Sclatan.

Sutan mengatakan pemah
dipaksa mencrbanglmn pesa-
wat itu pada 6 Mei 2005 dari
Jakarta ke Padang. Tn meno-
lak karena, menurut standar
penerbangan, pilot tak bolch
menerbangkan pesawat so-
macam ity sebelum ada tole-
ransi yang menyatakan pes-
bailean kerusakan hisa ditun-

da. Toleransi itu dikeluarkan
Departemen Perhubungan.

Namun, silah satu pemilik
maskapai, yang menurut pe-
aturan tidak bolch memerin-
tah lingsung pilot menerbang-
kan pesawat, tetap ngotot. Dia
bahkan membuat surat perin-
tah yang harya ditulis dengan
langan. Sutan tetap menolak.
Ketika surat dari Departemen
Perhubungan akhirmyn keluar,
barulah Sutan mau mener-
bangkannya. Tk tahan oleh
kejadian semacam ity, Sutan
ctan 16 pilot Ininnya mengun-
durkan did dari Adam Air pa-
da 23 Mei 2002,

Menurut Sutan, Komite
Nasional Keselamatan Pener-
bangan sebetulnya tidak sulit
meneliti masalah ini, “Tinggal
dicek saja log book-nya, apa-
kah kerusakantya sudah di-
perbaild.”

Juru bicara Adam Air, Lisa
Anastasia, membantah per-
nyataan Sutan. "Ttu tidak be-
nar. Tapi sebaiknya Pak Dave
yang bicara,” ujarnya. Dave
Luksono adalah Direktur
Komunikasi PT AdamSky
Connection Airlines dan put-
ma Ketun DPR Apung Laksu-
no, yang juga memiliki sa-
ham di Adam Air.

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008

Hingga berita ini diturun-
kan, Dave belwn dapat dihu-
bungi. Namun, pada 24 Marut
laly, dia pernah menyangkal
pernyataan mantan pilotnya.
Ia mengatakan perusahaan-
nya selaln memenuhi seluruh
persyaratan kelailan terbang
dari Dircktorat Sertifikasi
Kelaikan Udara.

Dave mengaku tidak meng-
erti apa alasannya menuding
keselamatan  penerbangan
Adam Airburuk. Dia menya-
rankan, jika hal itu henar-be-
nar terjadi, sebaiknya mereka
tnelapor ke Departrmen Per-
hubungan. eros)mmcmsn
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lq ARTA. KOMPAS — Aparat
sepolisian bisa menyelidiki kasus
Jenerhbangan pesawat Ad
dari Bandara Tamibolaka, Sumba
8aryt, menuju Bandara lassa.
wdin, Makassar pada Minggu
12/2) sebelum diteliti Komite
Nasional Keselamatan Transpor-
asi atau KNKT. Kasus itu ter-
zolong tindakan pidana, sebab
nelanggar Undang-Undang No-
nor 15 Tahun 1992 tentang Per-
wbungan,

"Kalau berkaitan dengan tin-
lakan pidana, kami persilakan

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008
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Polisi Bisa Selidiki Kasus Penerbangan Ada
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kepada aparat berwenang (palis)
untuk melakukan tindak lanjut
dard kasus itu. Kami dari Di-
rektorat Jenderal Perhubungan
Udara tidak memiliki wewenang
untuk menindaklanjuti masalah
pelanggaran hukum, Kami hanya
d.:,\pat memberikan sanksi admi-
nistratif  kepada  manajemen
AdamAir” kata Direktur Jenderal
(Dirjen) Perhubungan Udara De-
partesnen Perhubungan M Iksan
Tatang di Jakarta, Jumat (17/2).
Menurut Tatang, saat dikabar-
kan tentang pendaratan daurat

pesawat AdamAir vang terbang
dari Jakarta tujuan Makassar di
Bandara Tombolaka langsung di-
terjunkan tim KNKT. Tim ter-
sebut berangkat dari Jakarta me-
huju Denpasar pada Sabtu sore.
Namun, tak ada pesawat menwju
Tambolaka. Tim itu lalu meng-
inap di Bali. Keesokan harinya,
ketika hendak terbang memyu
Tambolaka, tiba-tiba anpcrkm
bahwa pesawat AdamAir sudah
terbang menuju Makassar. Pe-
nerbangan ke Tambolaka diba-
talkan, lah: tim KNKT Jangsung

|

[ 2
A

ke Makassar guna mencliti pe-
sawat tersebut.

"Terhadap pelanggaran itu ka-
i telah memberi peringatan ke-
ras. Kami juga menarik otorisasi
dari personel bagian opcrasi yang
ditetapkan Adamair. Bahkan, ka-
mi pun mewajibkan manajemen
AdamAir membuat pernyataan
resmi untuk melakukan perbaik-
an,” tegas Tatang.

‘Fentang kemungkinan Nephub
mengadukan mangjemen Adam-
Air kepada poiisi berkaitan de-
ngan kasus pidananya, Tatang

mengatakan, hal itu tidak mung-
kin dilakukan karena Dephub dan
Polri sama-sama pemerintush.
"Apabila ada masyarakat yang
mau mengadukan kasus pidana
itu kepada polisi, ya silakan”.

Ketua Komisi V DPR Achmad
Mugowam menengarai, pener-
bangan ke Makassar tanpa di-
ketahui KNKT itu sebagai upaya
menghilangkan barang bukti, "Pi-
hak berwenang harus berani dan
segera menindak tegas manaje-
men AdamAir, siapa pun dia”
ujar Mugowam. (JAN)
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AdamAir Langgar —

hﬂ-

UU Penerbangan

Pemerintah Beri Sanksi dan Cabut Lisensi Pilot

JAKARTA, KOMPAS — Pemindahan pesawat AdamAir
737-300 yang mendarat darurat di Bandara Tambolaka,
Kabuputen Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, ke

landira Hasanuddin Makassar, melanggar sturan, Pe-

merintal: akan memberikan surat peringatan kepada ma-
nzjemen AdamAir dan memberikan sanksi kepada pilot.

“Bukan tidek moungkin, ma-
saluh ini akan berdampak pada
surat izin uszha perusshaan,” ka-
ta Dirsl enderal Perhubung-
an Udara Mohammad Iksan Ta-
tung, Seain (15/2) & Jukata

Menurut  Pengamat  Hulum
Penerbangan  Kamis  Martono,
pada Pasal 3¢ Ayal 2 Undang-un-
Cang Penerbangan Nomor 15 Ta-
un 1992 diatur bahwa tidak di-
bestarkan untuk mengubah letak
pesawat udara sebehun dilakukan
investigzsi, kecuali untuk menye-
lamatkan penunipang,

Oleh sebab, kala Tatang, pe-
merintah menganggap Adam Air
teluh melukukan pelanggaran se-
rius karena menerbangkan pe-
sawat yang telah mengalami in-
siden. Scharusnya, pesawat yang
telah mengalami insiden tidak
diperbolehkan terbang sebelum
dilalcukan investigasi oleh Komite
Nasional Keselamalan Transpor-
tusi (KNKT) maupun Departe-
men Perhubungan (Dephuby),

“Penerbangan dari Bandara
Tambolaka ke Makassar adalah
penerbangan yang tak berizin
dan sangat membahayakan, Mes-
ki pesawat sampai tujuan dengan
selamat. tetap saja hal ity nee-
l:mj.!gar aturan,” ujarnya mene-
sk,

Ketua KNKT Setio Rahardjo
mengatakan, kasus AdamAir jtu
merupakaa insiden vang sangat
serius. Selain itw, penerbangan
pesawat setelah mengalami in-
siden melanggar aturan keseln-
matan penerbangan internasip.-
nal warmnn di dalan voes

“Pesowat tidak boleh tervang
setelah insiden. Apalagi ini in-
siden yang sangat serius” ujur
Setic Rahardjo,

Lisensi pilot dicabut

Talang menambahkar, Dep-
hub akan mencabut lisensi pilot
yang menerbangkan pesawat ter-
sebut dari Tambolaka ke Ma-
kassar. Dengan insiden itu In-
donesia bisa terancam digugat
dleh masyarakat Internasional
karena penerbangan lar tersebut,
Ini karena wilayah udara Indo-
Aesia juga digunakan penerbang-
an internasional.

Menurut Tatang, sclain akan
memberikan sanksi pada Adam-
Air maupun pilotnya, Dephub ju-
ga akan menvelidiki staf Dephuly
{'}mg telah memberikan izin ter-
hang. "Kami akan menyelidiki
dulu, apakaly dia dipaksa mem-
berikan ivin atau bagaimana,”

Sebelumnya, Direktur Komu-
nikasi AdamAir Dave Laksono
menyatakan, pemindahan pesa-
wat itu dilakukan karena pihak-
nya sudah mendapatkan perse-
tujuan izin terbang. "Kru kami
tidak mungkin berani memin-
dahkan pesawat it tanpa per-
setujuan izin terbang” katanya.

Akan tetapl, menurut Tatang,
ada kesalahpahaman komunikngj
yang terjadi antara Dephub dan
manajemen  Adamair, Ditegas-
kan, Dephub tidak pernah me-
ngeluatkan persatujuen terbang
Pighe appraval/FAY untuk pe-
sawst I.’.;‘.L::ngr 737300 vang men-

et 5 B
 Pendaretan darurat AdsmAr <i-
&nggap melanggar peroturan UU
Penerbangan Memor 15 Tahun
- 1652. Bentuk pelanggarannya,
nemindahban ketok posavct
udara sebelum difakukan inves-
tzasi
Atanya pelanggaran sesius el-
sebut pemerintah skan membs-
fikan sanksi epada iaskapal
AdamAlr dan Lisensi pilot yang
menerbangkan pasaiat Bocing
737-300 terancam dicabut

4 Melanggar aturan keselamatan
* penerbzngan internasional may-
pun di dalam negeri,

"Kami hanya mengeluarkan
dua FA, yakniwntuk pesawat Tri-
gana ATR-42 dan pesawat Bocing
737-200 milik AdamAir. 1edua
pesawal tersebut kami berilian
FA untuk evakuasi penumpang
ke Makassar,” kata Tatang.

Penyebab kecelakaan

Menurut Martono, sturan ter-
sebut dimaksudkan agar tim in-
vestigasi dapat segera melakukan
investigasi untuk mengetahui pe-
nyebab insiden. "Kalau posisi pe-
sawat sudah berubah, herarti su-
dah ada yang diperbaiki. Kalau
sudah diperbails, berarti ada per-
ubnhan alat-plat pada pesawat,
sehingga penyebab yang dicari
pun tidak akar ditemukan” kata |
Martono,

Dia mengangleapkan, dalam
setiap peristiwa insiden ataupun
kecelakaan pesawat, piluk mas-
kapai seharusnya hersikap ter-
buka dan tidak berupaya me-
nutepi. "Harus dipahami, hasil
investigasi bukan untuk menyz-
lahkan pihalk Lertentu, Letupi se
byt pembelagaran® @

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008
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Yang bertanggung
jawab pilot, direktur
operasi, dan direktur
teknis.

JAKARTA — Direktur Dirckte-

rar 3 asi Kelakan

muenilai kasus pendaratan
darmat Adam  Air pada
Sabtu Ialu sebagal inside

an e dapat mengakibatkan
kecelakaan fatal. Seandai-
nya ada unsur kesengajaan,
kata dia, pilotnya bisa dike-
nai pasal pidana. “Tapi, ka-
lau tidak ada unsur kese-
ngajaan, pilotnya akan di-
grounded dan lisensinya bi-
sa dicabut,” kata Christian
kepada Tempo di Jakarta
kemarin.
Rabu lalu, Komite Nasio-
«nal Keselamatan ‘Ivanspor-

tasi mengumumkan hasil
investigasi awal mengenai
ks
Tri Nusiogo,
737-300 Ada
tilak sedar pes

jalur karena alat na igasi
tidak berfungsi. Fesawat
e Jakarta-Makasear itu
akhirnya mendarat di Ban-
dar Udara Tambolaka,
Sumba, Nusa Tenggara Ti-
mur.

Masih menurut Christian,
insiden itu hisa saja terjadi
akibial program pemelihara-
an wat oleh manajemen
Adam Air tidak benar atau
bisa jusa akibat kesalahan:
“Tapi sementara ini laporan-

{3 Koran Tempo

D Jul

nya adalah kerusskan dan
kosulahan sistem navigasi,”
ujanya. Tentang ind, kaa dia
lagi, bisa sai komponen alat
pavigasi itu memang Tusak.
dinan lun, pilot sa-
1 mengeperasi
alat. “AMaks laperan
sukan pada sistem navigasi
tersebut akun diselidiki de-
ngan saksama,” kata Christi-
an. Dia membenarkan, bila
alat navigasi rusak, oda sis-
tem cadangan. “Tapi mung-
kin juga kedua-duenya ru-
sak,” tutumyst.

Ketixa didesak siapa yang
paling berlanggung jawab
datam: kasus ini, Christian
mencgaskan, yang bertang-
gung jawab adaluh pilot, di-

DA;! Dsq-,

| Insiden Adam Air
- Berakibat Fatal

D The Jakarts Post
Q Lain-lzin :

DU&!

penerhang

assurance manager. “Kami
sudsh memanggl mervka se-

a.
ghan Ketun Romile
sal Kesclamatan Trans-
portasi Sctio Rulwdje ber-
pendapat prosedur pendarat-
an darurat Adam Air sudah
benar “Ini langkah untuk
menyelamatkan  penum-
pang,” kata Setio. Saal ini,
kata dia, perneriksaan terha-
dap pilat dan kapilot pesawat
itu sedang berlangsung.
Namun, Setio juga mene-
gaskan bahwa Komite me-
lakukan investigasi bukan
untuk mencari kesalahan
pilot. Yang akan diselidiki
adalah aspek-aspek vang
perkaitan dengan segi ape-
rasional, seperti mencari pe-

nyebal terjadinya insiden, *

agar kejadian serupa tidak
terulang.

Komite, masih kata Setio,
akan memeriksa apa yang
terjadi selama pesawat ter-
bang dari Jakarta hingga
mendarat darurat di Tambo-
laka. Sedangkan pemeriksa-
an peristiwa perjalanan dari
Tambolaka kembali ke Ma-
kassar pada Minggu meru-
pakan wewenaig Direktorat
Serti i Kelaikan Udara

Deos

Pertanggungjawaban pidana..., Yosua Roald Sihotang, FH Ul, 2008
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